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ABSTRAK

Nama : Danuta Putri
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul - Pembatalan Akta Jual Beli Atas Harta Bersama

(Putusan MARI No.334 PK/Pdt/2003).

Dalam masyarakat hukum yang berkembang dari waktu ke waktu, perlu
adanya suatu kepastian tentang perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Notaris
adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua
perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum
atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta
otentik. Akta jual beli dibuat oleh Notaris dalam kedudukannya sebagai PPAT.
Penulisan tesis ini membahas suatu kasus pembatalan akta jual beli atas harta
bersama berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.334
PK/Pdt/2003. Dalam kasus ini telah dilaksanakan jual beli atas harta bersama yang
dilakukan tanpa persetujuan dari istri/pasangan hidupnya. Hal tersebut
mengakibatkan jual beli yang dinyatakan dalam akta No0.320/09.03/JG.11/1996 tidak
sah dan batal demi hukum karena tidak memenuhi salah satu syarat sahnya perjanjian
dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu suatu sebab yang halal dan mengandung unsur
perbuatan melawan hukum. Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah akibat hukum
bagi Notaris selaku PPAT yang membuat akta tidak sesuai der.lgan Undang-Undang
dan pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 334
PK/Pd/2003. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif.
Notaris/PPAT yang melakukan pelanggaran dalam gembuatan akta dapat dikenakan
sanksi ganti rugi dan dapat dituntut ke muka pengadilan. Jual beli atas harta bersama
tanpa persetujuan dari pasangan hidup adalah tidak sah dan batal demi hukum.

Kata kunci:
Akta, jual beli, harta bersama

iv
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ABSTRACT

Name : Danuta Putri
Study Programme : Magister Kenotariatan
Tittle : Pembatalan Akta Jual Beli Atas Harta Bersama

(Putusan MARI No.334 PK/Pdt/2003).

In the legal community that is developed from time to time, it is necessary to
have the certainty about the agreement made by the parties. The notary is the general
official having the authority to prepare the authentic deed on all acts, agreements and
stipulation that are required by the general regulation or by the interested party
intented to be declared in an authentic deed. The deed of sale and purchase is
prepared by Notary in his capacity as the Conveyancer. This thesis is prepared to
discuss a case of cancellation of deed of sale and purchase on the joint assets based
on the judgement of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 334
PK/Pdt/2003. In this case, a sale and purchase have been conducted on the joint
assets without the approval from the wife/spouse. It caused the sale and purchase
stated in deed No. 320/09.03/JG.11/1996 invalid and become null and void because it
did not fulfill one of the requirements of the valid agreement in article 1320 of Civil
Code namely a valid reason containing the unlawful act. The s_ubject matter in this
thesis legal consequence for the Notary/Conveyancer preparing the deed not in
accordande with the law and legal consideration of judgment of Supreme Court of
the Republic of Indonesia No. 334 PK/Pdt/2003. The research methodology used is
the juridical normative. The Notary/Conveyancer that to the collicion in the
preparing authentic deed can owing a fine doubt and can to lay before the court. Sale
and purchase on the joint assets without the approval from the spouse is invalid and

become null.

Password:
Deed, sale and purchase, joint assets
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan
secara tegas bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum. Dalam
menjamin adanya kepastian hukum maka harus diikuti dengan proses penegakan
hukum. Kebutuhan akan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dewasa ini
makin meningkat sejalan dengan tuntutan perkembangan hubungan ekonomi dan
sosial, baik dalam tingkat nasional, regional maupun global. Kepastian, ketertiban,
dan perlindungan hukum menuntut bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan
masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan
kewajiban seseorang sebagai subyek hukum. Dalam masyarakat hukum yang
berkembang dari waktu ke waktu, maka disadari perlu adanya suatu kepastian
tentang perjanjian yang dibuat oleh para pihak, sehingga pada suatu waktu

mendatang tidak akan disangkal oleh para pihak yang membuatnya.
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Adagium “PACTA SUN SERVANDA” merupakan salah satu asas hukum
yang terpenting. Asas tersebut berhubungan dengan asas kebebasan berkontrak
seperti diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang
menyebabkan sekarang ini setiap perbuatan hukum dalam masyarakat dituangkan
dalam bentuk perjanjian yang dibuat dengan akta notariil yang berbentuk suatu akta
otentik. Akta otentik seperti yang tertuang dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata merupakan suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh
Undang-Undang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umurﬁ yang berwenang untuk
itu ditempat dimana akta itu dibuat. Pejabat umum yang dimaksud adalah notaris.
Akta adalah tulisan yang sengaja dibuat untuk dijadikan alat bukti. Menurut
ketentuan hukum, barang siapa mengatakan sesuatu harus membuktikan
kebenarannya.'

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang uﬁtuk membuat akta otentik
dan kewenangan lainnya sebagaitnana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan
Notaris.” Tugas notaris selain membuat akta-akta otentik, juga ditugaskan untuk
melakukan pendaftaran dan mensahkan (waarmerken dan legaliseren) surat-surat
atau akta-akta yang dibuat di bawah tangan. Selain itu, notaris juga memberikan
nasehat hukum dan penjelasan mengenai undang-undang kepada pihak-pihak yang
bersangkutan.

Akta otentik menentukan secara jelas hak dan kewajiban para pihak,
menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat menghindari

terjadinya sengketa. Walaupun sengketa tidak dapat dihindari maka dalam proses

! A Kohar.Notaris Dalam Praktek Hukum (Bandung: Alumni, 1983), him.6.
? Indonesia, Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris, UU No.30 Tahun 2004, LN No.117
Tahun 2004, ps 1.
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penyelesaian sengketa dengan adanya akta otentik merupakan alat bukti terkuat dan
terpenuh dalam memberikan sumbangan nyata dalam penyelesaian perkara di
pengadilan.

Banyak kasus yang timbul dalam masyarakat yang menyangkut akta yang
dibuat oleh notaris. Hal ini dapat timbul baik karena kecerobohan seorang notaris
atau masyarakat itu sendiri bahkan dapat juga karena kecerobohan pihak lain.
Tentunya di dalam timbulnya sengketa-sengketa tersebut akan ada pihak yang
bertanggunggugat, yang dalam hal ini pihak-pihak yang terlibat langsung dalam
proses pembuatan akta yaitu notaris, para pihak atau kuasanya dan saksi-saksi.
Apabila muncul sengketa terhadap akta yang dibuat, notaris bertanggunggugat
sepanjang sengketa tersebut terbukti timbul akibat kesalahannya. Tetapi apabila
kesalahan disebabkan oleh para pihak, posisi notaris hanya sebagai saksi dan tidak
bertanggunggugat atas ketidakbenaran materiil yang dikemukakan oleh para pihak.
Tetapi apabila notaris terbukti bersalah maka ia akan dikenakan sanksi administratif.

Sesuai dengan UUJN dan ketentuan-ketentuan dalam kode etik notaris maka
notaris selaku pejabat yang berwenang - membuat akta otentik harus dapat
mempertimbangkan dan menganalisa dengan cermat dalam proses pembuatan akta
otentik tersebut sejak para pihak datang menghadapnya dan mengemukakan
keterangan-keterangan baik berupa syarat formil maupun syarat administrasi yang
menjadi dasar pembuatan akta tersebut sampai dengan tanggung jawab notaris
terhadap bentuk akta otentik tersebut.

Notaris tidak diperbolehkan untuk menolak membuat akta sesuai dengan

kemauan para pihak karena sudah menjadi kewajiban dan wewenang notaris kecuali
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ada alasan yang menurut undang-undang untuk menolaknya. Suatu perbuatan yang
dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum apabila mengandung unsur-unsur
adanya perbuatan, perbuatan yang melawan hukum, adanya kesalahan, adanya
kerugian. Bila unsur-unsur tersebut terpenuhi maka notaris dapat menolak untuk
membuat akta. Dalam prakteknya ada akta-akta notaris yang isinya bertentangan
dengan hukum dan keadilan dan dirasakan merugikan kliennya sehingga akta
tersebut dibatalkan oleh Pengadilan.

Notaris dapat merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT). Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah pejabat yang diberi
kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu
mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satua Rumah Susun. Akan tetapi
notaris tersebut harus mengikuti dan lulus ujian PPAT yang diselenggarakan oleh
Badan Pertanahan Nasional. Ujian tersebut diselenggarakan untuk memenuhi formasi
PPAT di Kabupaten atau Kotamadya tertentu yang belum terpenuhi. PPAT dalam
menjalankan jabatannya berwenang membuat akta otentik, salah satunya adalah akta
Jual beli. Seseorang dapat menjadi pihak dalam suatu akta Notaris/PPAT dengan dua
cara, yaitu dengan kehadiran sendiri maupun melalui kuasa. Apabila seseorang yang
terikat dalam ikatan perkawinan yang sah ingin melakukan jual beli atas suatu objek,
maka harus diperhatikan apakah objek tersebut merupakan harta bawaan atau harta
bersama dari suami isteri tersebut. Harta bersama merupakan harta yang diperoleh

suami isteri selama ikatan perkawinan berlangsung dan tanpa mempersoalkan
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terdaftar atas nama siapa.’ Oleh sebab itu jual beli yang objeknya merupakan harta
bersama harus mendapat persetujuan dari pasangan hidupnya. Persetujuan tersebut
dapat dibuktikan dengan cara pasangan hidup dari pihak penjual tersebut harus turut
hadir di hadapan Notaris dan ikut menandatangani akta jual beli tersebut. Tetapi, jika
tidak dapat hadir maka dapat memberikan persetujuan. Hal tersebut merupakan salah
satu syarat sahnya perjanjian.* Apabila jual beli atas harta bersama dilakukan tanpa
adanya persetujuan dari pasangan hidup, maka jual beli tersebut batal demi hukum.
Penulis melakukan penelitian dan pembahasan terhadap Putusan MARI
No.334 PK/Pdt/2003 yaitu perkara antara Tergugat I melawan Penggugat dan
Tergugat II. Dalam kasus ini Penggugat dan Tergugat II adalah suami isteri. Akan
tetapi Tergugat I melakukan jual beli atas sebidang tanah berikut bangunan rumah
permanen yang terletak di Kelurahan Jagabaya Way Halim, Kecamatan Kedaton,
Kotamadya Bandar Lampung dengan sertifikat Hak Guna Bangunan
No.349/Jagabaya jo surat ukur tanggal 4 maret 1986 No0.697/1986 seluas 246 m2,
yang perolehannya melalui kredit dengan Bank Tabungan Negara (BTN) yang
merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat II. Tergugat II menjual
objek  tersebut kepada Tergugat I berdasarkan ~ Akta  Jual  Beli
N0.320/09.03/JG1/1996 yang dibuat dihadapan (x), NotarisPPAT di Bandar
Lampung. Akan tetapi Tergugat II tidak memberitahu terlebih dahulu kepada
Penggugat bahwa telah dilakukan jual beli. Hal tersebut telah merugikan Penggugat

selaku isteri sah dari Tergugat II karena Tergugat II telah melakukan jual beli secara

3 Drs. H. Abdul Manan, S.H.,S.IP.,M Hum, Beberapa Masalah tentang Harta Bersama, (

Mimbar Hukum, no.33, tahun VIII, 1997), him.59. .
4 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), diterjemahkan oleh R.Subekti dan

R.Tjitrosudibio, cet.38, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2007), ps 1320.
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sepihak. Sebenarnya Tergugat II tidak pernah menghadap Notaris/PPAT untuk
menandatangani akta jual beli tersebut. Jual beli dilakukan dengan maksud sebidang
tanah dan bangunan itu akan dijadikan jaminan kredit untuk modal usaha Tergugat I.
Hal tersebut menunjukkan bahwa perbuatan Tergugat II dan Tergugat I merupakan
perbuatan melawan hukum, maka jual beli tersebut batal demi hukum. Untuk
menjaga agar tidak terjadi sesuatu yang merugikan, Penggugat mengajukan sita
jaminan atas objek yang disengketakan tersebut kepada Pengadilan Negeri Tanjung
Karang.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, penulis mencoba mengkaji dan
menganalisis dalam bentuk tulisan dengan judul PEMBATALAN AKTA JUAL

BELI ATAS HARTA BERSAMA (Putusan MARI No.334 PK/Pdt/2003).

B.Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan dalam

tesis ini adalah :
1.  Bagaimana akibat hukum bagi Notaris/PPAT yang melakukan pembuatan akta
yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-perundangan?

2. Bagaimana pertimbangan hukum dalam pembatalan akta jual beli oleh pengadilan

berdasarkan Putusan MARI No.334 PK/Pdt/2003?
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C. Metode Penelitian

Dalam menjawab pokok masalah yang menjadi kajian penulisan tesis
ini,dilakukan melalui penelitian yuridis normatif dan pendekatan yang bersifat
evaluatif.

Penelitian yuridis normatif meliputi asas-asas hukum.

Pendekatan evaluatif dalam pengelolaan data yakni data-data yang diperoleh akan
dianalisis secara kualitatif dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran tetitang dasar
yuridis Pembatalan akta jual beli atas harta bersama oleh Makhamah Agung (Putusan
MARI No.334 PK/Pdt/2003).

Sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, maka
data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari
kepustakaan yang terdiri dari :

1.  Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer
digunakan dalam penelitian ini antara lain:
a. Peraturan Jabatan Notaris Staasdblad 1860 Nomor 3.
b. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
d. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 tentang

Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Pembatalan akta..., Danuta Putri, FH Ul, 2008

S~ TR e

-

e O S

-



2.  Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberi penjelasan
terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari literatur-literatur, buku-buku
ilmu pengetahuan hukum yang berkaitan dengan Notaris dan PPAT, hukum
perdata, khususnya hukum perkawinan dan hukum harta kekayaan.

3. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang sifatnya memberi penjelasan
terhadap bahén hukum primer dan sekunder berupa kamus hukum.

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan menggunakan studi
kepustakaan (studi dokumen) yang akan dianalisis secara kualitatif, yang kemudian
hasilnya akan dipergunakan untuk mendeskripsikan akibat hukum bagi
Notaris/PPAT yang melakukan pembuatan akta yang tidak sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan dan menjelaskan pertimbangan hukum yang dapat
membatalkan akta jual beli yang dimaksud dalam Putusan MARI No.334
PK/Pdt/2003 sehingga dapat diperoleh suatu kesimpulan bagaimana akibat hukum
pembatalan akta jual beli atas Putusan MARI No.334 PK/Pdt/2003. Dengan

demikian hasil penelitian akan berbentuk deskriptif analisis.
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D. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan tesis ini terdiri atas :
BAB1 Pendahuluan
Bab ini berisikan latar belakang masalah, pokok permasalahan, metode

penelitian, dan sistematika penulisan mengenai Putusan MARI No.334

PK/Pdt/2003.

BAB Il Tinjauan hukum mengenai pembatalan akta atas harta bersama (Putusan
MARI No.334 PK/Pdt/2003) yang terdiri dari tiga sub bab.
Sub bab Pertama merupakan landasan teori, yang terdiri dari sub-sub bab.
Sub-sub bab pertama menjelaskan mengenai pengertian notaris dan
PPAT, wewenang notaris dan PPAT, fungsi notaris dan PPAT, notaris
tidak pasti sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Sub-sub bab
kedua menjelaskan mengenai pengertian akta otentik, akta relaas dan akta
partij, cara menjadi pihak dalam pembuatan akta, kekuatan pembuktian
akta otentik. Sub-sub bab ketiga menjelaskan mengenai pengertian
perkawinan, harta bersama dalam perkawinan, proses terjadinya harta
bersama menurut UUP. Sub-sub bab keempat menjelaskan mengenai
hubungan kausal perbuatan melawan hukum dengan kerugian dalam akta
otentik. Sub-sub bab kelima menjelaskan mengenai syarat sahnya
perjanjian terhadap akta Notaris/PPAT.
Sub bab kedua mengenai kasus posisi dari Putusan MARI No.334

PK/Pdt/2003.
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Sub bab ketiga mengenai analisis kasus mengenai akibat hukum bagi
Notaris/PPAT yang melakukan pembuatan akta yang tidak sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan dan pertimbangan hukum yang
mengakibatkan pembatalan akta dalam Putusan MARI No.334

PK/Pdt/2003.

BAB III Penutup
Merupakan bab ydng berisi tentang kesimpulan dari hasil pembahasan
yang berupa jawabdn dari permasalahan berddsarkan hasil penelitian

serta saran-saran penulis demi perbaikan di masa mendatang.

DAFTAR ISI

LAMPIRAN
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BABII
TINJAUAN HUKUM MENGENAI PEMBATALAN AKTA JUAL BELI ATAS
HARTA BERSAMA
(Putusan MARI No.334 PK/Pdt/2003)

A. LANDASAN TEORI
1.a. Pengertian Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Dalam masyarakat hukum yang berkembang dari waktu ke waktu, perlu
adanya suatu kepastian tentang perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Berdasarkan
hal tersebut dapat dipahami bahwa keberadaan profesi Notaris merupakan profesi
yang sangat penting dan dibutuhkan dalam masyarakat.

Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum
yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua
perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum
atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta
otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan
grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu

peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang

lain.
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Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 UUJN:

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat untuk membuat akta otentik
dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2004.

Notaris adalah pejabat umum yang diberikan kepercayaan baik oleh Negara
melalui peraturan perundang-undangan maupun oleh masyarakat yang membutuhkan
jasanya. Karena itu Notaris dalam melakukan tugas jabatannya harus menyadari
kewajibannya, bekerja sendiri, jujur, tidak berpihak dan penuh rasa tanggung jawab.
Notaris harus profesional dalam melayani masyarakat yang membutuhkan jasanya
dan harus berpegang teguh pada Kode Etik Profesinya dan Undang-Undang Jabatan
Notaris.

Notaris dapat merangkap jabatan menjadi Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT). Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat
Pembuat Akta Tanah, PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk
membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas
tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.

Untuk merangkap jabatan sebagai PPAT, Notaris tersebut harus memenuhi syarat-
syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Apabila syarat-syarat tersebut
telah terpenuhi maka Notaris tersecbut harus mengikuti ujian PPAT yang

diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional.
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1.b. Wewenang Notaris dan PPAT
Wewenang utama notaris adalah membuat akta otentik, sebagaimana
dijelaskan dalam Pasal 1 UUJN.
Apabila suatu akta hendak memperoleh otentisitas, hal mana terdapat pada akta
notaris, maka menurut ketentuan dalam pasal 1868 KUHPerdata, akta yang
bersangkutan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
1. Akta itu harus dibuat “oleh” atau “di hadapan” seorang pejabat umum.
2. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang
Berkaitan dengan wewenang yang harus dimiliki oleh Notaris dalam
menjalankan tugas jabatannya, Notaris hanya diperkenankan untuk menjalankan
jabatan di dalam wilayah jabatan Notaris yang bersangkutan, yaitu meliputi seluruh
wilayah provinsi dari tempat kedudukannya. Adapun wewenang notaris meliputi 4
(empat) hal, yaitu:'
1. Notaris berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu.
Tidak semua pejabat umum dapat membuat semua akta, akan tetapi seorang
pejabat umum hanya dapat membuat akta-akta tertentu, yaitu yang
ditugaskan atau dikecualikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-
undangan.
2. Notaris berwenang sepanjang mengenai orang untuk kepentingan siapa akta

itu dibuat.

! G.H.S. Lumban Tobing, S.H. Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta. 1983. him. 49.
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Notaris tidak berwenang membuat akta untuk kepentingan setiap orang.
Notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami,
atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris
baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan
lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat ketiga, serta
menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun
dengan perantaraan kuasa.

3. Notaris berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat.
Bagi setiap Notaris ditentukan daerah hukumnya atau daerah jabatannya.
Hanya di dalam daerah jabatannya tersebut Notaris berwenang untuk
membuat akta otentik. Akta yang dibuat oleh Notaris di luar wilayah
jabatannya adalah tidak sah.

4. Notaris berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.
Notaris tidak boleh membuat akta selama Notaris tersebut masih
menjalankan cuti atau dipecat dari jabatannya. Notaris juga tidak boleh

membuat akta sebelum diambil sumpahnya.

PPAT mempunyai tugas pokok dan kewenangan seperti yang tercantum
dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 yaitu PPAT bertugas
pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta

sebagai alat bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas

? Indonesia. Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris. UU No.30 Tahun 2004. LN No. 117. ps. 52.
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tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, yang akan dijadikan dasar bagi
pendaftaran perubahan data yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu.
Perbuatan hukum yang dimaksud adalah jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan
dalam perusahaan (inbreng), pembagian hak bersama, pemberian Hak Guna
Bangunan/Hak Pakai atas tanah Hak Milik, pemberian Hak Tanggungan, pemberian
kuasa membebankan Hak Tanggungan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut PPAT mempunyai kewenangan
membuat akta otentik mengenai semua perbuatan hukum mengenai hak atas tanah

dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang terletak di dalam daerah kerjanya.

1.c. Fungsi Notaris dan PPAT
Notaris dibutuhkan oleh masyarakat sebagai seseorang yang keterangan-

keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercayai, yang tanda tangannya serta
segelnya (capnya) memberi jaminan dan bukti kuat, seorang ahli yang tidak
memihak dan penasihat yang tidak ada cacatnya, yang tutup mulut, dan membuat
suatu perjanjian yang dapat melindunginya di hari-hari yang akan datang.’
Pengaruh seorang Notaris dalam beberapa lingkungan dan situasi dalam kehidupan
masyarakat:
a. Dalam Hubungan Keluarga

Sering kali terjadi bahwa rahasia keluarga antara para anggotanya terpaksa

diungkapkan kepada seorang Notaris. Contohnya dalam hal membuat surat

wasiat, perjanjian kawin dan sebagainya. Dalam hal itu Notaris harus dapat

? Tan Thong Kie, Buku I Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris, PT. Ichtiar Baru Van
Hoeve, Jakarta.2000.hlm.162.

15

Pembatalan akta..., Danuta Putri, FH Ul, 2008




membeda-bedakan hubungan keluarga dan hubungan tugas dan harus
menunjukkan sifat-sifatnya yang obyektif, tidak memihak, tidak mementingkan
materi (honorarium), dan mampu menyimpan rahasia.

b. Dalam Soal Warisan
Dalam hal ini peran Notaris juga sangat penting. Bagi mereka yang tunduk
pada hukum Barat, seperti untuk golongan Tionghoa Notaris diperlukan untuk

membuat surat keterangan waris.

¢. Dalam Bidang Usaha

A.W. Voors melihat dua persoalan tentang fungsi Notaris di bidang usaha,

yaitu:

1. Pembuatan kontrak antara pihak-pihak, dalam hal itu suatu tindakan dimulai
serta diakhiri dalam akta, umpamanya suatu perjanjian jual beli. Dalam
hal ini para Notaris telah terampil dengan adanya model-model di
samping mengetahui dan memahami Undang-Undang.

2. Pembuatan kontrak yang justru memulai sesuatu dan merupakan dasar suatu

hubungan yang berlaku untuk jangka waktu agak lama.
Sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang

Pendaftaran Tanah yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor

5 Tahun 1960 (UUPA), sudah dikenal fungsi PPAT yaitu sebagai yang berfungsi
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membuat akta yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan hak baru
atau membebankan hak atas tanah.

Fungsi PPAT lebih ditegaskan lagi dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun
1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan
Dengan Tanah dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran
tanah, yaitu sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta pemindahan hak
atas tanah, pembebanan hak atas tanah, dan akta-akta lain yang diatur dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membantu Kepala Kantor
Pertanahan dalam melaksanakan pendafiaran tanah dengan membuat akta-akta yang

akan dijadikan dasar pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah.

1.d. Notaris Tidak Selalu Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun
1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah menerangkan bahwa
PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta
otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik
Atas Satuan Rumah Susun.
Berdasarkan UUPA dan peraturan pelaksanaannya, ditentukan bahwa peralihan hak
atas tanah harus dilakukan dengan akta yang dibuat oleh PPAT. Peralihan yang
dimaksud adalah jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan

(inbreng) dll.
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Syarat untuk dapat diangkat menjadi PPAT adalah:

1.

2.

Berkewarganegaraan Indonesia.

Berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun.

Berkelakuan baik yang dinyatakan dengan surat keterangan yang dibuat oleh
Instansi Kepolisian setempat.

Belum pernah dihukum penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Sehat jasmani dan rohani.

Lulus program pendidikan spesialis notariat atau program pendidikan khusus
PPAT yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan tinggi.

Lulus ujian yang diselenggarakan oleh Kantor Menteri Negara

Agraria/Badan Pertanahan Nasional.

Untuk dapat diangkat menjadi PPAT, yang bersangkutan harus lulus ujian

yang diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional untuk memenuhi formasi

PPAT di Kabupaten atau Kotamadya tertentu yang formasi PPAT-nya belum

terpenuhi.

Dalam praktek memang masih banyak dijumpai orang yang belum mengerti,

bahwa yang berwenang membuat Akta Jual Beli Tanah adalah hanya Pejabat

Pembuat Akta Tanah (PPAT). Apabila akta jual beli tanah dibuat oleh Notaris, maka

dalam membuat akta itu dalam kedudukannya sebagai PPAT, yaitu Notaris yang

diangkat sebagai PPAT. Apabila seorang Notaris itu tidak diangkat sebagai PPAT,

maka sudah tentu Notaris tersebut tidak dapat membuat akta jual beli tanah.
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Akta jual beli rumah di atas tanah yang belum bersertifikat tidak dapat dibuat
oleh PPAT, tetapi yang berwenang adalah Notaris. Perlu juga diketahui, PPAT
berwenang membuat akta jual beli tanah termasuk rumah dan bangunan yang ada di
atasnya.

PPAT berwenang membuat akta jual beli tanah, akan tetapi hanya tanah dengan hak
yang disebutkan dalam UUPA. Jadi, tanah sewa kotamadya, tanah sewa pelabuhan
dll, PPAT tidak berhak membuat aktanya. Akta jual belinya hanya dapat dibuat oleh
Notaris. Tetapi hanya akta jual beli rumah dan bangunan yang ada di atasnya saja,

bukan akta jual beli tanah.

Jika ada kalimat “akta notaris jual beli tanah”, berarti kalimat tersebut mengandung

beberapa kemungkinan, yaitu:

1. Akta jual beli tanah yang dibuat oleh Notaris, dalam kedudukannya sebagai PPAT.

2. Akta jual beli rumah yang dibuat oleh Notaris.

3. Akta ikatan jual beli tanah yang dibuat oleh Notaris.

Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Notaris tidak selalu

menjadi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
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2.a. Pengertian Akta otentik
Akta otentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh

Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa

untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.*

Akta otentik dibagi menjadi 2 (dua), yaitu akta relaas dan akta partij.

1.  Akta relaas adalah akta yang menguraikan secara otentik sesuatu tindakan yang
dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pembuat akta
itu, yakni Notaris itu sendiri, di dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris.

2.  Akta Partij adalah akta yang berisikan suatu cerita dari apa yang terjadi karena
perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain di hadapan Notaris, artinya apa yang
diterangkan atau diceritakan oleh pihak lain kepada Notaris dalam menjalankan
jabatannya dan untuk keperluan mana pihak lain itu sengaja datang di hadapan
Notaris dan memberikan keterangan itu atau melakukan perbuatan itu di
hadapan Notaris, agar keterangan atau perbuatan itu dikonstatir oleh Notaris di

dalam akta otentik.

2.b. Cara Menjadi Pihak Dalam Pembuatan Akta
Seseorang dapat menjadi pihak dalam akta notaris dengan 3 (tiga) cara,
yaitu:®
1. Dengan kehadiran sendiri
Yang dimaksud “dengan kehadiran sendiri” adalah penghadap hadir dan

bertindak untuk diri sendiri. Apabila ia dalam akta yang bersangkutan

% Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), diterjemahkan oleh R.Subekti dan
R.Tjitrosudibyo, cet.38, (Jakarta: Pradnya Pramita, 2007), ps 1868.
5 G.H.S. Lumban Tobing, S.H. Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta. 1983. him. 148,
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dengan jalan menandatanganinya, memberikan suatu keterangan atau apabila
dalam akta itu dinyatakan adanya suatu perbuatan hukum yang dilakukannya
untuk dirinya sendiri dan untuk mana ia menghendaki akta itu menjadi
buktinya atau apabila dalam akta itu dinyatakan bahwa ia ada meminta untuk
dibuatkan akta itu untuk kepentingannya sendiri.

Melalui atau dengan perantaraan kuasa

Untuk menjadi pihak dalam suatu akta tidak diharuskan bahwa yang
bersangkutan harus hadir sendiri di hadapan notaris, akan tetapi untuk itu
seseorang dapat mewakilkan dirinya dengan perantaraan orang lain, dengan
kuasa tertulis. Dalam hal demikian, maka yang mewakili itu adalah pihak
dalam kedudukan selaku kuasa, sedangkan orang yang diwakilinya itu
adalah pihak melalui atau dengan perantaraan kuasa.

Dalam jabatan atau kedudukan

Yang dimaksud dengan “pihak dalam jabatan atau kedudukan” yaitu apabila
seseorang menyatakan bahwa ia bertindak di dalam akta yang bersangkutan
bukan untuk dirinya sendiri, akan tetapi untuk orang lain, bertindak bukan
untuk membela kepentingannya sendiri, akan tetapi untuk kepentingan oréng
lain. Misalnya, seorang bapak yang menjalankan kekuasaan orang tua atas
anak-anaknya yang masih di bawah umur (belum dewasa), wali untuk
mewakili anak yang berada di bawah perwaliannya, kurator, Direksi dari
suatu Perseroan Terbatas, pengurus dari perkumpulan atau yayasan, dan lain

sebagainya.
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2.c. Kekuatan Pembuktian Akta Otentik

Letak kekuatan pembuktian yang istimewa dari suatu akta otentik menurut
Pasal 1870 KUHPerdata adalah suatu akta otentik memberikan di antara para pihak
beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka suatu bukti
yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya. Akta otentik sclain merupakan
suatu alat bukti yang mengikat, dalam arti bahwa sesuatu yang ditulis dalam akta
harus dipercaya oleh Hakim, yaitu harus dianggap benar selama ketidakbenarannya
tidak dibuktikan. Akta otentik juga memberikan suatu bukti yang sempuma, dalam
arti bahwa akta otentik sudah tidak memerlukan suatu penambahan pembuktian.

Akta otentik tidak hanya membuktikan bahwa para pihak sudah menerangkan
sesuatu yang dituliskan, tetapi juga bahwa sesuatu yang diterangkan tadi adalah
benar. Penafsiran yang demikian itu diambil dari Pasal 1871 KUHPerdata yang
menyatakan bahwa suatu akta otentik namunlah tidak memberikan bukti yang
sempurna tentang sesuatu yang termuat di dalamnya sebagai suatu penuturan belaka,
kecuali sekedar sesuatu yang dituturkan itu ada hubungannya langsung dengan
pokok isi akta. Berdasarkan pasal tersebut dapat diambil kesimpulan, bahwa akta
otentik itu memberikan bukti yang sempurna mengenai segala sesuatu yang menjadi
pokok isi akta itu, yaitu segala sesuatu yang dengan tegas dinyatakan oleh para
penandatangan akta.

Dengan dibuatkannya akta otentik oleh pihak-pihak yang berkepentingan,

maka mereka akan memperoleh bukti tertulis dan kepastian hukum berupa:®

¢ Nico, S.H., MKn, T anggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum, Center for Documentation and
Studies of Business Law. Yogyakarta. 2003. him. 51.
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Pihak yang berkepentingan oleh Undang-Undang dinyatakan mempunyai alat
bukti yang lengkap atau sempurna dan akta itu telah membuktikan dirinya
sendiri. Dengan kata lain apabila di dalam suatu perkara salah satu pihak
mengajukan alat bukti berupa akta otentik, maka Hakim dalam perkara itu
tidak boleh memerintahkan kepada yang bersangkutan untuk menambah alat
bukti lain untuk menguatkan akta otentik tadi.

Akta-akta Notaris tertentu dapat dikeluarkan turunan yang istimewa yaitu
dalam bentuk grosse akta yang mempunyai kekuatan eksekutorial,
sebagaimana halnya putusan Hakim di pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap dan pasti untuk dijalankan.

Berkaitan dengan kekuatan pembuktian akta notaris sebagai alat bukti, maka

kekuatan pembuktian akta notaris dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

1.

Kekuatan pembuktian yang lahiriah (Uitwendige Bewijskracht)
Yaitu syarat-syarat formal yang diperlukan agar akta notaris dapat berlaku
sebagai akta otentik.

Dengan kekuatan pembuktian lahiriah ini, dimaksudkan agar akta itu mampu
membuktikan dirinya sebagai akta otentik dan kemampuan ini berdasarkan
Pasal 1875 KUHPerdata tidak dapat diberikan kepada akta yang dibuat di
bawah tangan.

Lain halnya dengan akta otentik, akta otentik membuktikan sendiri
keabsahannya atau biasa disebut dengan bahasa latin acta publica probant

sese ipsa, yaitu apabila suatu akta kelihatannya sebagai akta otentik, maka
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akta itu dianggap sebagai akta otentik sampai dapat dibuktikan bahwa akta
itu adalah tidak otentik.

Sepanjang mengenai kekuatan pembuktian lahiriah ini, yang merupakan
pembuktian lengkap yaitu dengan tidak mengurangi pembuktian sebaliknya,
maka akta para pihak dan akta pejabat dalam hal ini adalah sama.
Pembuktian sebaliknya dalam kekuatan pembuktian lahiriah ini, artinya
hanya membuktikan bahwa mengenai tanda tangan yang dibuat oleh pejabat
atau Notaris yang bersangkutan dengan akta itu adalah tidak sah dan hal ini
hanya dapat ditempuh melalui valheidsprocedure.

Kekuatan pembuktian formal (formale bewijskracht)

Yaitu kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-
betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang
menghadap.

Dengan kekuatan pembuktian formal ini, suatu akta otentik selain
membuktikan bahwa pejabat atau Notaris telah menyatakan dengan tulisan
dalam akta yang dibuatnya, juga menegaskan bahwa segala kebenaran yang
diuraikan dalam akta itu seperti yang dilakukan dan disaksikan oleh Notaris.
Berkaitan dengan hal ini, arti formal dalam akta pejabat dapat dijelaskan
bahwa selain akta itu membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan yaitu
dilihat, didengar dan dilakukan oleh Notaris juga menjamin kebenaran
tentang tanggal, tanda tangan dan identitas dari para pihak yang hadir serta
tempat dibuatkannya akta itu. Adapun arti formal dalam akta para pihak,

dapat dijelaskan bahwa adanya keterangan dalam akta itu merupakan uraian
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yang telah diterangkan oleh para pihak yang hadir, sedangkan kebenaran dari
keterangan-keterangan itu sendiri hanya dapat dipastikan antara para pihak
tersebut. Baik terhadap akta pejabat maupun akta para pihak sama-sama
mempunyai kekuatan pembuktian formal dan berlaku terhadap setiap orang.
3. Kekuatan pembuktian material (materiele bewijskracht)
Yaitu kepastian bahwa apa yang tersebut dalam akta itu merupakan
pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka
yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian
sebaliknya (tegenbewijs).
Kejelasan aspek-aspek perbuatan hukum dalam Akta PPAT diatur dalam
Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998, tata cara pembuatan akta
PPAT diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pendaftaran tanah. Hal
ini disebabkan karena akta PPAT dipergunakan sebagai bukti otentik mengenai
perbuatan hukum yang mengakibatkan perubahan yuridis pendaftaran tanah.
Aspek-aspek perbuatan hukum yang menjadi tanggung jawab PPAT, yaitu:
a. Mengenai kebenaran dan kejadian yang termuat dalam akta. Misalnya
mengenai jenis perbuatan hukum yang dimaksud oleh para pihak mengenai
sudah dilakukannya pembayaran dalam jual beli dIl.
b. Mengenai objek perbuatan hukum, baik data fisik maupun data yuridis.
c. Mengenai identitas para penghadap yang merupakan pihak-pihak yang
melakukan perbuatan hukum.
Dalam hal PPAT tidak mengetahui secara pribadi mengenai hal-hal tersebut maka

dapat mencari kesaksian dari saksi-saksi yang disyaratkan dalam pembuatan akta.
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3.a. Pengertian Perkawinan

Keluarga merupakan unit terkecil dalam bangunan masyarakat. Keluarga
merupakan subsistem dari sistem sosial yang di dalamnya berlaku norma-norma
etika, moral, agama dan hukum, di samping juga berinteraksi dengan subsistem-
subsistem dari sistem sosial lain dan dengan ekosistemnya. Struktur dan fungsi
keluarga akan mengalami perubahan akibat terjadinya perubahan sosial, sebagai
akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun demikian, ada fungsi
keluarga yang tidak pernah berubah sepanjang masa, yaitu fungsi peredam serta
penstabil kegoncangan dan instabilitas yang terjadi di masyarakat.” Antara keluarga
dan perkawiﬁm sangat erat kaitannya, karena keluarga hanya akan lahir dari suatu
perkawinan. Tidak akan ada keluarga tanpa adanya perkawinan, dan juga tidak ada
perkawinan yang 4tida§‘»memb‘entuk keluarga. Hal ini secara jelas dapat digambarkan
dalam pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi:
“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita
sebagai suami isteri dengan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*

7 Taufiq, Hukum Keluarga dan Peradilan Keluarga di Indonesia, Makhamah Agung RI. Jakarta.
2000. him. 73.
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3.b. Harta Bersama Dalam Perkawinan

Masalah harta benda dalam perkawinan menurut UUP diatur dalam Bab VII,
yaitu dari Pasal 35 sampai Pasal 37.
UUP mengenal adanya harta pribadi dan harta bersama, seperti yang disebutkan
dalam Pasal 35 :

1. Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang
diperoleh, masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah
penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan (2) UUP dapat diketahui pengertian harta
kekayaan dalam perkawinan adalah harta benda yang diperoleh sebelum atau selama

perkawinan berlangsung, baik yang didapat oleh suami dan atau isteri.

Menurut UUP harta kekayaan suami isteri terdiri dari :

1. Harta bersama

2. Harta pribadi
Menurut Ahmad Rofig, harta bersama adalah kekayaan yang diperoleh selama
perkawinan, di luar hadiah atau warisan, maksudnya adalah harta yang didapat atas
usaha mereka sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan.’
Harta bersama dalam perkawinan adalah harta yang diperoleh suami isteri selama

ikatan perkawinan berlangsung dan tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa.’

8 Ahmad Rofig, Hukum Islam di Indonesia, PT Raja Grafindo Jakarta, Jakarta, 1995. hlm. 200.
® Drs. H. Abdul Manan, S.H.,S.IP.,M.Hum, Beberapa Masalah tentang Harta Bersama, ( Mimbar
Hukum, no.33, tahun VIII, 1997), klm.59.
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Pasal 36 UUP menjelaskan mengenai harta bersama, suami isteri dapat bertindak atas

persetujuan kedua belah pihak.

3.c. Proses Terjadinya Harta Bersama Menurut UUP

Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) UUP bahwa harta yang diperoleh selama
perkawinan menjadi harta bersama. Harta bersama merupakan harta yang diperoleh
selama tenggang waktu antara saat peresmian perkawinan sampai saat perkawinan
tersebut putus, baik putus karena kematian salah satu pihak (cerai mati) maupun
putus karena perceraian (cerai hidup). Dengan demikian harta yang telah ada pada
saat perkawinan maka terletak di luar harta bersama.

Proses terjadinya harta bersama ini bersifat memaksa yang tidak dapat
disimpangi oleh kedua belah pihak, baik suami maupun isteri karena didalamnya
mengandung pengertian bahwa harta bersama terdiri dari:

1. Hasil pendapatan isteri

2. Hasil pendapatan suami

3. Hasil dan pendapatan dari harta pribadi suami maupun isteri, sekalipun
harta pokoknya tidak termasuk dalam harta bersama, asalkan kesemuanya
diperoleh sepanjang perkawinan.

Dengan demikian harta bersama merupakan hasil dan pendapatan suami atau
isteri atau kedua-duanya secara bersama-sama yang secara otomatis menjadi harta
kekayaan bersama.

Mengenai hak atas harta bersama yang menjadi bagian suami atau isteri

tergantung kepada banyak atau sedikitnya usaha yang mereka lakukan dalam
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memenuhi kebutuhan kebutuhan rumah tangga. Dalam arti kata, jika usahanya sama
kuat maka hak atas harta yang dimiliki oleh masing-masing pihak adalah seimbang.

Di dalam ketentuan Pasal 36 ayat (1) UUP, menyatakan bahwa terhadap harta
bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Pasal
tersebut mengandung pengertian bahwa harta bersama dapat digunakan baik oleh
suami atau isteri untuk apa saja dan berapapun banyaknya asalkan di dalamnya ada
persetujuan kedua belah pihak, yaitu suami dan isteri.

Hak suami dan isteri untuk menggunakan dan memakai harta bersama ini
dengan persetujuan kedua belah pihak secara timbal-balik adalah sudah sewajarnya,
mengingat bahwa hak dan kedudukan suami isteri adalah seimbang dalam
lingkungan kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat
sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 31 UUP, yaitu :

1. Hak dan kedudukan suami isteri adalah seimbang dalam kehidupan rumah tangga
dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

2. Masing—rhasing pihak berhak unltuk melakukan perbuatan hukum.

3. Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Pasal tersebut jika dihubungkan dengan Pasal 36 ayat (1) UUP, maka dapat
disimpulkan bahwa suami dan isteri berwenang untuk melakukan tindakan hukum
atas harta bersama. Secara gramatikal maka suami atau isteri:

1. Harus bertindak bersama-sama
2. Suami memberikan kuasa atau persetujuannya kepada isteri begitu pula

sebaliknya.
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Dengan demikian maka suami atau isteri dapat bertindak dalam hukum
dengan tidak perlu harus mendapat bantuan asalkan ada izin dan persetujuan dari
pihak lain. Tentang adanya syarat dan persetujuan kedua belah pihak dalam hal

pemakaian atau penggunaan harta bersama tidak selalu dituangkan secara formil.

4. Hubungan Kaiisal Perbuatan Melawan Hukum Dengan Kerugian Dalarh
Akta Otentik

Undang-Undang tidak menjelaskan apakah yang dimaksud dengan perbuatan
melawan hukum (onrechtmatigedaad) tersebut.
Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanyalah mengatur
bilakah/kapankah (syarat-syarat yang harus dipenuhi) seseorang yang mengalami
kerugian karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain, akan
mengajukan tuntutan ganti rugi dengan sukses pada Pengadilan Negeri.
Dalam doktrin ilmu hukum, terdapat 2 (dua) aliran pendapat:
1. Pendapat yang sempit
Perbuatan melawan hukum adalah tiap perbuatan yang bertentarigan dengan hak
orang lain yang timbul karena Undang-Undang (bertentangan dengan
“wettelijkheid”) atau tiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban
hukumnya sendiri yang timbul karena Undang-Undang (bertentangan dengan
“wettelijkeplicht”)
2. Pendapat yang luas, setelah dijatuhkannya putusan perkara lindenbaum cohen,

maka terdapat 4 (empat) kriteria perbuatan melawan hukum (berlaku secara

alternatif), yaitu:
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a. Bertentangan dengan kewajiban hukum di pelaku.

b. Melanggar hak subyektif orang lain.

c. Melanggar kaidah tata susila.

d. Bertentangan dengan asas kepatuhan, ketelitian serta sikap hati-hati yang
seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga
masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.

Signifikasi pemberian ganti rugi bagi pihak yang haknya dilanggar (secara

perdata) adalah terkait erat dengan tujuan dari prinsip perbuatan melawan hukum
yaitu untuk mengontrol atau mengatur perilaku berbahaya untuk memberikan rasa
tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial dan untuk
menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.
Bahwa selanjutnya dalam kepustakaan kontemporer pengertian ganti rugi adalah
sesuatu yang bisa dituntut oleh pihak yang dirugikan pada pihak yang dianggap
melakukan perbuatan tertentu. Bentuk-bentuk ganti rugi dari kepustakaan hukum
Indonesia antara lain:

1. Ganti rugi atas kerugian materiil.

2. Ganti rugi berupa sejumlah uang atas kerugian imateriil.

3. Pengumuman keputusan Pengadilan.

Tuntutan pemberian ganti rugi harus tetap proporsional dan tidak mengarah
pada balas dendam yang dititipkan pada prosedur hukum. Selain itu sangat penting
untuk memformulasikan ganti rugi agar sesuai dengan kadar perbuatan melawan
hukum yang dilakukan supaya bentuk nilai ganti rugi yang diminta adalah rasional.

Tetapi bagi penggugat sebenarnya tidak perlu terlalu pusing untuk menentukan nilai
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nominal ganti rugi karena pada akhirnya hakim mempunyai hak untuk menentukan
nilai ganti rugi yang pantas berdasarkan kepatutan dan kepantasan.

Syarat-syarat materiil yang harus dipenuhi untuk menuntut ganti kerugian,
yaitu:

1. Perbuatan melawan hukum

2. Ada kesalahan (schuld)

3. Ada kerugian (schade)

4. Terdapat hubungan kausal (oorzakelijk)

Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh Notaris berdasarkan keinginan para
pihak. Isi dari akta tersebut harus memberi keuntungan kepada kedua belah pihak
dalam akta tersebut. Akta Notaris tidak boleh mengandung unsur perbuatan melawan
hukum yang dapat menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil kepada

salah satu pihak.

3. Syarat Sahnya P;erjanjian Terhadap Akta Otentik

Hukum perikatan menganut “sistem terbuka”, yang mengandung asas
kebebasan berkontrak disimpulkan dari Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata yang berbunyi:
“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi
mereka yang membuatnya” (Pacta Sunt Servanda).

Dalam hukum perjanjian juga berlaku asas konsensualisme, yaitu pada

dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul itu sudah dilahirkan sejak detik
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tercapainya kesepakatan. Dengan kata lain, perjanjian itu sudah sah dan mengikat
apabila telah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian itu.
Asas konsensualisme tersebut lazimnya disimpulkan dari ketentuan Pasal
1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana terdapat 4 syarat untuk sahnya
perjanjian, yaitu:
1. Ada kata sepakat (The consent of those who bind themselves)
2. Cakap (The capability to make an agreement)
3. Suatu hal tertentu (a particular object)
4. Suatu sebab yang halal (a lawful cause/causa/oorzaak)
Syarat pertama dan kedua (kata sepakat dan cakap) disebut “syarat subjektif”, yang
jika  tidak  dipenuhi  mengakibatkan  perjanjian  dapat  dibatalkan
(vernietighaar/voidable). Sedangkan syarat yang ketiga dan keempat (suatu hal
tertentu dan sebab yang halal) disebut “syarat objektif” yang apabila tidak dipenuhi
mengakibatkan perjanjian menjadi batal demi hukum (nietig/nulf and void).
Oleh sebab itu dalam pembuatan akta notaris harus memenuhi 4 (empat)
Syarat sahnya berjanjian agar akta yang dibuat tersebut tidak menimbulkan sengketa
yang dapat mengakibatkan akta notaris tersebut tidak mempunyai kekuatan

pembuktian yang sempurna dan dapat dibatalkan oleh pengadilan.
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B. POSISI KASUS

Pada sub bab ini akan diuraikan mengenai pembatalan akta jual beli atas harta

bersama.
Dalam kasus ini Penggugat dan Tergugat II adalah suami istri. Selama perkawinan
antara Penggugat dan Tergugat II telah diperoleh harta kekayaan bersama (gono
gini) yang salah satu diantaranya adalah sebidang tanah berikut bangunan rumah
permanen yang terletak di Keluréhan Jagabaya Way Halim, Kecamatan Kedaton
Kotamadya Bandar Lampung dengan sertifikat Hak Guna Bangunan
No.349/Jagabaya jo surat ukur tanggal 4 Maret 1986 No0.697/1986 seluas 246 m2,
yang perolehannya yaitu Tergugat I melakukan perjanjian kredit (KPR) melalui
Bank Tabungan Negara Bandar Lampung.

Secara hukum, dalam hal akan dilakukannya perbuatan hukum peralihan hak
harta gono gini khususnya dalam transaksi jual beli harus mendapat persetujuan dari
pasangan hidupnya. Tetapi objek harta gono gini antara Penggugat dan Tergugat II
tersebut telah dii)exjual belikan oleh Tergugat pada tanggal 16 Juli 1996 kepada
Tergugat 1 berdasarkan Akta No.320/09.03/JG.II/1996, yang dibuat oleh X),
Notaris/PPAT di Bandar Lampung tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu
(izin) kepada Penggugat selaku isteri sah dari Tergugat II. Jual beli tersebut menjadi
tidak sah dan batal demi hukum karena tidak memenuhi salah satu syarat sahnya
perjanjian yaitu suatu sebab yang halal.

Penggugat menderita kerugian materiil dan immateriil. Penggugat merasa

tidak dihargai sebagai isteri, perasaan malu dan mengalami depresi yang cukup
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serius. Hal tersebut menunjukkan adanya unsur perbuatan melawan hukum dalam
jual beli tersebut.

Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Tanjung Karang untuk
melakukan sita jaminan terhadap objek harta bersama antara Penggugat dan Tergugat
II yang disengketakan dalam perkara ini.

Dalam putusan Pengadilan Negeri memutuskan bahwa Tergugat I dan
Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat
hukumnya terhadap Penggugat. Objek sengketa dalam perkara ini terbukti bahwa
merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat II. Oleh karena itu jual beli
antara Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 16 Juli 1996 tidak sah dan dinyatakan
batal demi hukum. Dalam putusan itu juga dinyatakan sah dan berharganya sita
jaminan terhadap objek harta bersama tersebut. Tergugat II dihukum untuk
menyerahkan sertifikat Hak Guna Bangunan harta bersama tersebut kepada
Penggugat.

Tergugat I mengajukan merhori banding dengan alasan bahwa objek sengketa
tersebut bukan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat 1l melainkan harta
bawaan dari Tergugat II. Berdasarkan pemeriksaan pokok perkara, Pengadilan
Tinggi menyatakan menolak eksepsi Tergugat I dan perkara tersebut dimenangkan
oleh Penggugat.

Tergugat I tidak merasa puas terhadap putusan Pengadilan Tinggi, karena itu
Tergugat 1 mengajukan memori kasasi kepada Mahkamah Agung yang memuat
alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri. Mahkamah Agung

menyatakan bahwa permohonan kasasi tersebut tidak dapat diterima telah melampaui
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tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 14 Tahun
1985.

Tergugat 1 merasa sangat keberatan bahkan menolak dengan tegas Keputusan
Majelis Hakim Mahkamah Agung karena Tergugat I merasa bahwa putusan tersebut
tidak dilandasi pertimbangan hukum yang konkrit dan nyata, juga terlihat jelas
mencari-cari alasan yang mengada-ada. Oleh sebab itu, maka Tergugat 1 mengajukan
permohonan Peninjauan Kembali dengan alasan-alasannya. Akan tetapi, Mahkamah
Agung menyatakan bahwa alasan-alasan yang diungkapkan tidak termasuk dalam
salah satu alasan permohonan dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun
1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004,

karena itu permohonan Peninjauan Kembali ditolak oleh Mahkamah Agung.

C. ANALISA KASUS

Pada sub bab ini penulis menganalisa pokok permasalahan mengenai akibat
hukum bagi Notaris/PPAT yang melakukan pembuatan akta yang tidak sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pertimbangan-
pertimbangan hukum yang menjadi dasar dalam memutuskan perkara-perkara di

atas.

Sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 1 UUJN bahwa Notaris adalah
pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik. Akta otentik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdata, yaitu suatu akta yang di
dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan

pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.
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Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan
penting dalam kehidupan masyarakat, misalnya dalam kegiatan di bidang perbankan,
pertanahan, kegiatan sosial dan lain-lain. Akta otentik menentukan secara jelas hak
dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan dapat menghindari sengketa yang
dapat timbul sewaktu-waktu.

Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa
yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Notaris tidak mungkin membuat akta
tanpa keterlibatan para pihak yang berkepentingan untuk dibuatkan akta. Apabila
suatu saat terjadi sengketa atas perjanjian yang dibuat oleh para penghadap, maka
Notaris tidak dapat diminta untuk turut bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya.
Notaris tidak terikat untuk memenuhi janji atau kewajiban apapun seperti yang
tertuang dalam akta yang dibuatnya.

Namun, tidak menutup kemungkinan Notaris dalam menjalankan tugas
jabatannya melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Misalnya, dalam pembuatan akta, Notaris melakukan tindakan yang
menguntungkan salah satu pihak atau diri Notaris itu sendiri. Padahal hal tersebut
jelas bertentangan dengan Undang-Undang. Kemungkinan Notaris melakukan
kesalahan atau dengan sengaja melakukan kesalahan dalam menjalankan tugas
Jjabatannya untuk suatu kepentingan tertentu adalah sangat besar. Biasanya manusia
dapat melakukan suatu hal yang jelas bertentangan hanya untuk mencapai sesuatu
yang lebih baik dalam hidupnya. Hal ini tidak hanya dialami oleh profesi Notaris saja

melainkan oleh profesi-profesi hukum lainnya.
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Notaris dapat merangkap jabatan menjadi Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT). Notaris yang merangkap jabatan menjadi PPAT harus mengikuti dan lulus
yjian yang diselenggarakan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional. Ujian tersebut
guna memenuhi formasi PPAT di Kabupaten atau Kotamadya yang formasinya
belum terpenuhi. Perbedaan antara Notaris dan PPAT salah satunya mengenai
wilayah jabatan. Kalau Notaris, wilayah jabatannya mencakup semua wilayah dalam
satu provinsi, sedangkan PPAT hanya mencakup salah satu wilayah Kabupaten atau
Kotamadya dalam satu provinsi saja. Wewenang utama Notaris adalah membuat akta
otentik. Bentuk akta notaris dan ketentuan-ketentuan yang harus dimuat dalam akta
notaris dijelaskan dalam Pasal 38 UUJN. Seperti yang diketahui, PPAT berwenang
membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai Hak Atas
Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. Misalnya: jual beli, tukar menukar,
hibah, pemasukan dalam perusahaan (inbreng), pembagian hak bersama, pemberian
Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas tanah Hak Milik, pemberian Hak Tanggungan,
pemberian kuasa membebankan Hak Tanggungan.

Syarat suatu akta dikatakan sebagai akta otentik apabila telah memenuhi
ketentuan dalam Pasal 39 dan 40 UUJN, yaitu:
Pasal 39
4] Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah;
dan

b. cakap melakukan perbuatan hukum.
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(2)

3)

Pasal 40

1)

(2)

)

Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh
2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling sedikit 18 (delapan
belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum
atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.

Pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tegas

dalam akta.

Setiap akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua)
orang saksi, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain.
Saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi syarat
sebagai berikut:

a.  paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah.

b. cakap melakukan perbuatan hukum.

c.  mengerti bahasa yang digunakan dalam akta.

d.  dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf.

e. Tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam
garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis
ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para
pihak.

Saksi sebagamana dimaksud pada ayat (1) harus dikenal oleh Notaris atau

diperkenalkan kepada Notaris atau diterangkan tentang identitas dan

kewenangannya kepada Notaris oleh penghadap.
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%) Pengenalan atau pernyataan tentang identitas dan kewenangan saksi
dinyatakan secara tegas dalam akta.
Pasal 41 UUJN menyatakan bahwa apabila ketentuan dalam Pasal 39 dan 40 tersebut
tidak dipenuhi maka suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta
di bawah tangan. Jika semua syarat di atas telah dipenuhi dan benar-benar dilakukan
oleh Notaris maka aktanya adalah akta otentik. Apabila ada suatu hal ditulis oleh
Notaris tetapi tidak dilakukannya, (contoh: pembacaan akta atau orang yang
dikatakan menghadap tidak hadir, penandatanganan di rumah), maka Notaris
berbohong dan demi hukum membuat akta palsu (valse akte) dengan hukuman
sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang.'®
Akta PPAT berbeda dengan akta Notaris. Akta PPAT dibuat dengan bentuk
yang ditetapkan oleh Menteri. Semua jenis akta PPAT diberi satu nomor urut yang
berulang pada permulaan tahun takwin. Akta PPAT dibuat lam bentuk asli dalam 2
(dua) lembar, yaitu lembar pertama senanyak 1 (satu) rangkap disimpan oleh PPAT
yang bersangkutan dan lembar kedua sebanyak 1 (satu) rangkap atau lebih menurut
banyaknya objek perbuatan hukum dalam akta disampaikan kepada Kantor
Pertanahan untuk keperluan pendaftaran. PPAT hanya berwenang membuat akta
mengenai tanah atau satuan rumah susun yang terletak di daerah kerjanya, kecuali
kalau ditentukan lain oleh undang-undang. Pelanggaran terhadap ketentuan ini
mengakibatkan aktanya tidak sah dan tidak dapat digunakan sebagai dasar

pendaftaran.

19Tan Thong Kie, Buku I Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris, PT. Ichtiar Baru Van
Hoeve, Jakarta.2000.hlm.212.
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Notaris/PPAT dalam menjalankan tugas jabatannya harus tetap bergerak
dalam suatu kerangka hukum yang telah ditentukan. Hal tersebut dimaksudkan tidak
hanya untuk memberikan perlindungan hukum kepada para pihak dalam akta
melainkan untuk kepentingan Notaris/PPAT sendiri yaitu demi tetap terjaganya nama
baik profesi Notaris/PPAT di tengah masyarakat.

Dalam menjalankan tugas jabatannya tidak menutup kemungkinan
Notaris/PPAT  melakukan pelanggaran.  Pelanggaran-pelanggaran terhadap
pembuatan akta notaris mempunyai sanksi-sanksi yang tegas, seperti yang tercantum
di dalam Pasal 84 dan 85 UUJN, yaitu:

1. Pasal 84
Tindakan pelanggaran yang dilakukan Notaris terhadap ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1)
huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal
52 mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian
sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum
dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut
penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

2. Pasal 85
Pelanggaran ketentuan dalam Pasal 7, Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai
dengan huruf k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54,
Pasal 58, Pasal 59 dan Pasal 63, dapat dikenai sanksi berupa:

a. teguran lisan

b. teguran tertulis
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c. pemberhentian sementara

d. pemberhentian dengan hormat

e. pemberhentian dengan tidak hormat

PPAT hanya berwenang membuat akta mengenai tanah atau satuan rumah

susun yang terletak di daerah kerjanya, kecuali kalau ditentukan lain oleh undang-
undang. Pelanggaran terhadap ketentuan ini mengakibatkan aktanya tidak sah dan
tidak dapat digunakan sebagai dasar pendaftaran. PPAT juga dapat diberhentikan
secara tidak hormat dari jabatannya, apabila terbukti telah melakukan pelanggaran
berat, yaitu:

a. Pembuatan akta PPAT yang dilakukan sedangkan diketahui olehnya bahwa
pihak yang berwenang melakukan perbuatan hukum atau kuasanya sesuai
ketentuan yang berlaku tidak hadir dihadapann.ya.

b. PPAT yang bersangkutan mengetahui bahwa objek dalam akta tersebut
masih dalam sengketa yang mengakibatkan penghadap tidak berhak untuk

melakukan perbuatan hukum.

Notaris bukan lagi sebagai organ Negara yang menjalankan kekuasaan umum
melainkan organ Pemerintah yang berada di bawah Departemen Hukum dan Hak
Asasi Manusia Rapublik Indonesia, schingga masalah pengawasan terhadap Notaris
telah beralih dari Hakim Pengadilan Negeri kepada Majelis Pengawas yang dibentuk
oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sesuai dengan ketentuan Pasal 68

UUJIN, Majelis Pengawas terdiri dari:
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[. Majelis Pengawas Daerah

2. Majelis Pengawas Wilayah

3. Majelis Pengawas Pusat
Jika Notaris terbukti melakukan pelanggaran, sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat
(1) UUJN untuk kepentingan proses pengadilan, penyidikan, penuntut umum atau
hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang:

a. Mengambil fotocopy minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada
minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris.
b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan
akta yang dibuatnya atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan
Notaris.
Oleh karena itu diperlukan suatu Majelis Pengawas Daerah yang solid untuk dapat
menyeleksi masalah-masalah apa saja yang perlu menghadirkan Notaris yang
bersangkutan dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau
protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris, baik dalam proses
penyidikan maupun peradilan.

Tanpa mengurangi ketentuan mengenai tata cara maupun pengenaan
tingkatan sanksi-sanksi berupa peringatan dan teguran, maka pelanggaran-
pelanggaran yang oleh Majelis Pengawas Pusat secara mutlak harus dikenakan
sanksi pemberhentian sementara sebagai anggota Ikatan Notaris Indonesia (INI)
disertai usul Majelis Pengawas Pusat kepada Kongres untuk memecat anggota yang
bersangkutan adalah pelanggaran-pelanggaran yang disebut dalam Kode Etik Notaris
dan UUJN, yang berakibat bahwa Notaris yang bersangkutan dinyatakan bersalah
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berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang
tetap.

Jenis-jenis kegiatan pembinaan dan pengawasan PPAT dilaksanakan atas
nama Menteri. Pembinaan PPAT terutama dilakukan dengan penetapan peraturan
dan pemberian petunjuk teknis serta penjelasannya. Penjelasan tersebut dapat
disampaikan secara tertulis maupun dalam forum-forum pertemuan yang
diselenggarakan oleh unit kerja atau organisasi PPAT (IPPAT atau ASPPAT). Tugas
pemeriksaan PPAT hanya dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan dengan
menugaskan stafnya dengan dibekali dengan surat tugas. Hal-hal yang boleh
diperiksa adalah kewajiban PPAT dalam membuat buku daftar akta, menjilid akta,
dan mengirimkan akta asli kepada Kantor Pertanahan. Sedangkan mengenai
pemasangan papan nama, pembukaan kantor dapat dilihat dari pengamatan lapangan.
Pemeriksaan atas aktanya sendiri dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan pada
waktu pendaftaran perubahan data yuridis dan apabila terdapat kesalahan
diberitahukan secara tertulis kepada PPAT yang bersangkutan.

Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat diketahui bahwa Notaris/PPAT
dalam menjalankan tugas jabatannya dilingkari oleh berbagai macam ancaman
hukuman terhadap pelanggaran yang dilakukan. Hal ini merupakan suatu
konsekuensi logis dari kepercayaan yang telah diberikan oleh Undang-Undang.
Dengan demikian akibat hukum yang timbul ketika Notaris/PPAT dalam
menjalankan tugas jabatannya tidak lagi mengindahkan ketentuan yang tertuang
dalam Undang-Undang, maka tidak menutup kemungkinan Notaris/PPAT dapat

diajukan ke muka pengadilan.
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Selanjutnya penulis ingin menganalisa pertimbangan-pertimbangan hukum
yang menjadi dasar bagi hakim dalam memutuskan perkara-perkara dalam kasus di
atas.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
yang dimaksud dengan perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria
dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang bertujuan membentuk keluarga
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Harta benda dalam perkawinan diatur dalam Bab VII dalam Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974, dengan judul Harta Benda Dalam Perkawinan. Harta benda
dalam perkawinan meliputi harta bersama dan harta pribadi.

Harta bersama merupakan salah satu macam dari sekian banyak harta yang
dimiliki seseorang. Dalam kehidupan sehari-hari harta mempunyai arti penting bagi
seseorang karena dengan memiliki harta dia dapat memenuhi kebutuhan hidup secara
wajar dan memeperoleh status sosial yang baik dalam masyarakat. Arti penting
tersebut tidak hanya dari segi kegunaannya (aspek ekonomi) melainkan juga dari segi
keteraturannya (aspek hukum). Secara ekonomi orang sudah biasa bergelut dengan
harta yang dimilikinya, tetapi secara hukum orang belum banyak memahami aturan
hukum yang mengatur tentang harta, terutama harta yang didapat suami istri selama
perkawinan. Ketidak pahaman mengenai ketentuan hukum yang mengatur tentang
harta bersama dapat menyulitkan untuk memfungsikan harta bersama tersebut secara
benar.

Pasal 35 ayat (1) UUP menentukan bahwa harta bersama merupakan harta benda

yang diperoleh selama atau sepanjang perkawinan berlangsung.
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Menurut Drs.H.Abdul Manan,S.H.,S.IP.,M.Hum bahwa harta bersama adalah harta
yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung dan tanpa mempersoalkan
terdaftar atas nama siapa.
Harta bersama meliputi:'!
1. Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung.
2. Harta yang diperoleh sebagai hadiah/pemberian atau warisan apabila
ditentukan demikian.
3. Hutang-hutang yang timbul, selama perkawinan berlangsung, kecuali yang
merupakan harta pribadi masing-masing suami isteri.
Harta akan menjadi harta bersama jika tidak ada perjanjian mengenai status harta
tersebut sebelum ada pada saat dilangsungkan perkawinan, kecuali harta yang
didapat itu diperoleh dari hadiah atau warisan atau bawaan masing-masing suami
isteri yang dimiliki sebelum dilangsungkan perkawinan sebagaimana dijelaskan
dalam Pasal 35 UUP.

Pengurusan mengenai harta bersama diatur dalam Pasal 36 ayat (1), yang
menentukan bahwa suami isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
Dalam hal melakukan perbuatan-perbuatan yang sifathya mengakibatkan
berpindahnya harta kekayaan kepada pihak lain, harus mendapat persetujuan dari
pasangan hidupnya.

Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur mengenai sah atau tidaknya perbuatan
hukum mengenai harta bersama yang dilakukan tanpa persetujuan pasangan hidup.

Oleh karena itu harus dilihat dari syarat sahnya perbuatan itu sendiri. Hal tersebut

" Prof. Wahyono Darmabrata, S.H, M.H dan Surini Ahlan Sjarif, Hukum Perkawinan dan Keluarga
di Indonesia, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), him. 96.
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dapat dilihat dari kecakapan pihak yang melakukan perbuatan tersebut (suami atau
isteri).

Pasal 31 ayat (2) UUP menyatakan bahwa:

“Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum®.

Maksudnya adalah perbuatan yang dilakukan oleh suami atau isteri adalah sah, hanya
saja ada cacatnya yaitu tidak ada persetujuan dari pasangan hidup. Jika perbuatan
hukum tersebut tetap dilaksanakan, maka pihak yang seharusnya memberikan
persetujuan berhak menuntut pembatalan perbuatan hukum tersebut dengan alasan
tidak adanya persetujuan bersama sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1) UUP.
Selain menuntut pembatalan perbuatan hukum, dapat juga memberikan persetujuan
secara diam-diam dengan cara membiarkan begitu saja perbuatan tersebut. Jika pihak
yang belum memberikan persetujuan telah mengetahui adanya perbuatan hukum
mengenai harta bersama tetapi tidak mengadakan tantangan atau tidak menyatakan
keberatan atas kejadian tersebut, maka dianggap telah memberikan persetujuan
secara diam-diam.

Dalam menyelesaikan perkara ini pertimbangan hukum yang digunakan oleh
Mahkamah Agung schingga menyatakan bahwa jual beli berdasarkan akta notaris
tanggal 16 Juli 1996 Nomor 320/09.03/Jg.I1--/1996 tidak sah dan batal demi hukum
karena objek jual beli terscbut merupakan harta bersama antara Penggugat dan
Tergugat II, akan tetapi dalam melakukan pengalihan (jual beli) atas objek tersebut
Tergugat II tidak mendapat persetujuan dari Penggugat selaku isterinya. Benar atau

tidaknya objek jual beli tersebut merupakan harta bersama telah dibuktikan dengan
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Penggugat telah mencatatkan pernikahannya dengan Tergugat II pada tanggal 26
Desember 1990 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 0223/1990.

Dalam pernikahan tersebut Tergugat II juga telah mengakui 3 orang anak atas
persetujuan Penggugat, yaitu Lisa Wenis, Henry Deden, dan Lili Novianti S.
Tergugat II juga membenarkan dalil Penggugat bahwa objek sengketa didapat selama
dalam perkawinan karena mereka telah melangsungkan perkawinan menurut agama
Budha sejak 6 Juni 1972. Maka bagi mereka tetap berlaku Hukum Keluarga yang
diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, meskipun Undang-Undang
Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sudah berlaku.

Pasal 119 KUHPerdata menyatakan bahwa mulai saat perkawinan
dilangsungkan demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami
isteri bilamana tidak diadakan perjanjian perkawinan.

Dengan demikian sejak tanggal 26 Desember 1990 tanah berikut bangunan rumah
yang diperoleh Tergugat II pada tanggal 22 Februari 1986 atas dasar Akta Jual Beli
No0.207/NOT/KD/1986 antara PT. Way Halim Permai dan Tergugat II (yang menjadi
objek perkara), demi hukum menjadi harta bersama dari Penggugat dan Tergugat II.
Menurut Pasal 1320 KUHPerdata syarat sahnya suatu perjanjian diperlukan 4
(empat) syarat, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

3. Suatu hal tertentu

4. Suatu sebab yang halal
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Menurut pendapat Tergugat I, transaksi jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II
yang dituangkan dalam Akta Jual Beli No. 320/09.03/Jg.11/1986 tanggal 16 Juli 1996
sudah disepakati antara keduanya.

Kecakapan melakukan suatu perbuatan hukum tidak diragukan lagi karena
Tergugat I dan Tergugat II sudah dewasa dan tidak berada di bawah pengampuan.
Obyek sengketa adalah barang berwujud dan merupakan benda yang pasti yaitu
berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut dengan ukuran dan
luas yang sudah jelas.

Syarat terpenting selanjutnya adalah suatu sebab yang halal. Obyek transaksi
jual beli tersebut boleh diperjual belikan atau tidak. Dalam transaksi jual beli tersebut
yang menjadi obyek jual beli merupakan harta kekayaan bersama yang dijual oleh
Tergugat 11 tanpa seizin Penggugat sebagai isteri sah. Maka perjanjian tersebut
mengandung cacat, karena adanya suatu sebab yang tidak halal terhadap obyek
transaksi. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 1337 KUHPerdata jual beli tersebut
tidak mempunyai kekuatan hukum yang berlaku, harus batal sejak semula dan batal
demi hukum.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Tergugat I dan Tergugat I
telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan hak Penggugat.
Menurut Pasal 1365 KUHPerdata, setiap perbuatan melanggar hukum yang
membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya

menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.
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Pengadilan Tinggi menyatakan sah dan berharganya Sita Jaminan (CB) berdasarkan
Penetapan Pengadilan Negeri Tanjung Karang tanggal 11 November 1999 No.
39/Pdt.G/1999/PN.TK.
Untuk mendapatkan kepastian hukum dalam melaksanakan putusan pengadilan,
maka berdasarkan Pasal 33 (4) UU No.l4 Tahun 1970 Pengadilan Tinggi
menghukum Tergugat I menyerahkan sertipikat Hak Guna Bangunan No.
349/Jagabaya dengan surat ukur tanggal 4 Maret 1986 No. 697/1986 seluas 246 m2
kepada Penggugat dan menghukum Tergugat II untuk mematuhi isi putusan tersebut.
Setelah putusan Pengadilan Tinggi diberitahukan kepada Tergugat I pada
tanggal 23 September 2000 kemudian Tergugat I dengan perantara kuasa khusus,
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 November 2000, diajukan permohonan
kasasi secara lisan pada tanggal 4 Oktober 2000 sebagaimana termyata dari akta
permohonan kasasi No.39/Pdt.G/1999/PN.TK yang dibuat oleh Panitera Pengadilan
Negeri Tanjung Karang, permohonan mana kemudian disusul dengan memori kasasi
yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
tersebut pada tanggal 14 November 2000.
Permohonan kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri baru pada tanggal 4
Oktober 2000, sedang pemberitahuan putusan yang dimohonkan kasasi i.c putusan
Pengadilan Tinggi Tanjung Karang tanggal 3 Agustus 2000 No. 15/Pdt/2000/PT.TK
pada tanggal 23 September 2000, sehingga dengan demikian penerimaan
permohonan kasasi tersebut telah melampaui tenggang yang ditentukan dalam Pasal
69 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. Atas dasar tersebut Mahkamah Agung

menyatakan bahwa permohonan kasasi tersebut tidak dapat diterima.

50

Pembatalan akta..., Danuta Putri, FH Ul, 2008




Penggugat 1 merasa keberatan dengan putusan kasasi tersebut, karena itu
Penggugat 1 mengajukan permohonan Peninjauan Kembali kepada Kepaniteraan
Pengadilan Tinggi Tanjung Karang secara lisan pada tanggal 4 Januari 2003, dan
permohonan tersebut diterima pada tanggal 4 Februari 2003 yang memuat alasan-
alasan bahwa Tergugat I sangat keberatan bahkan menolak dengan tegas Keputusan
Majelis Hakim Mahkamah Agung karena tidak dilandasi pertimbangan hukum yang
nyata. Tergugat I merasa bahwa permohonan kasasi yang diajukan tidak terlambat
karena masih dalam tenggang waktu yang tepat menurut hukum, jadi sudah
selayaknya permohonan kasasi dari Tergugat I secara yuridis dinyatakan diterima.

Menimbang terhadap alasan-alasan Peninjauan Kembali tersebut Mahkamah
Agung menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena tidak
termasuk dalam salah satu alasan permohonan Peninjavan Kembali sebagaimana
yang dimaksud dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana
yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004. Berdasarkan
pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung menolak permohonan Peninjauan Kembali
yang diajukan oleh Tergugat I.

Menurut pendapat penulis, putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No.
39/Pdt.G/1999/PN.TK dan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor
15/Pdt/2000/PT.TK tersebut sudah benar karena Tergugat II melakukan jual beli atas
harta bersama antara Tergugat II dan Penggugat kepada Tergugat I tanpa adanya
persetujuan Penggugat selaku istri sah Tergugat II. Pengadilan Tinggi juga sudah
membuktikan bahwa objek sengketa yaitu sebidang tanah berikut bangunan rumah

permanen yang terletak di Kelurahan Jagabaya/Way Halim Kecamatan Kedaton
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Bandar Lampung, dengan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 349/Jagabaya, surat
ukur tanggal 4 Maret 1986 No. 697/1986 seluas 246 m2 adalah benar merupakan
harta bersama antara Penggugat dan Tergugat [ berdasarkan bukti-bukti yang
diajukan. Salah satu syarat sahnya perjanjian, yaitu adanya suatu sebab yang halal,
tetapi jual beli yang dilakukan antara Tergugat 1 dan Tergugat II tersebut tidak
memenuhi salah satu unsur tersebut. Oleh karena itu, akta jual beli tanggal 16 Juli
1996 Nomor 320/09.03/Jg.1--/1996 tidak sah dan batal demi hukum. Tergugat 1 juga
telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian
bagi Penggugat. Permohonan kasasi dan Peninjauan Kembali yang diajukan
Tergugat I kepada Mahkamah Agung juga tidak sesuai dengan Pasal 67 Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2004. Oleh karena itu permohonan Kasasi dan Peninjauan

Kembali tersebut tidak dapat diterima oleh Mahkamah Agung.
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BAB Il

PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dalam
bentuk yang ditentukan oleh undang-undang. Notaris dapat merangkap jabatan
sebagai PPAT, yang berwenang membuat akta mengenai hak atas tanah atau
Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. Notaris/PPAT dalam menjalankan tugas
Jabatannya harus tetap bergerak dalam suatu kerangka hukum yang telah
ditentukan, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jabatan
Notaris (UUJN) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37
Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT. Dalam melaksanakan tugas
jabatannya tersebut tidak menutup kemungkinan melakukan pelanggaran-
pelanggaran, antara lain membuat akta tidak sesuai dengan undang-undang
yang berlaku yang dapat mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan
pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan akta menjadi batal demi hukum.
Hal tersebut dapat mengakibatkan Notaris/PPAT dituntut penggantian biaya,
ganti rugi dan bunga oleh pihak yang menderita kerugian. Selain itu juga dapat
dikenakan sanksi-sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian

sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak
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hormat. Tetapi tidak menutup kemungkinan Notaris/PPAT dapat diajukan ke

muka pengadilan.

2. Berkaitan dengan putusan Makhamah Agung Republik Indonesia No.334
PK/Pd/2003 bahwa jual beli atas sebidang tanah berikut bangunan rumah
permanen yang terletak di Kelurahan Jagabaya Way Halim, Keccamatan
Kedaton Kotamadya Bandar Lampung dengan sertifikat Hak Guna Bangunan
No.349/Jagabaya jo surat ukur tanggal 4 Maret 1986 No0.697/1986 seluas 246
m?2 yang dinyatakan dalam akta No.320/09.03/JG.11/1996 adalah batal demi
hukum. Akta tersebut tidak memenuhi salah satu syarat sahnya perjanjian
dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu suatu sebab
yang halal. Peralihan hak jual beli atas objek harta bersama tersebut
dilakukan tanpa persetujuan dari istrinya sebagai pasangan hidup dan dalam
jual beli tersebut mengandung unsur perbuatan melawan hukum. Oleh karena
itu, Makhamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya No.334
PK/Pdt/2003 menyatakan bahwa perjanjian dalam akta tersebut tidak

mempunyai kekuatan hukum dan batal demi hukum.

B. Saran

Notaris/PPAT dalam menjalankan tugas jabatannya tidak terlepas dari
tanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya. Dalam pelaksanaan tugas jabatannya
Notaris/PPAT dilingkari oleh berbagai macam ancaman hukum terhadap

pelanggaran yang dilakukan. Hal ini merupakan suatu konsekuensi logis dari
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kepercayaan yang diberikan oleh Undang-Undang. Untuk itu, sebagai Notaris/PPAT
dalam melaksanakan tugas jabatannya harus mempunyai sifat profesional.
Notaris/PPAT harus mempersiapkan dirinya dengan bekal ilmu yang memadai dan
kemampuan yang cukup serta kesiapan mental yang baik dalam melayani masyarakat
Jjuga harus menyadari kewajibannya, bekerja sendiri, jujur, tidak berpihak, penuh
rasa tanggung jawab serta berpegang teguh pada kode etik profesinya, Undang-
Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
Sebelum membuat akta Notaris/PPAT juga harus lebih teliti untuk memeriksa
identitas para pihak. Dalam hal membuat akta atas harta bersama harus ada
persetujuan dari pasangan hidup dengan cara ikut menandatangani akta tersebut
maupun dengan memberikan surat persetujuan yang dapat dibuat di bawah tangan
maupun dalam bentuk akta notariil. Hal tersebut untuk menghindari sengketa dalam
pembuatan akta sehingga dapat menjaga nama baik organisasi profesi Notaris/PPAT

di mata masyarakat.
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5. T~b.5 tFoto cony skte pengukuun hx.xtu‘n@ dan kua-

Yy asn untuk menjual dikeluurkun Mo turis -
/\ g \:»-‘\ruuﬁk Hidayat.sH,No, 47, tg1, 16 Juli 199€.
{‘* | tu T 1L6[ oto copy eltte surut Kugsa membebunken -
- ‘ o huk tanggungan dikeluurkan oleh Nuturis-
Tuufik lildey:t,8H,No, 47, tgl, 16-7-1996,

7. Tel=7 :Foto copy sertiflkut ha}; gunc bevgunun -
yong dikelusrken oleh BFN Kodys Romisr -
iampung No GCe /WHF, |

f, T.2.8 1Foto cory perjunjiun lcrc-:d_it'c:fiya rulti-
onters UTi don KnATY cli_k‘e-.;luurkan olch -
Fotaris Teufik lidayat,fH .‘!\;“o‘.lt:‘l"l.K(I“?/?’L'
11 SARJILR/LICGE, |

Co TolwC s¥ato cory ukia surat 'w.ue.—aal:r.-:r:be}:unkun -
hiuk tengaungon,diks ...unrlu n olm toturis
caufik Hideve t,fH No L8 tortmgwl 7 Ok=
tober 1956. |

10 .Y 110 Fote copy akte gures i'uas:a me"bebunk;-n -

hek tangpungen dilkal Uarkam olén Nuturjr
Teufik Hiduyuet,fii. No,S$ tertsnggel, 7 Ok-
tuber 1¢¢6, |

2, Tergugot 11 seeeees
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ping dori derd Tn,.Syomeudin ( terge,.7),
- Buhwy sempel sekerang Fenggugut d'engan

'I‘::r;;u(_';:t; JI tetop d@;um hubungun susmi-

istri dun verelu tele":;‘m'.zm;:u"m'!;;i. 8nuk

sebunyuit 3 (tig) orunr.
Solerd e, THEAT BFERDLT, Umur, 57 Tohun g

-~ Buhwe siekel kenel dengen Pengpuget den -
Terpuget J1 V

- Dubiwe apu yarg diperkureken sntura r?enggu-
gat dengan Tersugoet sckel tidz;-k"meh;;ntz-mui.

- Bohwa soked honya teu hubungen entura Feng-

. maget denfun Terpugat edelsh susmi &atri.

N "'.ﬂahwu ssksl tuhu mereks sebagui susomi 15~

!t}l. kurenv pede wektu upscars pcmtkuhan-

ny.z puda tolun 172, dilukwnukg n ui rursh

waken Kimleng, ssksi turut hedir,

- RNubwy pempul sckerong antera P.snr._mﬁ,;n:t de-
nean Tersngat 11 masih gerumwsh,.

- Bukwe mereke telsh dikeruniui 3 orsng anek,

rendrbung, Termpdt L Qelem reriere inil tiduk-
el mensciuken filed, sedeupkan 'I‘(-*rﬁurtt "'J ity me-
' nepujuikan seicgd dolen perkers ini yang dicenmr di-
buwab sumpob dipersiconsen yong pudu pokoknys 0B -

ceieal Teorrupst IT

culel Yo, 1 1 atU LA ¥aH 131\' MOt l*.LN,Ur.ur, ho Tehuns

- Duhwa seel kernul Tenppugat dun 'I‘ru‘L'_Ll;;..t 1'_1'-
mereke =ul.) sebusl suemd fstrd,

- Bohwe suked teu apy yung diperk..z-ukui} ento-
re Pengguaat Serngoen Tergugot, edaluh .menge—
nui rumuh di ey lalim,

- Buhwa munch tersebtut sduleh kepupyaun Cyam-
sudin (terpupit I1) yeng dibelinys dengen -

[s15} o I ]
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cure kredit melalui Bunx T,
- Vohwa sikal toe kuren: courl pornoh di-
suruh oleh Tn,#yargudin (Terpugot 13) un-

Tuic erleyer angsurén kreditny: ke Benk -

BT tehun 1965,
-~ Duhwa Mubungoen anters Terpuret 11 dengun-
Terpugut 1 wduluh same-sema bekerja di -
Hotel Pasifik, Terpuget EB sebugui Direk-
tur dun Tergugst 1 selxugul Sekerturisnys,

= Behwo efiis keterungun suksl terselut kus-

‘;I;‘Fé’x*gugat 1.

- lahwa eekel tshu apu yang diperkerskun -

entura Fengpuget dengon Terg\_',lg:.-'_t, yoitu -
noagaleh rumeh di Way Halim, ‘

- lohwu Terpuget L adsleh Reprelones duoli e~

" kalipus cdeluh sekretsris ,T'er,l;n:;;:fz.t'n ai
iotel J'ugifik . -

- Bikwa runcl tersebut wdoldh Recunyoaen 3,
cyoreudin yons dibelinye prcere Hrodit -
melulud s 12U,

- Dehwe pedurang rumeh dun tanch torsetut -
dikuveai oleh Tergugst 1.

t¥ni Ka, 3' : Na. ..:tjmiu-l. tiur, 55 Tehun g

-~ Bahwp sukel ltenisl dengun Pengpagut dan -

| . PTeareupel 1. o |

- Naebwa Terrupat IT edsleh F‘imr.\ﬂ.'l';im' Frekol

woktu helords ¢f Hotel T el (v,

-iuhwiy esen e
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= Behwe bever Tergurut 17 edo merilikd
mren o1 Vey iieddm yong dibalinys fe-
cere breddt melslud Burk BTN,
- Gabvn rovel ti20k r"cn;,:et_'.‘;?-ui adunye -
el hell rumih tercetut ;Jn'tz;‘m_ Tergu-
ret l denven Terpurst T1, o
Perdmbang, yove pinuek telub |9enyeﬁal1ltnun Kew
eirpulennyy reging-musing dip er..i"ﬂx,f,an, rnngcu-
gt tertengaul, 31 Jomurd EOGO,?_‘ermlgat; 1, teng-
Tel.31 Juvmerd Z000 dun Parduget IT -téngg;;l,m J a-
uuri 200C 3"""'""'“‘"“""""""“"""“‘——-“‘”’."‘4“«'""""""

L u*enimbenr. mengingut nula eeftly cesustunys

’ yapi' ‘téluh terjudl dipersidangan delem pemeriksa
'-‘ N \\

‘mn pex‘ichc, ini sebigosimsna tercs ntum dulum berite

[ ~

acara yex,g bersenslkutun yung isinya. untuk menying-
kat kerutueen ini huwus dionggep sebumei tormusul
digini ; :

Penirhens, Werudion keduu belazh ’ﬁihbk lelu -

rohon wutegan
= TTRIG LUK -

Menimbung, mukswd den tujuen suectun Uengpu-

rat sdeluh separtl lersolut distap jec—memonaneas
Dnbal 3HEEPE] ¢

- enideoung, i‘_uuwt 1 disonping telut menguiu~
Lan Juweben mengensil yoikok perkura .jugg:a; teleh
renpualuken ekeepsi ysng menyutakun"m}mé ta -
meh don bonminun dengsn sertifiket Lok gupa -
Dunganen (1:61) e, 34/ ugu‘o{.y\. Jjo ~§urut:.ukur
Ko, €57/ 1986 seluns 246 M:-’ tulktunlzh Gono-gind
(herta bersoms) antors Tergu.k‘.,t TI dcmfran Feng~
pupgst, tetepl hurte tersebut adsluh harta buwe-

an Terpurut 11 sondird
~— Menimbonme..a..
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--- Yenimbang, atss eksopsi Tergugut 1 ini Feng-

. sugat tetep menyataken buhwa hurte tersehut
adeleh horte becssms antars T enpgpuat dengsn
Terpvzet I1 sebupal suemi istri s:ebag-:aimum--
diszbutiiin del-r migatannys ; '

-~— eniirbeng, ejells ceteleh mempolijert eksap-
si terzeimt der durd buntehen yorg dicJuken
Pengpurut sice eolksepss ter:.".ebu*;, Majelis ber-
perdapat bechwa fkaepsi tersebut telch merjurus
kepada polick perkara dan oleh kurens itu ek-

sepel tersebut harusloh ditoluk

.
-

1

frrerT 3 :
(fa = Reriabdog hol-hol yerg teluh diakui steu seti-

e b
3 ( 1iid

e!f 1:,&&;;1{17)!3 tiduk dibuntah Terpugut 1 bLihwe

ObY\;k ‘Yeng diperkarskun antare Peﬁggugat dengax:z
':l‘e‘rﬁu;;at benar tunuh daen bengunsn senpgan serti-
fikat huic suna bangunan (LGB) No,38/J azubuya -
denpman surat uiut tanggal, 4 Maret 1686, nomor--
0S7/1906 seluss 246 MZ, sedangkan Tergugat II-
Puds pokoknye nembenarkan semua d'blil-;dalil ou-
 &tun yung dia.juj:wn oleh FPenggugat dolem surct
mgatannya H o

- M enir.;bgmg, yeng renjedi pokok perkore sekurang
‘edaluh apsksh obyek yang disengkgrte!wn sntors
Pencpugat denpmun fergugat 1 dan Tergugat Ii,eds
loh hurta gono-gini (harta bersemc) anturs -
Pengeuget ( istri) dengun Tergugat IT (suemi)-
yang diperolclinya semusa dzlen ';:-erk-_uwinunny':: -
sejek tuhun 1977 sarpei sekerang wteu apeken
0b§e¥< yang disenpgketaken tnmemﬁ'aqulﬂh harta
baween dari orrugat 31 yang “elah dijuslnya ~
epadu Serguput 1 tunpa setahu F'{an.{_(gu!_;ut fehi~

(ol fstri depi Terfgj.lf,':t 11 . .
’ - Menimbung....
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=
ny
.

—= enlbany, Fencpuget untuk menzuu tken pugs ban
nve dipersidenmun telul menyershhar bu‘.'..ti-‘-'buk-
tl tertulils vanr terdiri deri Fo2 s/d Y S daun
teloh puls renzbhodoplen duc \’-1._:)”~ f‘uk" lerer-
ridongun reboruimene teleh tersetut diaztus dun
dun Terque:t 1 untuk renguatken dulil Lantshun
nyy teluh puliu menyershkon diperaidvn_q.x_n Waktd
tartulis terdird douri T.1-1 s&/d 7,1-10, den-
Terpugut 1 tidak ads mengajukkun saksi den Ter-
cugi:t 11 untuk mengustkun pe_ndirianpyu teluh
mwenyervhkun dipersilengsn tukti tertulis _tercli-
ri dari T,iI-1 der T.II-2, serts tel:th menga-

,_.juk..n\:s (tigz.) orung suksi dun 1<eterangunnya -

' ,/delull (tbu& iruny terpetut diutus | eemmm————

.g‘)":m m};, berdeserian pengskusn Terc\x{mt I1 -

duiznm J x-m’wnnya tunpsgel, 13 Oktober .1099 diten-

b“

:h Togd dengun Keterobgen 2 (dus) orong suksl
di deuh sumpuh dirversicangen s\.b\muiran‘ teluh
d tip divtes den wdenyy bukti P, 2.1, P W28
-“/C-_. Fod=2d, T .4, F.5,0, I',6 8/d P,%, terbukti
h;,-l‘-wa arters Penprugot d enjun. 'i'ergugi,z;'\: 77 telch
Lorw;di per.winun rocura «dst podu 1_;ut.\;11 J.‘g'lz
~>.,rt.-..-:-1.cn pung can teluh dikerunial '3( ‘i;i;_:a:) O~

PEIA ONUI i et s s e im0 e e o e e e e 0 oy e e

-

- r;'r.‘i!‘.‘"um.‘.-y,, gurpl buktl PL,Z yoltu l'.u;ti]':a:n vlita =~
nerdawinen ¥o,00 ¢ 324C0 tanggel, f6 Dencrher 1690~
tertinyy remnlt. r‘i:ﬁ nerkevwinun antare Tensrugot
denpan Terpuret 1T tinggud, 10 Jund 1‘_ e, telebh
dicototien don dilmialbicun dikentor Sotutun cipil
Bettiie e LaemrUng o s s e e e e S S

-~ Mandisbong, Yordossrkun uraisn rertimbunghn ai -
atus Fodelis rortechrrulen bihwe Jl-uo" Tengmfu’t

dQDE’,‘un sacsss e
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dengun Termipus 71 to) &h tr;r‘j_adi perkawvinan
puda tuiun 1677 di Barder-Lempung dun telah
diksmunizl 3 L tden) orang enak  den sampail
solurzbg Vancpugst dan Ter.:z:ugzat I hidup -
Tl s U rumah jemeccmacm——- ———————

-— '.“I':i!".'t',;'..i‘g.[, olelk ksrens tersh den bangunan -
tersebut distos dipérol e1 oleh Terpupat 11
Hutesn Selut periawinegn dengan Pensgugat se-
bogudmang taloh diureikan diztes,m. ks sudsh
solaynyslish kulatg Tergpgut 11 a<en mengalih
“an Laknye otos tensh dan bzngunsn tersetut -

padaz or.nt Join {(Ferpiget 1) mengilut serta

(e ————
dzri tukti P-1 yang soma dengen -
reybdtn akta Jusl beli anturs Tersugat IIX
Toerpmicet 1 otas tunsh den bf;n[;\ir)an B e
Lﬁm’.)‘e:;j:e:ir"ana tedoh diursiksn dietas dimena tenash

don enrunen tersebut diperoleh oleh Tergupgat

rysta dslom akti PL1 den T,1-2 tersebut Ter-
Mmigut 1T cepalkai suami dari Penpggupgat, tidek -

wovsitut sertelian Penpguget bersoma Terpuget
11 zebuged penjusl tansh dan bapgunan tersebut;

~—  eninmbeeg, olah: kerena Pengpupst sebepei istrd
i ri. Teppuget LI tidak dilkut eer‘@ukm:; dalum
:’,".wl beli tansb dan bané:ur)an terseﬁut:diatas~
Selas perbuasten Juel bell yang ciilékukén en-
tura Tergueat 11 dengen Terpugat 1 telsh me-
up2iEn suetu perbuston melevnd )"-Ul’;llm’ maka -
orel teli yonrs demikien edeluh but:;.l demi buku

——— renivhany, Gari makti ¢.,1-2 terayada  telzh -

AR Tt -k a (R T/ J
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mermeriuat buktl untuk kepentingaﬁ_ Fengau-
fot, Gun tukti T.1-Z dengun seni‘i"rinyu te-
1zh melumpubken bukti-bukti Terguget 1 -
yany; luinnya, sehinggd Msjelie bezpemuput
behbva buktl Tergugot 1 yung lainny.; irelevunt
untuk dipertimbungken selotjutnys culem -
rutisen ind doen oleh karens tidzls‘.c'.gm:mpun
dord lukti-tuktl tersebut menunjﬁkkan behivia
cLyek y:ug diroengketeken anturs Penggugset -
denren Terpur. t 1 dan Terpugut 11 yesitu -
tonuh don bungunen sebz;;gaimana‘ terSelut di

ntas hervrel derd herts bovean g ergup‘at 11

-e

-4 b f)”-f' U- ng, verdesorncn ursisn pertimbunvun
) —TQX 1r'b<nc,\)l) terselbut distas beraluxun ki-
oy \
o 7
(; ( \ l rﬁ‘) \,L,) plﬁtitun* ['ugutdn Fenggugat point :.,3—
\
\

“

"'.' T d n It C(v) it Cilkabulkan ¢

..

e em’.nzbcng, untuk menjsga sger tidek terjedi
poguatu yurg werugikan Pengguget, nuke Pe-
prlilen Vegerd telsh melckuken €ite Jumi-

pun (CB) vies banoh dan bangmn;n yung men-

Judi obyek delum perkesra ind sébmga_imma -

cepsetut tulor sertifikoet hak .gum; bangunen

2oL TS/ crubeya dengen surat ukur tunsgel - .

4 Faret 1986 10,6G7/1986 seluss zl-u() MZ yang

teluh dilekuken oleh Jurusite }jengadilun =

fegeri _Tan,jum_r.kurang ’-:anggul, 17'_'1-\’o_pember-
16¢q, 80l ceimeno tersebut delem berl‘bd ach-
ro tite Juminen tersetut, muka c;t.\, Jaminud
t.«..-rs'@but rerurleh dinyuteken syazh'dun bep—

Vevie

Dol sk hdrcnu it pekitum 0,9 dert gu-

gon Tengiupet dam 3 clkubull,: jrmememm

¥ l’.‘nimbﬂngi sece e
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~—= Fenirbens, oleh kareno Sertifikot tonsh dan
CENMUDED tersebut teleh berada ditenpgan Ter-
pogat 1, sedengkun Jusl-belirya terdeput ca-
cit. Pukum moka Terpusst ) diperintyikan untuk
wenyerstten kombell sertifiket torsotut kepa-
'ﬂu Fengguput den Terpugot 11 sebargsil pemilik-

curd huyta rono~rini tersebit j~—e-s e -

=w={ Anirbens, rancenad pernvohonun genti gl ma-
wariil dop jemeteriil yung duejukin.oleh peng-
st meda odnt 7, herusleh ditaleh kurens -
thvieten tereelut tidsk diikutl denpen perincd

an vang Jeles dan tidek didukung olch tuletd j--

r‘%»;;,};éf;iﬂ«\fﬁfi'n(;, Faitelie tidek melihut sdenys hel -~

C e m e

,(a:;'s;};-,;"."t:aemifat kpepseonil untuk menrutul
:"_;‘t!mt:tn,j:an Pensrugat ager putusen delom per-
-.Q¢}g§}ééini deput dijelanken terlebih duhulu

-( F.e‘r-'t-u-merta) muke tuntutan terselut pude po-

40t B tidek dapst diKabulken j-rocc-veewecooo~

===} enimbeng, barderurikan semus urzioen dar; per -
tirbenpsn-pertidmbengen tersebut distes Mojolis
berkesimrulen hLuhwa pihek Penggugef telah ber-
teeil membaktiksn delil gugstennys, sedenpkan
piruk Termugot tidak berhesil melumpuhken da-
551 gugeten itengruget, meks pentuslub kiranya
UG ton @ engoupet diksbulken untuk seb.gian -

nenolak yan;; selebihnys o e -

PR
o

—mm b oniwbung, olell Ksrens mgeton I“gnggigugat ai -
Kulwlken gebariun dun Terpugst 1°dsnTI delem
perkere ini bersde dipihek yeng d?kéiuhkun )
Fohe pegils blays rerkor? NuTUus c'i.ftbg_bcmkun ke-
pisic. Torsugote termiget 825378 TNENG renteng;

Men[;ini?,'u't. see s e s
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- "enmingat facel-fasnl yaeng bersengkutan da -

lam Rbg 3

M EEG T L3

AR 1Y

N
-- 1, Mengstulkan eacetan untul sebslingian

3

&, Menyeteton bubwe Terpuget 1 dean Terg;zgr.it IT
taleh melaiulia perbl;mtan me].ewa'_q' hykum de-
ngun segsls z-;k:l.batAhu!mmnya terhedan :?cng -
pugat ¢

2 Menyatotisn behwe sebidens tunah berikut bo-

- [y

ngnr:an‘rum:h renenen yang terletszk di ke -
lurehan SJupuboye/May Halin Kecamdtan'l(rsdaton

sertifikat

surat ukur tenpizel, 4 Meret
! -d GO7/1986, luns 246 N2, yang sengke-
B ..u.dluh herto berasma antarc Pengpucat de-

k 1'-.‘{'_5:3’1-' ’!‘~c~:rpugut 15

L, Fenvotalsn holaz Jued beli antsr: ’J‘_erguga t 1
du Lcrgugat IT nude tanoral, 16 Jull 1946 -

tidek eyiil dun Karenasoys h._;‘t.al' d‘e::-i hukum

%, Voenystueiin seb den berhsrge £ites Jepdven (ew)
atas sedbidang tansh berikut bun{vunem rurch-
peru:::ner; yung terlaetak di 4 elurehu -n - v‘,abayu‘
wey Nulim Kecurctan Kedeton rmn:l;':r\-’ Lanpung-
)'.-ék eunu buneunun No 34C/0 wgebeye, suret -
ukur terggel, 4 Yaret 1€S6 No .”6'97 s'eiuas -
246 Mg E

£, Menphukum Tarmupat 1ountuk rnenygﬁ«hkan cer -

e 2w LiLK rUny Denpgune: .w“Lu g_p‘:‘.on ginl -

cobore TonmiMiet dengen Versugpt 11,y=itu se-

hidune hoah berikut. cergunon Lk peymunen
yere terlotuk di Kelurehed Juguboya/t way Hu -

. hallitgeecaas
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halim K ecometen ¥ eduton BérluriLelpung -
Mo ,Z49/J cgsveya, surst ukur tangpal, 4 Maret-

1986, No .697/1G56,seluas 246 MZ ;

N

. Menghvlown Terguget 1 dan Termuget 7T secira-

tanggung renteng untuk rembayar segale Liaya

yag tintul dslum pericera ini yeng scwpei -
szet i cejumleh fp 462 .5C0 .~ (empot ratus-

erge pulul dus ribu lime rotes rupich ) j--
8, el ok pgatan Penggegat yung lain dan se -

lebihuya ;

lerikicnlah diputus dakam rapat permusyawara-

ta?":él‘::}-\i.l ~Hakim pada hari Jumtist, tanggal, 18 Pe-—

.~

[’;’iﬁ%’r‘i"jf.‘cﬁ'{}:; “5lah ROSHMAN YUCHAN. cH., sekegel Ketue-~
r | SR S T o

A e SIR S0lAK. 21, den DALIUN SAILAN,SH, masing
vy
'\:\usnlg ceuszul Hakim Anggote,

FuﬁMé?y"mena diveepkan dalem persidzrgin yung ter-
buks ustuk umus LeGw bari ini SENIN, tangpel,Z1 Pe-
biusrl CCO,oleh Kemu= Hiajelis terse‘but distus de-
ngen didaepingl oich Uokim Apngpota tersebut diatas
dibentu oleh & U F 4 M I,SH, Panitera Fengganti~
Fengudilzn Negeri Tarjungkarang serta dibudiri --
oleh Kﬁasa Pengpugat den I(uasa‘Terp;ug,at L , Kuusa-

Terguget IT je-m-—-——= oo oo e oo

HAKIE FAKIN ANGOOTA HAKIM KETUA TSB,

724
AL SH, ' 724 -

LOIR JOHAN

774

2L DATIUE Sadladi. .

bt

RO SMAN YUCHAN, SH.

F/I-TTERA PEMCCANTI
TR

U P 1:1 Ri“l Zr.S‘Ho

&)
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Dic
atet disind ; pﬁ&hwa Perkara Perdeta Uugatan ¥o139/Pdt.0/1999/PN.TK, telah
:"‘ butus pada tanggal 21 Fetruari 2000 dan pada tanggal 24 -
£ struari - 2000, Terguzqat I Helalui Kuass Hulcumrya Mengaju—
an Upaya lulcum Banding, sehingga Putusan ini beslum mempu -
nyai kelcuatan hulcum tetap -

"Panitera
Hdto . '
- L4 B .

~ R ALI MACHFUD, SH —

\linan Resmi Putusan Perkara
an kepada Apriliati,SH -

Pada bari ini i Senin, ta 06 e Q0

, tanggal Maret’ ., 20
Perdeta Gugatan Nomor139/Pdt.G/199?,/'EN}-\d’1\a‘y' q
( Kuaea Pcnggagat ) 5 i

Perircian biaya-biaya 3

10 Materaioaooi0....-.0Rp.20000,-
2e Up&h mia;001oococoRp06.750,— +
: Jumlali..sRpeB.75C,~ _

(Delapen Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah)
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PENGADILAN TINGGI
TANJUNGKARANG

5 E”EJ??KTSz§PQ g
omet : /5 /Pdt/2000/PT. TK'?‘_"
Dalam Tingkat Banding

ANTARA :

577x55“]g;
'\/IELAWAN

ME /7/ TAT/ m//W/J Cc
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S &7' PUTUSAN

AR NOMOR : 15/Pdt/2000/PT.TK.
“"DRMI KEADILAN BERDASARKAN KRTUHANAN YANG MAHA ESA".
PrNGADILAN TINGGT TANJUNGKARANG, vang memeriksa dan
arnoadtii perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat
banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam

perkara antara

=

TTY, SE, beralamat di J1. Teluk Jaya RT.. 01, RW.

l

02 LK. 2 Kelurahan Panjang°§€latan
Bandar Lampung; déiam hél ini diwakili
cleh Kuasanya : YUDO PRIYATNO; SH.
Pengacara/Penasehat Hﬁkum berkantor dan
berkedudukan @i Jl. Drs. Warsito No. 60
Telukbetung, Bandar Lampﬁng ;. berda-
sarkan &Surat Kuasa Khusus tanggal 23
Pehruari 2000, telah didaftarkan di
Keraniteraan Pengadilan Negeri Tanjung-
karang tanggal ?@ Pebruari 2000 No.

23/8K/2000/PN.TK;
Selaniutnya disebut §epagai PEMBANDING
/semula TERGUGAT I ;
L awan

3. MENIYATI YOHANA, beralamat di Jalan §. Parman
No. 18 A Bandar Lampung; dalam hal ini
diwakili oleh Kuasanya HI. SUTAN SYAHRIR
$.0e, SH. és. Advokat dan Penasehat
Hukum SUTAN SYAHRIR & PARTNERS, berala-
mat ¢i Jalan Raden intan No. 113 Bandarc
Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Tandggal 28 Jepismber 1999, tslah didgf—.

‘tarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
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Tanjungkarang tanggal 29 September 1999
Nomor : 191/S8SK/1999/PN.TK ;

disebut sebagai TERBANDING-

Selanjutnya

/semula PENGGUGAT

dan

2. SYAMSUDIN, beralamat di Jalan S. Parman No 18

A Bandar Lampung ; yang dalam hal ini
diwakili oleh Kuasanya SURATNO HADISU-
BROTO, SH.- Pengacara dan Konsultan Hukum
pida Rantor Pengacara dan Konsultan
Hukum S.HADISUBROTO & PARTNER, heralamat
d. Jalan Panglima lolim No 15 Bandar
Lampung, telah didaftarkan di Kepa-
ni.teraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang

tanggal 28 September 1999 No. 190/SK/

1999/PN.TK ;

Selanjutnya disebut’ sebagai Turut .Ter—
panding/semula Tergugat IT ;

Fengacdlilan Tinggi tersebut ;

surat-surat

Telah membaca berkas perkara tersehut «lan

lain vang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikﬁn dan mengutip segala hal-hal vang ter-—

cantum dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjungkérang tang-

0a' 21 Pehruari 2000 Mo. 329/PAt.G/19%9/PN.TK, vang amarnya

berbunyi sebagal berikut. !

1. Mengabulkan gugataan Penggugat untuk §ebagian ;

2. Menyatakan bhanhwa Tbrgugat I dan Tergugat II telah mela-

tukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat
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L,

o

h

o

AUK Jinya terhadap Penggugat ;

Menracakan »anwa senidang tanah berikut banounan rumah
fernanen vang terietak di Kelurahan.dagabaya/Way Halim
Kecamoran Kedaton Sandar Lampung, hak guna bangunén
serii1rikat No. 349/Jagabaya, surat ukui'tanggal'4 Maret
1986 . Np. §97/1986, luas 246 M2, yang menjadi sengketa

A3tah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat

[ SR

R

‘lenysAtakan bahvia jual beli antara Tergugat I dan Tergu-
cat JI pada tanggal 16 Juli 19396 tidak syah dan Kkare-

narva patal deml hukum ;

Menyatakan sah dan berharga Sita‘Jaminan (CB) ates
s2hhidang tanah berikut bangunan rumah éermanen yang
terietak di Kelurahan Jagabaya ﬁay Halim Kecamatan
Hedston Bandar Lampung hak guna bhangunan No. 349/Jaga-
baya, surat ukur tanggal 4 Maret 1986 No. 697/1986
Seivas 246 M2

Manghukum Terguga? I untuk menyverakkan sertifikat hak
Jun2 bangunan harta gono gini antara Penggugat dengan
Terﬁugat 1I, vaitu sebhidang tanan berikuﬁ bangunan rumah
F#rmanen vang terletak di Kelurahan Kagabaya/Way Halim
Kecamatan Kedaton Baudar Lampung Né; 349/Jé9aba¥a: surat

ukw' tanggal 4 Maret 1985, No. 697/1986, seluas 246 M2 ;

Menjyhukum Tergugat I dan Tergugat JI secara tanggung
renteng untuk WMembayar segala biaya yang timbul dalam
Perilara ini yang sampal gaat im sejumlah Rp. 462.500.-

(empat ratus enam puiluh dua rabu lima ratus rupiah) ;

Mannlak gugatan Penggugat yvang lain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa d3ri risaiah pernyataan Permohonai
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N ',:‘\"./‘A/-'.,
" /Baiding” yang dibuat oleh R. ALI MAUHFUD, SH. Panitera

Pengadilan Negeri Tanjungkarang, -ternvacta YUDO PRAYITNO,
Sﬁ. bertindak untuk dan atas nama Tergugat berdasarkan
Surat Pernyataan Peymohonan Banding, bahwa pada tanggal 24
Felxruar: 2000 NO. 139/Pdr/G/1999/PN.TK, telah menvatakan
mohon banding terhadapr putusan Pengadilan Negeri Tanjung-
Kzirany tanggal 21 Pebruari 2000 NO. 39/Pdu/G/1999/PN.TK,
Permeaonan  hbanding nana telah diber)tahukan Yepcrda pihak

LMwaln¥a pada tapgyal 23 Feprasri 2000 deayan cara seksama;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah
mengajukan memori banding tertanggal 24 Pebruari 2090 dan
teiah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung-
karang tangéal 13 '‘varet 2000 dan salinan resminva telah
diberitahukan dan diserabhkan kepada pihak lawannya pada

;anggal 13 Maret 2000 dengan cara seksama ;

Menimbéng, hahwa Terbanding semula Penggugéf telah
Fula mengaiukan kontra memori banding tertanagal 7 April
2000 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Tanjunékarang tanggal 10 April 2000 dan salinan resminya
telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak iawannya

pada tanggal 26 April 2000 dengan cara seksama ;

Menimbaﬁg, bahwa dari Relaas Pemberitahuan memeriksa
herxas perkara banding NO. 39/PDT/G/1999/PN.TK. tanggal 30
Maret 2000 kepada Pempanding dan Terbandlné telah diberi
Xesemratan untuk memeriksa berkas perkara handing sebelum

perkas perkara dikirim ke Fsngadilan Tinogi Tanjungkarang ;

JENTANG HUKUMNYA.

SR AZ L

Menimpang, bahwa tentang Permohonan panding yang
diaiukan oleh Xuasa Pembanding/semula Tergugat I berda-
¢arkan Surat Kuasa tanggal, 23 Februari 2000 adalah dalam

tengeang waktu dan tata cara serta memernuhl syarat yang
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i7in mgﬁurut tindang-undang, karenanya permohonan banding

ternebut dapat diterima ;

Menimhang, bahwa setelah mempalajari dengan seksama
herkas perkara ini vang terdiri dar: Berita‘hcara Sidang
Pengadilan tingkat Pertama, surat hukti lain vang berhﬁ-F
bungan dengan perksara ini yang diajukan oleh Xedua belah
pihak yang berperkara, salinan reami putusan Pengadilan
Negeri Tanjungxairang tanggal 21 Pebruari 2000 No.
S9SPAL.G/1999/ PVN.TK, serta memori banding dari Tefbénding
/samula Penggugat, maka Pengadilan Tinggi perpendapat

sepbdigalimana terurai dipawah ini ¢

Menimhang, bahwa Pembanding/semula Tergugat I dalam
memori bandingnya telah mengemukakan alasan-alasan pada

pPokeknva

1. Gugatan Tarbaanding/semula TPenggugat kekurangan
pihak-pihak. seharusnya digugat juga PT. Bank
Tabungan Necgara, selaku Bank yang memberikan Kre=
dit, .Notaris Taufilk Hidayat SH, yang mengesahkan
porjanjian jual beli, Edy pihak yang membeli tanah

.dan bangunan diatas dari Pembénding/semula Tergugat
I, N.otaris Dieni, SH, vang me'ng{esallkan pengesahan
jual beli tanak antara Pembandjng)Tergugat I dengan
Edy,‘Badan Pertanahan Nasionaﬁ Kodya LamPﬁng vang
mengeluarkan sertifikat Hak Guna Bangunan No.

G92/WTP

2. bahwa obyek gugatas salah, seharusnya tanab dan’
bangunar sebagaimana tercantum dalam sertifikat Hak

Gurnia banaunan Mo SN2/vrp

3. Bahwa, berdasatvkan pasal 100 KUH Perdata perkawinan
antara Penggugat dan Tergugat 11 baru sah pada

vanggal 726 Desameber 1%9%uy berdasarkan AKte Perka-
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wﬁnan Ne., i223/13990, Karena tanah dan bangunan
tarsebut (ohyek sengKketa) adalah harta bawaan dari
Tergugat I°~ Karena pada wWakiu pembelian obvek
sengketa oleh Tercugat II, Pengougat belum terikat
perkawinan sah dengan Terguga: 1I Karenanva Pem-
bandirg/sesula Tergugat I adalanh pembeli vyvang

periktikad raik harus dilindunci ;

Sita Jaminan dilakukan terpandap obvek vang salah,

18

. Seharusnya adalah terhadap tanah dan bangunan

deagan 3ertifikat No. 992/WTP ;

Menimbanyg, bahwa Pengadilan Tinazl bherpendapat bhahwa
terhadap siapa yang harus digugat adalan wewenang penuh
dari Terbanding/semulé Penggugat dalam hal ini terhadap
Pembaudingxsehula Teréugat I dan Turut Terbauding/Terguaat
I, =edangkan mengsnai aiasan yang selebihnva akah diper-

timrbanckan dibawah ini

DALAM EKSEPSI :

enimbang, pahwa pertimbhangan ‘Hakim tingkat Pertama
rantang Fksepsl sudah benar, namun  bhelnin dicsantumkan dalam
amar patusan, oleh lkuarenanya Pengadilan Tinggl harus mem-
perhbaiki dap menambah partimbangan sebanal berikut :

Doy Eaapy v ne srbaannl ckearn ool Mo gagat T pada
L. caEmys tanal Gon SsHnpLnait Gdfigail Jerilitlikav Hak

Gnuna Ranguran No sa9sJagaraya dengan surnt ukur Na,

b37/1§Ub seluas 246 M2 (untuk selanjutnya disebut obyek

sergketa) bukanlah merupakan harta gono gini /harta bersama

artars Targugat 1T dengan pnnggugat, me\a\nkan merupakan
ﬁ. va hawaan Tergugat II saerta menga]uﬁﬂn p@rmohonan agarm,

q.|n|ak atau digugurkan S$ita Jaminzn terhadap obyek sengke- 4

L

Lbahwa untuk mengetahui benar tidaknya status. obyek
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~‘a;isehégﬁx%( sebagaimana dikemukakan olen Targugat I tersebut,
diperlukan adanya pembuktian vang h#qu dilakukan bersama -
pemeriksaan materi PoKok perkara, oleh-Kérenanya EKsepsi
Terfugat T harus ditolak dan akan dipﬁtu57 diamarkan bersa-

ma pOKNK perkara

tenimbang, bahwa pertimbancan Hakim tingkat Pertama
Pad.. dasarnvya Suw'an penar, tetap) rengadilan Tinggl
M2NgAngyap perlu nenamnpah dan memperhalgki pertimbangan
aakvinya, agar mandapat kejelasan tentang apa yang menjadi
dasay hukum pembatslan perjanjian jual bgli.tentgng obyek.
sengkata yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat IT dan

cugasan gantl rugi selacgail berikut

-

- 'Menimbang, bahwa vang harus dipuktikan dalam gugatan
ini adalah
L. apakah benar obyek sengketa didapat oleh Penggugat dalam

parkawinan dengan Tergugat II sebagai harta kekayaan

bersama 7

n)

anakah jual bkelil tentang obvek sanckseta antara Tergugat
I dan Tergugat II adalah sah menurut’ﬁndanQ-undang 7.

3. apakah parbtatan melawan hukum dilaxukan oleh Tergugat I

dan Tergugat T, menimbulkan keruglan bagy Penggugat?.

4" sgakan Tergugat I?adélah pembeli yang ber etikad baik 2.

ad. ). Menimbang, bahwa berdasarkan furat Bukt: P2 Penggu-

gal haru mencatatkan pernikahannya pada tanggal 26 pesomber

1990 perdaszarkan AKte Perkawinan ( P23 No. 022371990 ;

nanwa, délam cavatan pada bukti P2 telah diakui anak-

. . B P

anay mareka yand tealah l1ahiv oleh ayahnya SjamsucilD
. k’ -

{lerauyat (L) dengan persatuivan lbu anaknya Yyohana e

niyat ) (Ponqggugak) yallu lLiwa Wentis, Menry Dheden, L1ld
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It fRanwe Tergugat 7TI memhenarkan d4s1ii Penggugat bahwa
ohyw: senuketa didavais szlamas dalam perkavinan dengan Peng-
augat, (Jawaban Terogugat II t2nggal & OXtobher 1995 hutar
2}, xarsna Pengouyrt dan Tergugat II telan melangsungkan

perTkawinan menur:t agama Rudna sejak 6 Juni 1972 buxkta T

Menimbang, bahwa bagli Penggugat dan Tergugat II masih
tetap bérJaku Hukum keluarga vang diatur dalam KUH Perdata,
meskroun Undang-undany Pericawinan No. 1 Tahun 1974 sudah

bariaku ;

hahwa berdasarkan pasal 119 KUK Perdata, mulai saat
perkzwinan dilangsungkan, demi huikum berlakulah persatuan
hu1la- antara narta kxskavaan suami isteriy halamana tidak

dracz¥an perianiian perMavinin

pahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat 11
rica¥ ternyata ada DPIJanjlan Perkaw1nan untuk mengadakan
Petla'\jlan harta fﬂrplsah, oleh karenanva berdasarkan pasal
129 {UH Perdata mulai saat perkawinan Penggugat dengan
Tsrgugat II berlangsuny Yvaitu perkawinan vang dicatat di
Kantor Catatan Sipil tanggal 26 Desember 1990 dengan Akte
i’e;rka.winan No. 0223/i990, demi hukum berlakulah kesatuan
hest s kekakyaan dari Penggugat dan Tergugat II, tanpa
memversoalan "harta bawaan" atau  “gono gini”, dengan
demiilan sejak tangeal 26 Desember 1990 tanah bherikut

bangunan rumah yang diperoleh Targugat 11 pada tanggal 22

ey

“enhruiri 1986 atas dasar Akte Jual Beli FNo. 207/NOT/KD/1986
antarz PT. Way Halim Pesrmail dan Terguga: I1 {vang menjadi
CRYeRk perxara), demi apukum men_)adl_ harta bersama dari

Penggugat dan Tergugat I1:;

bahwa, bherdasarkan pasal 147 KUH'-;-Pa'rdata setiap S‘er?
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Torgugat II vang dituangkan dalam Akte Notaris/Akte Jual

f?:‘:'.: \'/;.} .l.v- - ;: N " :“\\
vl

H /’ . \.

-0

I

”‘:\‘;_J,uuban nawm harus dibuac dengan Akte Notaris sebelum

'*a,!-caw’“m Rerlangsung dengan ancaman kebatalan,__ dengan
Avmikl4an mak: apa vanag dikemukakel oleh Tergugat I dalam
UU2LIK vanggal & “ovember 1999 Daiam Pokek Perkara butir 2,
(harlaman 2) herdzssrkan pPervimpangan-pertimbangan tersebut

distas adalan ticak benar ;

Menimbang, bhanwa berdasarkan vertimbangan tersebut
diatas ternvata texbukti benar obyek sengketa- merupakan
harta be-rsamr/harta kekavaan bersama menurut pasal 119 KUH
Ferdata, make herdasarkan “ertimbangan tersebut Penggugat
d47pat membuktikan petitum butir 3, 'oleh karenanya petitum

tersebut harus dikabulkan ;

ad. 2. Henimbang, bahwa untuk sannya suatu perjanjian

menurut pasal 1320 KUH Perdata diperlukan ¢ (empat) syarat:

1. Kesapakatan Pihak-pihak yang: meng*katkan diri ;

¢. Kecakapan (bekwaamheid) untuk melakukan perbuatan
hukum ;

3. Tentang hal tertentu, hal yang pasti ;

159

fuatu sehad vang halal (geoorlootde oorzaak) ; _ =

. ‘. i.vfﬁ;
bahwa dalam transaksi jual beli antara Tergugat I dan

Pely No. 320/09.03/J3.11/1986 tanggal 16 Juli 1996, menurut’
b2ndapat Teraugat I.sudah ada kesepakatan dengan Tergugat
IT {meskipun disangkal Oleh Tercu'gat".II qaiam jawaban
Tergugat II tan gal 4 Qktober 1999, yang mengaku baHW§
transais. Jual beli tzsrsebut bersﬁap broforma/pilr»a-Purgl'
saja; ; p |
bahwa, mengenai kecakapan melaklkan suatu perbuatan
hukum tidak diragukan 1asi, karsna masing- masing Tergugat I
d&n Tergugat II sudah dewasz dan tidak be_rada ‘dibawah

bPenvampuarn ;
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1O

, obyek sengketa adalah merupakan baranc berwujud
dan - merupakan benda yang pasti yaitu perupa tanah dan
bantunan vang berdiri qiatas tanah tersebut dengan ukuran

dan luas vang sudah jelas ;

bahwa, syarat terpenting selanjutnva adalah apakah
obyey sengketa vang menjadi 2hbyek transaksi jual beli itu
baiai/sholer: dijual belikan atau tidak, bahwa felah diper-

timpengkan Sacara paniang lepar dalam ad. 1.pucar 2 diatas,

o

Znwa ohvek sengketa merupakan harta kekavaan bersama
Fenggugat dan Tergugat II vang didapat sejak mereka melang-

sundran perkawinan {pasai 119 KUH Perdsta ) ;

bahvia berdasarkan pasal 26 UU No. 1 Tahun 1974 Tentané
Perikawinan diatur mengenal harta persams, suamili atau isteri
dapa. bertindak atas persetuiuzn XKedus bhelah »nihak, bahwa
atas pengakuan Tergugat I sendira dalam jawabannya butir 4
alan Pokok Perkara, mencatagan hahwa Tergugat II bertin-
dak sendiri, tidak mengikut sertakan Penggugat sebagai

isteri san Tergugat II ;

bahwea, menurut pengakuan Tergugat II dalam jawabannya
Tehis Knrang pada <ahun 1396 Tergugat I berniat mengajukan
permchonan fasl1iitas Kradit modal'usaha pada Bank Bandar
Lampuone. Untuk maksud tersabut Tergﬁgﬁt I minta bantuan
e s al 1L nntul dapal |unmbmrlkéu Jaminan kKredit/agunan
herupa tanah dan bangunan adalah Sertifikat Hak.Guna Bangu-
ran Na. 249/Jagabaya j0 Surat Utama No. 697/1986 éeluas 246
e Tevtanggal 4 Marel 1936 yang me}upakan harta gono giﬁi

Pangouagat dan Terguaat JI (butir 4 C) ;

nhahwa, dalam rawakhan Terguoza®t IT jJuga mengaiuil
Kesulitan unvtuk mengirikut sertakan Penggugat sepagai isteri
h Ferguoar 1T, karons antara Terqgugat 1T dan Tergugst I

sehagas pihak-pihak vang melaxukan transaksi ada hubutgan

Pembatalan akta..., Danuta Putri, FH Ul, 2008



- }QHE . 11

Lpisus yanis telah terjelin selama 13 tahun, senihoga hidup

Tari. Pengakuean Teroun-

U RIEA 13YUEY oy wakzvry onavi o ysTarv

W)

Fic Ji Gewza.scae: Jdzh RREE1 AD Aunfas Din Mohmin, EAi

2zak bin Abdul Razak, RA. Murias, lagi pula tidak disang-

XAl Cisr Tergugal I

bahwa, satu-satunya  jalan yang'dépat ditempuh oleh
Tergugat II menurut pengakuannya adalzh dengan cara melaku-
kar. peralihan jual beli secara proforma (bersifat pura-=
suraj. keruwdian tzrbitlah  Akte Jual Beli No. 320/09/03
/JJ.II!198§ Adlah Notzris Tauifik didyat, SH ;

ahwa aari pertimbanyan tersehut d;atas terbukti bahwa
dalam transaksi juel heli obvek ;e keta adalah tidak
seizin, t*tidak disetuiui oleh Penggugat sedangkan jelas
dals:m hal 1nl Penggngat mempunyai Kak atas sebagian obyek

HensKet R Terzebut
.

Menzmbaﬁg, banwa dalam tt&néaksi ival heli onek
tenekata telan melangaar salah satu syarat terpenting bagi
fYAavnya saatu perianiian, karena yanu menjadl obyek
transaksi juwal beli antara Terguaat I dan Tergugat II

mBroopakan harta Kek¥ayaan nersama va g'dijual oleh Tergugat

4
=
Py

tanpa seizin dari Penggugat sebaca1 isteri sah, maka

‘Perianjian tersebut mengandung cacat, adanya qebab vang

.34k halal terhadar obyek tra saksljdllarana oleh- Undang—
undanyg ., {on geoorloofde 00YrZaak) olen marendnya berdasarkan
Yasal 1337 «UH Perdata perjaniian jual ﬁeli obyék'sengketa
Lersenur tidak mempunvail kekuatan hukum berlaku, I2arus

Latal sejak semula, batal demi hukum ;

ad. 3. Menimbang, bahwa atas dasaf.peztimbanaan tersabut
Tergagat T dan Tarqugat IT telah terbukti melakukan perduat
An alawsn AUKUM Yang merugikan nak,Penggugaﬁ, karenanya

1

Petitum ke 2 (dua) dapat dlkab ikan
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i

K;j@ﬁimbang, banwa berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata,

Tl T

‘setiap perhuatan meranygar hukum yang memphpawa Kerugian

kevada. orang lain, mewalipkan <rans vang karena salahnya

menerpitkan Kervugian 1tu mengganti kerugian tersebut ;

hahwa Tergugat I dan Tergugat 11 yang telah dinvatakan
me lakukan perhuatan melanggar hukum sebagaimana dipertim-

bangkan-diatés, harus mengganti Kerwgian yang diderita oleh

Panagugat

bahwa, =2akan tetapi dalam nmengemukakan Kerugiannya
sejamlah Rp. 110.006.000,00 (seratus sepuluh juta irupiah)
Yang mérupakan material maupupn im-material, Penggugat tidak
menyertazan perhitungan secara rinci maupun bukti-huktinva,
oien Karananya gugatan ganti rugl tersebut harus dinyatakan

ti1dsk Gapat diterima ;

ac. 4, Msnimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I menda-
iilxan ia sebagai pemhell dengan ektikad baik narus

dilindungi ;

panwa Tergugat i sejak awal sudah tahu bahwa Tergugat

I sndah mempunyai isteri sah yaitu Fenggugét, namun demi-
s

£iay Teruungat I masih tetap wmau menialin hubungan terlarang
32haaal svwami 1stery denganh Tergugat il diluzsr prengetahuan
Pengongsr sepagal 1stery san Terdgugat 11 seiama lebih
TurAang ¢ L3 itugs helags tahunt ' 4

P e et B LA 2 ERmamdanb . iargugat'll Antara
i2in gaksi Abu Hunias Pin Mohmin pada pokokny.a meherangkan{
bahwa'Tergugac II sekitar tahun 1995‘te1ah membayar angsur-
an rumah di wWay Halim melalui Bénkaabungan Negara dan
3aks1 KA., Nurias mengatakan parnah membera bon Kepada
Tergugat 711 untuk memrbayar rumah di1 Way halim atas nama
Tergugat II melalui Bank Tahungan Negava ; '

pahwa, namn deaikian Tergugat I masih saja melanjut-

3
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_u\an ‘transaksi ual bll obyek sengketa dangan Tergugat IX

darmana Tergugatr I telah hermain selingkuh dan mengabaikan

Tenggugat sehagal isteri sah Tergugat X1 ;

bahwa, setelah terjadi perselisihan pendapat KkKarena
erbongkar oleh Penggugat tentang'adanya hubungan khusus/
perselingkuhan antara Tergugat I d%n Tergugat II, maka
Tevrougat I dalam waktu singkat télah mengalihkan obyék
sengketa ketangan orang lain dengan cara melakukan fransak«
§r jual bell rerhauiap chvek senoketa Mepada seorang bernama
Eay yang ternyata adalah adik laki-=iaki dari Tergugat I
terbukty denganr Akte Juel Beli No, 1347/36/SKR/1999 tanggal
29 Agustus 1999 tbuktz T I, Ir;, dan sertifikat telah
Gilakukan mutasi dalam Buku T%ﬁah Sertifikat Hak Guna
3ai:gunan No. 992/WHP pada tanggal 6 September 1995 (bukti T
I. 7), s=lanjutnva Surat Gugatan dalam perkara ini diajukan
ol=2h Penggugat pada tanggal 16 Septémber 1999 didaftarkan
d) Pengadilan Neger: Tangungkarang §éda tanggal 17 Septem-

hav 1599 ;

Menimbang,. bhahwa dara pertimiangan terssbhut diatas
teriihat jelas ba3rdasarkan fakta dan bukti-bukti serta
dikuatkan oleh saksi-saksi, bahwa tidak ternyata Tergugat I

adajah sebagal pemdali vang bersktikad Laik, tetapi justru

.menperllhatkan sifat yang seballknya,' tekwader trouw/tildak

ber.ktikzd baik ; D . .

Menimhnng~selanjﬂtnya, bPahwa dalam petituw é (2na m)
Fenggugat mohon agar Tergugat I dlhukﬁm'untuk menyerankan
Sertifikat Hak Milik berupa narta gono. gini antara’Penggd-
gai dan Tergugai II vaitu sehidang téﬁan perikut bangvnan
rums permanen vyang terletak di quurahan Jagaéayafﬁay
Hallm Kecamatan Xedaten, Bandar aampuhg, an Guna Bangunan
NG. 349/Jagabaya, SUTa% ukur tanggal 4 -Maret 1996 No.

697/1986 seluas 246 M2 ;
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Penovadilan Tinugl menganggar vang dJdimaksud
Perggugat disini adaiap Hak Guna Bancuran pukan Hak Milik,
aan rFepada siapa 3ervifikat ina diserahkan, t:darx dican-um-

kan dalam petitum torsshut

rahbwa, dalam gugatarnnya Penggugat memberikan alterna-
tit dzlam gugatan Subsidair, pahwa jika Pengadilan berpen-
dapat lzin, mohon diperikan putusan vang se2adil-adilnya (ex

- aeouo &t bono ) ;

Menimhang, bhahwa dalam memutus wverkara Hakim tidak
sala dituntut unuk m2lakuigan pertimkaénczn yang bepar berda-
farkar. Undang-undang "Legal Justice" tetapl harus pula
menerspkan Moral Justice” bperdasarxan rasa keadilan dan
Qeyakiwaﬁ hardasarkan hati nurani yané bers>h dengan menda-
farkaén pada pasal 4 UU No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan
Pokox Kehakiman; Feradilan dllakukan dengan sedérhana,

~epat dan biava ringan ;

Menimbang, bahwa Sertifikat darl obvaX sSengketa tidak
pornan diajaukan sebagal bhukti oleh Penggugat, Tergugat I
maupn Tergugat II, nanmun diakul benar adanya oleh masing-

masing pinak baik Tergugat I, Terguga® il maupun Penggugat;

nahwa Tergugat I telan membel) dacl Tergugat II, akan
tetzpl wperjanjian jual beli obyek sengketa dengan AKte No.
42/99.03/39.31/1995 tanggal 16 Jul: 19556 telah dipyatakan
Tidk mempunyai.kekuatan huxum berlaku dan batal demi
iukum, dengan demikizn status hukum obyek sengkefa harus
dikembelikan pada keadaan semuila sebagaimana sebelum terja-
Ai juas beli ; |

li:hwa, sartifika: obyek sengketa atas nama Samsudixn/

]

Tercugst II, berdasarkan Suarat Bukti T-1.-3, T I. 4, T

1 6, telan divecsunakan olah Tergugat I dan Tergugzi

!_), . €

11 secara melawan hak harus dikesimbalikan kepada Penggugat;
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Y104y hevsangkutsn dan Peraturan-paratuvan 1a1n

R GF AR Y~ ) L5
. _/’ [ad ;':/
. ’.;‘ ;1

. __' ‘Menimbang, bahvia untuk mendapatkan kepastian hukum

dalat melaksanakan putusan Fenoadiian, maka berdasarkan
rasal 33 (4) UL No. 14 Tanhun 1970 5zn ad lan rlnugl menggap
dii 51l pevitum H Jenam) dikabulkan yaltu untuk menghu-
Kum Tergugat I me2nyerahian Sertifikat Hak Guna Baungunan '}
No. 349/Jagabava dengan surat uwkur. tangoal 4 Maret 1989~
Nr.627/1986 seluas 246 M2 kepada Pengougat dan menghukum
puir Tergugat II antuk mematuhi isi putusan tersebut,
Ragena Tergugat 71 éekarang herstatus sebagai Turut Ter-
napawng (Tergugat 27 tidak menyatakan/mengajukan bandiné

cerpadap pususan Hakim tingkat Pertama)

- e,
Menznbang, bahwa bertimbangan Hakimp tihgkat Pertama
Yeatarg Sita Jaminan sudah benar, namun Pangadilan Tinggl
T217 £Nggap periu untug menyemournalan rsodaksional dari

GLotw@ tentang 3iva Jaminan, sedanoisn peértimbangan Hakim

el

tingitat Pertama selebihnya adalah suqah tepct dan ppnar dan

~leh Fengadilan Tinggi akan diambilﬁg baﬂal partimbangan ¥

sendiri ; , y - . : ‘

W D wTAL

Merambarg, bahwe berdasarkan selurun Pert%mbangaf

TEYFENUL Aiatss, WX pUtusan Pengadilan Negeri &'anjulng-‘;_:‘,'
Karang tangoal 21 Pabruary 200 wo. 39/?(”.."3 / 1999/ PN.TK,
hac s dlitae s hind e dA0ngald nananbal [:‘*Y"‘mbalnl-’in sebagaimana
tevzebut <iatas, sehingga seluruh amarnva akan berbunyi

fiebagarmana disebul dobawal 1n
MenimbAany . DAOWA Karena Pembanding/semu’.a Tergugat I
Acatanh A hall o yondg tatate, maka Hagya poerikara inl dalam.

. , : §
kKedua tingkat peradilan harus dibebankan kepadanya 2

Mangaingat akan xztentnan pasal—p‘asai dan UnQang-unqgn?

b

.

MENGADTIL I
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gﬁ_ﬁ;ménerlma vermohanan banding dar:. Pembanding/Semula

Tergugal 1 tersenut ;

tenperhaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang

21 Pehruary 2000 Nomnr : F9/POT.G/1999/PNTK, vang

dimohonkan  bandirg tersebut, hingua ssluruh 2marnva ber-

hunyi sepagal bavikur

13

KSEPST :

Manolak Eksapsi dari Tergugat I ;

A POROK PERKARA

Mangabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

Haryatekan Tofaugat I dan Tercugat T telzah melaku-~

Xan verhuaran melawan hukum

Menvatakan hahwa sebidang tanah Rkerikut bangunan
rumsa peyrmanen vany terletak di Kelurahan Jagabava

/vzw Halim Necamatazn Kedatwn Bandar Lampung, Hak

L1 Racoman farnodskap Mo, 149/Jacanava, surat
gy FarnTral 4 Marat VARG, Ho, 59771955, luas 246

Wi, JaSF A Giaf. senfesla sdalan narta kekayaan

persama antara Penggugat danfTeréugat I1 ;
Manvatakan hahwa jual heli befdasarkan Akte Notaris
tanggai T Juli 1596 NO'320[69.03/J9.I¥——/1996
antara Teryugat I dan Tergugatffl pada tanggal 16
Juli 1999 tidak svah dan xarenany2 patal demi
hukum; b
Menvatakaa san dan berharga Sita Jaminan (CB)
merdasarkan Penecapan Pengadilan Negeri Tanjung-
karang tanggal 11 Nopembar 1399 No. 39/PAt.G/299/
FH. TR, vang dilaksanakan oleh'Agril Yani, SH. Suru

3ita pada Pengadilan Nageri Tanjungkarang Aai Bandar

Vs
v
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s 17

'.ﬁampung, berdasarkan Rerita Acara Sita Jaminan rada

Tanogal 17 Nepember 1999 atag sebidang tanah heri-
¥ut bancunan rumah LEermanen ﬁang terlatak di Ke-
furahan JagabavasWay Halip Kec amaran Kedaton Bandar
Latoune Hag 3ooas Bangannan e 3#9/Jayanaya, surat
ukur tanggal ¢ Maret 1986 No. 6S7 tahun 1986 seluas
246 12 ;

Meownukum Tergugzt [ untuk menyverahkan Sertifikat
Hak Guna Rangunan vang merupakah hsrta kekavaan

rersana antara Peangaugat dan Tergugat II, yaitu

(W

sekidany tanzh bharikut kangunqn rumah permanen yang
terletak di Keluranan Jagabaya/Way Halim Kecamatan
Kedaton Bandar Lampung, Hai_Gdn; Banguhan No.
349/Jagabaya, surat ukur tanggal ¢ Maret 1986 No.

26771526 saluas 246 Mz Xepada Pancggugat ;

M2ryatakan 9ugaTan ganti rual terhadap Tergugat I
dan Tergugat T! tigas: danat Ajterima
Menohuikum Turut Terbandingisemula Tergugat II untuk
memarun) putusan injy \

danoniuAum  Fsulanding f3smuia Tarougat 1 dan Turut
Terpanding/senula Taergugat IT secara tangaung
LENLAVG UIVEGE uBAbEyar bisya pavkara sni.dalam dua

TLRBENT mevEl A gane N E Laxaﬂilﬁn ﬁingkat

banding dlterapkan Sebesar Rp 60. 000 00 (Eniam

ulun ribu r\nlah) : f N

Demikian diputus <dalam sidaneg pnrmusvawaratan MaJells'

Halim

Tancgali
SH. Wak

*ngadilan Tingaei Tan]ungkaraug nada narl KAMIS -
3 AGUSTUS ZGC5 oileh kami : NY. SRNA SOFWAN SJUKRIE,

211 Ketua Penuvadilan TanGl'lanJungquanﬂ sel&alu

Ketua Majeiis, RUSL: AMAD, SE. dan HI.. SOEbARDJI, SHE.

masing-masing Hakim anggota, vang berdaSarkam Penetapan
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- Meterai Odlﬁ&km Kr*E/Y ............... EE

- ROABKSL, DULUSAR s, vorvenoens:

Ketua ?engadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 4 Maret 1999
No + 13720064/ Pen/PT.TK. ditunjuk Untuk memeriksa dan
meng¢adili perkara ini dalam peradilan faingkat banding, dan
éunuéan mana diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam
Eldang Lerhuka untuk.umum pada hari itv juga dsngan didam-
pingi oleh Eakim Hakim Anggota tersebut, serta PARMAMITO
Panlte:"a Pengganti pada Pengadilan Tinggil Tanjungkarang
tersabut, akan tetapi tanpa dihadiri olen kedua belah pihak

v21a berperkara maipun Kuasanva
EEGROTA, KETUA MAJELIS

S Ao %.;‘L.%,

RUSLI AHMAD, SH. NY. ERNA SOFWAN SJUKRIE, SH.

E%:;{.o-j

HI. 30TDEEDIT, SH.

X E LAY ~.r a- i wfl ;

P Ao

s A RMAETO
. SALINEN/EQTICNPY SEONA 9‘:\1 AN ASLINVD
B ApAIERSE GETAr i THGG AN
S

/"”.‘. \\/
fQ} &)\ b‘@
! .CPA( Al NUR @izQ POHAN, SH

%= ’VQV NIP . 04002)677 S —

RP. 3.000,00
Rp. 51.000,00

PRI R R )

- Administrasi dan lain-laln ..-eec C £ A .

Jumlah ....... e b e

Rp. 50:000,00

{ENAM PULUH RIBU RUPIRH).
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MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

PUTUS AN |
Reg.No. ... LBF®... KIPAL/2004.... .

PERKARA KASASI PERDATA

antara :

.......... 3 {ﬁ,@/&‘:?fﬁy‘.jg' '

melawan :

-----------------------------------------------------------------------------
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PUTUSAN

" Nomor : 1876 K/pPdt/2061

DEMI KEADILAN BEPDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah

mengambil putusan sebagai-berikut dalam perkara

SPRI. ETTY. SE. beralamat &i Jalan Teluk
Jaya Rt.01/Rw.02 Lk.2, Kelurahan Panjang
Selatan Bandar Lampung, Yapg dalam perkara
ini diwakili oleh : ALBERT TIENSA, SH. dan
kawan-kawan, Advokat dan Pengacara, berkan-

tor di. Jalan Laks.Malahayati No.89 Teluk

.Betung-Bandar Lampung, berdasarkan Surat

’ -

"Kuasa Khusus tertanggal 1 Nopember 2000 ;

Pemohon kasasi, dahulu;térghgat 1/pemban-
ding ;
melawa n';

NY.MENIYSTI YOHANA, beralamat di Jalan

S§.pPanwan No.l18.A Bandar Lampung ;
Termohon kasasi, dahulu penggugat/terban-
ding ;

| da.n
TN SYAMSUDRIN, peralamat di Jalan S.Parman
No.18.A Bandax Lampung ; ‘
Turut termohon kasasi, dahulu ctergugat

Ti/turut terbanding ;

" . Mahkamah Agung tersebut i’

. Menimbang,

nyata bahwa sekarang texmohon

asli telah menggugat sek

Membaca surat-surat yang bersangkucan ;

bahwa dari surat-suxat tersebut ter-
xasasi sebagai penggugat
arang pemohon kasasi dan turut

termohon ..... .
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termobon.kas§si sebagai. para tergugat asli dimuka persi-
dangan Pengadilan Negeri Tanjungkarang‘pada pokoknya
atas dalil-dalil
Bahwa antara pengguagat asli dan tergugat asli II
mempunyai bhubungan sebagai suami isteri sah, hal ini
dopat dilihat  pada akta perkawinan penggugat asli
“foncan cergugat asli I1 No.1223/1990, canggal 26 Desem-
ber 1999 (bukti P.1) ; | o
Bahwa dalam perkawinan antara pengguéat asli dan
tergugat asli II telah dilahirkan 3(tiga) orang anak,
masing-masing sebagai berikut .
1. Lisa Wenes, dilahirkan di Tanjungkarang'éada tanggal
! 7 Mei 1973 ;
Henry Deden, dilahirkan di Tanjungkarang pada tanggal
17 Septemker 1954 H
Lili Novianti S. dilahirkan @i ‘Telukbetung pada

tanggal 2 Nopember 1980 ;

Bahwa selama perkawinan antara penggugat asli

e denéan tergugat asli II telah.diperolehlharta kekayaan
bersama (harta gono gini) yang salah“satﬁiéiaﬁtaranya
adalah sebidang tanah berikut bangunan;fumah;permanep
'yang ter’etak di Kelurahan Jagabaya/Way Halim, Kecamatan
Kedaton Kota Madya Bandax Lampuﬁg dengan sertifikat Hak
Guna BanAunan No.349/Jagabaya jo Surat Ukuxr tanggal 4
Maret 1936 No.697/1986, seluas 246 m2 yang perolehannya
yaitu tergugat asli II melakukan perjanjién kredit
Perumahan (KPR) melalui Bank Tabungan Negara Bandar
Lawpung ; ..

Bahwa sebidang tanah . berikut bangunan rumah
perwanan yang terletak di Kelurahan Jagébaya/way Halim
tersebut pada tanggal 2.6 Ju}i 1997'té;ahfdiperjual
belikan oleh tergugat asli II kepada te'_rsuéat asli I

S vide ......-
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Vide‘ Akta Notaris No0.320/09.03/JG.II1/1996, ©Notvaris
Taufik Hidayat, SH. Notaris di Bandarlampung, tanpa
adanyﬁ pemberitahuan cterlebih dahulu (izin) olehn tergu-
gac asli. II- kepada penggugat asli dan hal ini jelas
telah’merugikan penggugat asli selaku isteri sah tergu-
gat asli IT ;

Bahwa tergugat asli II tersebut mengetahui atau
setidgk-tidaknya mengetahui Dbahwa perxbuatannya itu
berteqtangan‘dengan hukun da; keadilan yané berlaku
kareﬁa secara jelas tergugat asli II memperjual belikan
secara sepihak sebidang tanah berikut bangunan rumah '

'permaQen tersebut sehingga merugikan pihak penggugat
asli ; '

' Bahwa--semestinya tergugat asli.I menanyakan terx-
1ebih_dahuiu kgﬁéda tergugat asli II mengenai status
kepeﬁilikan tanah berikut bangunan rumah permanen yang
terletak di Kelurahan Way Haliw/Jagabaya yang akan

dilaksanakan peralihannya (jual beli) ;

"éﬂfﬁ ‘Dan tergugat asli II selaku suami penggugat asli, se-

harusnya memwberitahukan mengenai adanya transaksi yang
dii%kukan terhaaap harta bersama penggugat asli dan

;éfgugat asli. II tersebut ; .

' | Bahwa secara hukum dalam hal akaq'dilakukannya
pefbvatan hﬁkum peralihan hak harta gono.gini khususnya
dalsfiitransaksi jual beli yang dilakﬁkah antara tergugat

asli I dengan tergugat asli II (suami penggugat asli),

terhadap harta gono gini antara penggugat asli dengan
Lergugat asli II dilakukan dengan persetujuan isteri

‘penggugat asli), dan peralihannya dalam akta ditanda

tzngani penggugat asli selaku istri sah tergugat asli
IT;

Bahwa perbuatan  te&rgugsa: asli . I dan tergugat

aslti ........
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5+i II, merupakan perbuatan melawan hukum eks pasal

1305 KUH.Perdata, dan apabila dihubungkan dengan pasal
1320 KUH.Perdata, maka transaksi jual beli yang dilaku-
kar antara tergugat asli I dengan tergugat asli II tidak’
lsat: dan patut dinyatakan batal demi‘ hukum ;

Bahwa dengan merujuk kepada Yurisprudensi Mahka- -
nah Agung RI No.2804 X/pdt/1986 tan.g’ga;l 31 Januari 1989
yand menyatakan bahwa jual beli harta bersama tanpa izin
isteri merupakan perbuatan melawan hukum, jual beli
tersebut dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum ;

bahwa akibat perbuatan tergugat asli I dengan
Lergugat agli II wentransaksikan sebidang tanah berikut
ocangunan hak guna bangunan No.349/Jagabaya jo Surat Ukur
Nn.697/1985 seluas 246 m2. tanpa sepengetahuan penggu-
sat asl)i dan sejak tahun 1996 dik'uasai; oleh cergu’gat
asli I, wmaka benggtxgat asli menderita kerugian materiil
yang apabila disewakan sejak cahun=_1§§6‘ hingga sekarang
adalah Rp.2.500.000,- x 4 tahun . =Rp.10.000.000,-
(sepuluh juta rupiah) ditambzh kerugiaﬁ imcateriil
karena tidak dihargainya pe.nggugut Iasli'sehagai isteri
tergugat asli II dan perasaan malu serta mengalami
depresi yang culkup serius, maka patut dan beralasan
ﬁexxggugac asli meminta penggantian kerugian im“at?riil
sepesar Rp.100.000.000G,- (seratus juta ﬁbiah) H

Bahwa agar gugatan dalam perkara ini tidak sia-
sia mohon agar Pengadilan Negeri Tanj‘\.}ngkarang melaksa-
nakan penyitaan terhadap obyek rang diseagketakan terser
bur dalam perkara ini Yar\\'f_:; sekarang atas nama terguga’
asii TI _ )

Bahwa gugatan penggugat 2s5li didasérkan atas ala~-
bukti yang sah menurut hukum, oleh karena itu dimononka:

agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu

(uitvoerbaar ....-
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(ui.;:,voerbaa-i;--hij ~oorraad) meskipun para tergugat asli

melakukan verzet, banding naupun kasasi ;

Bahwa bkerdasarkan alasan-alasan tersebut diatas
maka mohon agar Pengadilan Negeri Tanjungkarang membe-
rikan putusan sebagai berikut
1. Mengabulkan gugatan penggugat untuvk seluruhnya ;

2. Menyatakan bahwa tergugat I dan tergugat II telah ne-
=lakukan perbuatan melawan hukum dengan sesgala ak:bat
hukumnya terhadap penggugat ;

3. Menyatakan bahwa sebidang tanah berikut bangunan

| rumah penﬁanen yang terletak di Kelurahan Jagadaya/

Way Halim Kecamatan Kedaton Bandar Lampung, Hak Guna

Bangunan No.349/Jagabaya, Surat Ukur tanggal 4 Maret

1986 No.697/1986, luas 246 m2. yang menjadi sesgketa

adalah harqédbersama antara penggugat dengan tergugat

il ; '

Menyatakan bahwa jualbeli antar. tergugat I dan tergu-

Qac IT pada tanggal 16 Juli 1996 tidak sah dar kare-

‘anya batal demi hukum ; :

5. Henyatakan sah dan berharga s1ta Jamlnan atas sebi-
dang tanah berikut bdngunan rumah permanen yang
terletak di Kelurahan Jagabaya/way Halim Kecamatan

B 4
“ﬁr','-Kedacpn Bandar Lampung, Hak Guna Bangunan No.249/

. : Ho.697
Jagabaya, Surat Ukur tanggal 4 Maret 1996 /

1966, seluas 246 m2 ;

Craea ifikat Hak
6. Menghukum tergugat I untuk menyerzlkan sertifika

o . : t dan
Milik berupa harta gono-gini antara pengguga

gunan
tergugat 11 yaitu sebidang tanah perikut Dangus

R . —ahs abavsa
rumah permanen yang terletak di Kelurahan Jag va/

Hak Gu.na
Way Halim Kecamatan Kedaton Banda; Lampung,

e emn . - al 4 Mar=lL
Bangunan No.349/Jagapaya, Surat Ukur tangg

1996 N0.697/1986G, seluas 24§ m2 7 : _
: ' 7 Menghukum . ...
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7. Menghukum tergugat I dan tergugat II secara tanggung

renteng untuk mengganti kerugian penggugat sebagai

berikut
Kerugian Materiil sebesar ..... Rp. 10.000.000, - ;
Kerugian Imrateriil sebesar ... Rp.100.000.0C0,- ;

Jumlah .... Rp.110.000.000, -
{(seratus sepuluh juta rupiah) ;
Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan
terlebih dahulu (uitvoorbar bhij voorad) nwékipun
tergugal. I dan tergugat II mengajukan verzet, ban-
ding, mwaupun kasasi ; .

9. Menghukunr cergugat I dan tergugat II secara tangqung
renteng urtuk membayar segala biaya yang timbul;
dalawm poerkera -ni ;

AL awvu

2\ Jika Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohor kira-

jé nya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo

\ et bono! ;

/ bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilanwﬁegeri

lanjungkarang.-telah: mengambil "putusany yaitu plitusannyar

tanggal 2l 'Pebifuarsi- 20007 No%BQ/Pdth/lQQQ/PNaTKt_yang
warnya berburyi sebagai berikut

1. Mengabulkan gugatan untuk sebahagian ; . .

‘,.Menyatakan Lahwa tergugat I dan tergugat II telah mé-
lakukan perbuaran mslawan hukum dengan segala akibat
hukumnya terhadap penggugat ; B

i, Menyatakan bahwa sebidang tanah berikut bangunan
rumaﬁjpermanen yang terletak &i Kelurahan Jagabaya/
Way Halim Kecamatan Kedaton Bandar Lampung, Hak Guna
Bangunan No.349iJaéabaya, Surat Ukur tamggal 4 Maret
1986 No.697/1986, luas 246 m2. yang menjadi sengkata

adalah ....

Pembatalan akta..., Danuta Putri, FH Ul, 2008



adalah harta bersama antara penggugat dengan tergugat
I1 ;
1. Menyataksn babkwa jual beli antara cergugat I cap ver-
ot P aads caanea) 0 F

karénaaya batal demi. hukum ;

191}

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (CB) atas
sebidang tanah berikut bangunan rumah permanen yang
terletak di Kelurahan Jagabaya/Way Halim Xecamatan
Kedatqn Randar Lampung, Hak Gura Bangunan No.349/
‘Jagabayat Surat Ukﬁr tanggal 4 Maret 1996 No.697
seluas 246 m2 ;

6. Menghukuﬁ tergugat I untuk menyerahkan Sertifikat Hak
guria bangunan harta gono-gini antara pengguga: dengan
tergugat II, yaitu sebidang tanah berikut bangunan
rumah permanen yang‘térlecak di Kelurahan Jagabaya/
Way Halim Kecamatan Kedaton Bandar Lampung, No.349/
Jagabéya,«Sn:ac Ukur tanggal 4 Maret 1986 No.697/

1986, seluas.246 m2 ;

Menghukum';ergygat I dan tergugat II secaraltanggung
rénteng u;tuk membayar segala biaya yang timbul dalam
perkara Cini vang sampai saat ini . berjumlah
ﬁpi462.500,- (empat ratus.enam puluh dua ribu lima
féfﬁs'rﬁpiah) ;
iﬁf.Menolak gugatan penggugét vang selain dan selebih-
nya ;.
[putusan mana  dalam cingkat 4bandipg atas  pe;mohonan
L2rgugat I telah dipecbaiki oleh Pengadi;an' Tinggi

Tanjungkarang dengan ‘putusannyd’ tanggai. 3TAgustus 2000

No,lS/Pdt{ZOOO/PT.T&r vang ararnya verbunyi sebagai

berikut
-- Menerima permohonan baading dari pembanding/semula
tergugat I tersebut ;
-- viemperbaiki .....
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-- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang
tanggal 21 Pepbruari 2000 Nomor : 39/PDT.G/1999/PNTK.
yang dimohonkan banding tersebut, hingga selurﬁh
amarnya berbuayi sebagai berikut

DALAM _EKSERSI

-- mMenclak Eksepsi davri tergugat I ;

DALAM POKOK PERKARA

).. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian ;

2., Menyatakan bhanwa ter;gugat I dan tergugat II -telah me-
lakukan perbuatan melawan hukum ;

3. Menyatakan Fkahwa sebidang tanah berikut _l_:angunari
rumah permanen yang terletak di Kelurahan J‘agébaya/
Way Halim Kecamatan Kedaton Bandar La&pung, 3ak Gﬁna

Banguran Sertifikat Nc.349/Jagabaya, Surat Ukur

l tanggal 4 Maret 1986 No-s697/1986, luas 246 m2. yang
\\“.'\ s

'C_j‘menjadi sengketa adalah harta kekayaan bersama

o intara penrggugat dengan tergugat II ;

I}

B

a .

/h}'rqenyar.akan pahwa jual beli berdasarkan Akra Notaris
i g

" tanggal 16 Juli 1996 No.320/€9.63/Jg.II--/1996 antara

rergugac I daen tergugat Il pada tanggal 16 Juli 1999

.

tidak sah dan karenanya batal demi hukum ; _

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (éB) berda-
carkan Penetapan Penga_di] an Negeri Tanjun_gkaréng
tanggal J.. Nopember 1999 No.39/Pdt.G/1999/PN.TK, yang
dilaksanakar oleh April Yani,SH. Juru Sit;_:pada
Pengadilan Negeri Tanjungkarang di Bandar Lampung,
berdasafkan ner;;t.a Acara Sita Jaminan ‘pada tanggal 17
Nopember 1999 atas sebidang tanah berikut bangunan

rumah permenen yang terletak di Kelurahan Jagabaya/

way Halim Krecamatan Kedaton Bandar Lampung, Hak Guna

" pangunan No.349/Jagabaya, Surat Ukur tanggal 4 Maret

1986 No.6'97 *;:ahun 19086, sSeluas 246 m2 ;

6. Menghu_kum R
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67 Menghukum zergugat I untuk menyerahkan Sertifikat Hak
guna bangunar yang merupakan harta kekayaan bersama
antara penggugat dan ﬁergugat II, yaitu sebidang
tanah Dberikut bangunan zumah permanen yang terletak
di Kelurahan -Jagabaya/Way Falim Kecamatan Kedaton
Bandar Lamgung, Hak Guna Bangunan No.349/Jagebaya,
Su;at Ukur tanggal 4 Maret 1986 No.697/1986, seluas
245 m2 kepada penggugat ;

7. Menyatakan gugatan ganti rugi terhadap tergugat I dan
tergyugat II tidak dapat diterima ;

8. Menghukum -turut Eerbanding/semula tergugat II untuk
mematuhi pucusan ini ;

9. Menghulum pembanding/semula tergugat I dan turut
terbanding/semula cerguéét JI secara tanggung renteng
untuk mentayar biaya pgfkara ini dalam dua tingkat

“ peradilan, yang dalam peradilan tingkat pandihg

ditetapkan sebesar Rp.60.000, - (enam puluh ribu ru-

pian) ; . .

bahwa sesudahl putusan terakhir ini diberitahukan
kepada tefgugaﬁ I/pembanding pada tanggal 23 Seﬁ;ember
2000 kemudian terhadapnya oleh cergung I/pemﬁanaing
’deﬁgan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkap;surat
kuesa khusus taﬁggal 1 Hopember 2000, diajukaﬁ.pefmof
honan kasasi secara 1isaﬁ pada tanggal 4 Oktober 2000
setagaimana ternyvata dari akte permohonan kasaéi.No.39/
2at.G/1999/N.TIX yang dibuat oleh Panitera Pengadilan
Nageri Tanjungkarang, permohonan mana kemudian disusul
dengan ﬁemorivkasasi yang memuat alasan-alasan yang
diterima di Xepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pgda
tanggal 11 Nopewbex 2000 ;
| ~ bahwa setelah itu oleh penggugat/texbanding -yang
pada tanggal 15 Nobember 2000 telah diberitahu tentang

memori ......
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wwemori kasasi dari pemohon kasasi diei.::jukan jawaban
memori krsasi yang diterima di Kepaniteraaﬁ Pengadilan
Negeri Tanjungkarang pada tanggal 2i Nopember 2000 ;
Menimbaang, bahwa permohonan kasasi _ﬁiterima di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri barulah p"ada tanggal 4
Okvober 2000 sedang pemberitahuan pDutusan yang dimohon-
kan kasaeci i.c¢ putusan Pengadilan Tinggi 'I‘arijungkarang
tanggal 3 Agusus 2000 No.15/Pdt/2000/PT.TX. pada tanggal
23 Septemoer 000, sehingga dengan demikian penerimaan
penunohonan kasasi tersebut telah melampaui tenggang yang
ditentukan dalam pasal 69 Undang-Undang &0.14 tahun
1985, meka oleh karena. itu. permohonan kasasi tersebut
harus dinyatakan..tidak- dapat diterim& ; ' |
Menimbang, bahwa oleh karena permohonan. kasasi

-ty
e o~

\._?,,lw.,-:‘_.j tooftinsaradeae sicak dapat dJditerima, maka pemnohon kasasi

R

R o . - N
\“\_\ ihulum uvntuk membayar biaya perkara dalam tingkat
‘(7) asasi iny ;

i

/ / Memperhatikan pasal-pasal dari tindang-Undang
I"

‘.7 No.l4 tahun 1970, Undang-Undang No.14 tahun 1985 dan Un-

darg-Undang lain yang be.ssangkutan ;

M E N G ADIILITE.

Menyatakan tidak- dapat-diterima permohonan kasasi

dariipeinolon  kasasi SQ&L._EI.'I‘_‘(..___S_E_._ !yan_gfdalam
'perkara ini diwakili oleh - : ALBERT TIENS{}; SH. dan
kawan-lkawan tersebut ; .

Me%xghukum pemchon kasasi untuk 'xi\'e.mba'yarr biaya
perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak
Rp.10C.000, - (s:ervat:us ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapavt permusya-
waratan Mahkamah Agung paca hari Jum'at tanggal 25
Janruari 2002 dengan H.Gerwan Hoedizaxto, S_H. ~Ketua Muda
yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung :.se-bagai Ketua

»S.J:.da’ng e
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Sidaag, Soedarno, SilI.

dan Arbijoto. Sil.

sebagai idHakim-

Halim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk

unum pada hari’

KAMIS TANGGAL 28 FEBRUARI 2002 oleh

Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh Soedarno, SH

.dan. . Arbijoto, SH.
Yahya, SH.

kedua belah pihalk.-

Hakim-Hakim Anggota

Hakim-~Hakim

Anggota, Ny.Bettina

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh

Ketua
ced./-

ted. /-

Soeda rn o, SH. H.Gennan Hoediarto, SH.
ced. /-

A rbi3jornr o, SH.

Biava-hiavya pPanitera-Pengganti

1. Metexrxi ......., =Rp. 6.000,-

2. RPedaksi........ =Rp. 1.000, - ted./- ‘

3. Administrasi kasasi... = 3.000, - Ny .Bettina Yahya, SH.

Jumlah .......... =Rp.100.000, -

WA AGUNG RI |,
PERDATA

R8a, SH.
040 015 551
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Diontat disind 1 Balwa Perkara Pevdata Kasasi yang domohorkan Kasasi
tolah diputus peda tanggal,28 Pelmuari 2002 Komor 1t
1876 K/Pd4/2001 Jo Fos39/PdteU/1999/PR.TX dan {elah
diboxitalntean kepedn para pihal: g

tanggal, 20 Bepiember 2002 Kuapa Pemohon Kasasi

tanggaly 25 September 2002 Tarmchon Kasasi .
tanggel, 25 Scpiombar 2002 Turud Termohon Kapssdls

PANITERA/ SEXRRIARTS, Y

LDro

Me RAMNLI, SH, .
{iTF1 0400435607

. . . tanggol 17 Oktober 2002 Selinan photo —~
Pude sord dm %o;,mpitim Per}c;ra Pardeta Kasesi No:1876 K/Pdt/-

2001 dibexikan kepada Kuasa Termchon Kasasi
Hi.SUTAN SYARRIR S.00,SHe

PEAINCIAN BIATA-BIAYA s

. o ~
uaeT E R A Iarcoooooocooo‘:RPc :\90“810_
T PR 2o .«ao\om-.umzmoa»%%g~ __v{.!_’qgg [t
- URML R 4}3§M3’oeoooooo{ (LY o
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PUTUSAN
NO 334 PK/Pdt/2003
DENM KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdala dalam peninjauan kembali telah memutuskan
sebagai berikut dalam periera :

SDRI. ETTY, SE, bertempat tinggal di Jalan Teluk Jaya RT
01/RW 02 Lk. 2, Kelurahan Panjang Selatan, Bandar Lampung;
dalam hal ini memberi kuasa kepada ALBERT TIENSA, SH.MH,
dkk, Advokat, berkantor di Jalan Laks. Malahayati No. 89 Teluk
Betung Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tahggal 2 Oktober 2002;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat
-1/Pembanding ;

melawan :

NY. MENIYATI YOHANA, bertempat tinggal di Jalan S. Parman
No. 18 A Bandar Lampung;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon
Kasasi/Penggugat/Terbanding ;

Da 'n
TN. SYAMSUDIN, bertempat tinggal di Jalan S. Parman No. 18
A Bandar Lampung;

Turut Termohon Peninjauan Kembali dzhulu turut Termohon
Kasasi/Tergugat ll/turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ; _

Menimbang bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata
Pemotion Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding
telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan’
Mahkahah Agung No. 1876K/Pdt/2001 tanggal 28 Februari 2002 yang telah
berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya. meiawan Termohon Peninjauan
Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dengan posita
perkara sebagai berikut ; .

Bahwa Penggugat dan Tergugat Il adalah s_uami isteri sah, sebagaimana
akta perkawinan Mo. 1223/1990 tanggal 26 ,Desember 1990 da;'\ dalam
perkawinan tersebut telah dilahirkan 3 (tiga) orang:a'nak. yaitu :

1. Lisa Wenes, lahir di Tanjungkarang tanggal 7 Mei 1973,
2. Henry Deden, lahir di Tanjungka‘fang tanggal 17 September 1974;

Hel. 1 dari 10 hal. Put. No. 334 PKI”?’?]ZOOS-/
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3. Lili Novianti S, lahir di Telukbetung tanggal 2 November 1980;

Bahwa selarna perkawinan tersebut telah diperoleh harta'kekayaan
bersaina (harta gono gini) yang salah satunya adalah sebidang tanah berikut
bangunan rumah permanen yang terletak di Kelurahan Jagabaya/Way Halim,
Kecamatan Kedaton Kota Madya Bandar Lampung dengan sertifikat Hak Guna
Bangunan No.349/Jagabaya jo Surat Ukur tanggal 4 Maret 1986 No. 697/1986,
seluas 246 M2 yang perolehannya yaitu Tergugat Il melakukan perjanjian kredit
Perumahan (KPR) melatui Bank Tabungan Negara Bandar Lampung;

Bahwa sebidang tanah berikut bangunan rumah permanen yang terletak
di Kelurahan Jagabaya/Way Halim tersebut pada tanggal 16 Juli 1997 telah
diperjualbelikan oleh Tergugat Il kepada Tergugat | vide Akta Notaris No.
320/0%.03/JG.11/1996, Notaris di Bandar Lampung, tanpa adanya pemberitahtian
teriebih dahulu (ijin) oleh Tergugat || kepada Penggugat dan hal ini jelas telah
merugikan Penggugat selaku isteri sah Tergugat i,

Bahwa semestinya Tergugat | menanyakan dahulu kepada Tergugat I
\ mengenai status kepemilikan tanah berikut bangunan rumah permanen yang

u’ terletak  di  Kelurahan \Way Halim/Jagabaya yang akan dilaksanakan

v;" peralihannya (jual beli), dan Tergugat Il selaku suan7 Penggpugat, seharusnya
memberitahukan mengenai adanya transaksi yang dilakukan terhadap harta
bersama Penggugat dan Tergugat II tersebut;

Bahwa secara hukum dalam hal akan dilakukannya perbuatan hukum
peralitan hak haria gono gini khususnya dalam transaksi jual beli yang
dilaki:kan antara Tergugat | dengan Tergugat Il (suami Penggugat), terhadap
harta gono gini antara Penggugat dengan Tergugat Il dilakukan dengan
persetujuan isteri (Penggugat), dan peralihannya dalam akta ditandatangani
Perggugat selaku isteri sah Tergugat 1,

Bahwa perbuatan Tergugat | dan Tergugat I, merupakan perbuatan
melavsan hukum eks pasal 1365 KUHPerdata, dan apabila dihubungkan dengan
pasal 1320 KUHPerdata, maka transaksi jual beli yang dilakukan antara
Targugat | dengan Tergugat Il tidak sah dan patut dinyatakan batal demi hukum;,

Bahwa dengan merujuk kepada jurisprudensi Mahkamah Agung RI
No.2804K/Pdt/1986 tanggal 31 Januari 1989 yang menyatakan bahwa jual beli
harta bersama tanpa ijin isteri merupakan perbuatan melawan hukum, jual beli
tersebut dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;

Bahwa akibat perbuatan Tergugat | dengan Tergugat Il mentransaksikan
sebidang tanah berikut bangunan hak guna bangunan No. 349/Jagataya o

surat ukur No. 697/1986 seluas 246 M2 tanpa sepengetahuan Penggugat dan
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sejak tahun 1996 dikuasai vwleh Tergugat |, maka Penggugat menderita kerugian
maferiil yang apabila disewakan sejak tahun 1996 hingga sekarang adalah Rp
2500.000- X 4 tahun = Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ditambah
kerugién immaterial karena tidak dihargainya Penggugat sebagai isteri Tergugat
il dan perasaan malu serta mengalami depresi yang cukup serius, maka patut
daﬁ béralasan Penggugat meminta penggantian kerugian immaterial sebesar
Fp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Bahwa agar gugatan dalam perkara ini tidak sia-sia mohon agar
Pengadilan Negeri Tanjungkarang melaksanakan penyitaan terhadap obyek
yang disengketakan tersebut dalam perkara ini yang sekarang atas nama
Tergugat II;

Bahwa gugatan Penggugat didasarkan atas alat buktl yang sah menurut
hukuin, oleh karena itu dimohonkan agar putusan ini dapat dilaksanakan terebih

\ dahulu (uutvoerrbaar bu voorraad) meskipun para Tergugat melakukan verzet,

n\; Bahwa.}berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon
yepada Pengadilan Negeri Tanjungkarang ter§ebut memberikan putusan
sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya

2. Menyatakan bahwa gugatan Tergugat | dan Tergugat Il telah melakukan
perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya terhadap
Penggugat;

3. Menyataka bahwa sebidang tanah berikut bangunan rumah permanen yang
terletak di Kelurahan Jagabaya/Way Halim' Kecamatan Kedaton Bandar
Lampung, Hak Guna Bangunan No. 349/Jagalqéya, Surat Ukur tanggal 4
Maret 1986 No. 697/1986, luas 246 M2 yang menjadi sengketa adalah harta
bersama antara Penggugat dengan Tergugat Il; ‘ .

4. Menyatakan bahwa jual beli antara Tergugat | dan Tergugat Il pada tanggal
6 Juli 1996 tidak sah dan karenanya batal demi hukum;

5. Menyatakan sah dan berharga sita jamlnan atas sebidang tanah berikut
bangunan rumah permanen yang terletak di Kelurahan Jagabaya/Way Halim
Kecamatan Kedaton, Bandar tLampung. Hak Guna Bangunan No.
349/jagabaya, Surat Ukur tanggal 4 Maret 1986 No.697/1986 seluas 246 M2;

6. Menghukum Tergugat | untuk menyerahkan §ertiﬂkat Hak Milik berupa harta
gono gini antara Penggugat dan Tergugat !l yaitu sebidang tanah berikut
bangunan rumah permanen yang terletak di Kelurahan Jagabaya/Way
Halim. Keﬂamatan Kedatcn Bandar Lampung, Hak Guna Bang.nan No.

i L
Hal. 3 dari 10 hal. Put, No. 334 ~:/Pdt/2003 /v.’;

7

Pembatalan akta..., Danuta Putri, FH Ul, 2008



349rJagabaya, Surat Ukur tanggal 4 Maret 1986 No. 697/1986, seluas 246
Mz,
Menghukum  Tergugat | dan Tergugat Il secara tanggung renteng untuk

mengganti kerugian Penggugat sebagai berikut :
Rp 1C. 000.000,-

- Kerugian Immateriil sebesar ........... Rp 100.000.000.-
Jumlah Rp 110.000.000,-

- Kerugian Materiil sebesar..............

(seratus sepuluh juta rupiah);
Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu

(uitvoerbaar bij voorrad) meskipun Tergugat | dan Tergugat Il mengajukan

veizet, banding maupun kasasi;
Menghukum Tergugat | dan Tergugat Il secara. tanggung renteng untuk

membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

TAU ;

Mecngabulkan gugatan untuk sebahagian; .
Menyatakan bahwa Tergugat | dan Terguéat Il telah melakukan pérbuétan
melawan hukum dengan segala akibat hukumnya terhadan Penggugat;
Menyatakan bahwa sebidang tanah berikut bahgunan rumah permanen yang
terletak di Kelurahan Jagabaya/MWay Halim, Kecamatan Kedaton Bandar
Lampung, Hak Guna Bangunan No. 349/Jagabaya, Surat Ukur tanggal 4
Maret 1986 No. 697/1986, luas 246 M2 yang menjadi sengketa adalah harta
bersama antara Penggugat dengan Tergugat II;

Menyatakan bahwa jual beli antara Tergugat | dan Tergugat || pada tanggal
16 Juli 1996 tidak sah dan karenanya batal demi hukum;

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (CB) atas sebidang tanah berikut
bangunan rumah permanen yang terletak di Kelurahan Jagabaya/Way Halim
Kecamatan Kedaton Bandar Lampung, Hak Guna Bangunan No.
349/Jagabaya, Surat Ukur tanggal 4 Maret 1986 No. 697 seluas 246 M2;
Meanghukum Tergugac | untuk menyerahkan Sertifikat Hak Guna Bangunan

harta gono gini antara Penggugat dengan Tergugat I!, yaitu sebidang tanah

berikut bangunan rumah permanen yang terletak di Kelurahan

Jagabaya/Way Halim Kecamatan Kedaton Bandar Lampung, Hak Guna

. Hal. 4 dari 10 hal. Pul. No. 334 PK/Pdi/200
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Bangunan No. 349/Jagabaya, Surat Ukur tanggal 4 Maret 1988 No.
657/1986, seluas 246 M2;

7. Mznghukum Tergugat | dan Tergugat Il secara tanggung renteng untuk
membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini
berjumlah Rp 462.500,- (empat ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);

8. Menolak gugatan Penggugat yang selzin dan selebihnya;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang

No. 15/Pdt/2000/PT.TK tanggal 3 Agustus 2000 adalah sebagai berikut :

- Menerima 'permohonan banding dari Pembanding/semula Tergugat |
tersebut;
Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 21
Februari 2000 Noror : 39/PDT.G/1999/PNTK yang dimohonkan banding
tersebut, hingga seluruh amarnya berbunyi sebagai berikut :
alam Eksepsi :

Menolak eksepsi dari Tergugat I;
alam F'okok Perkara :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan bhahwa Tergugat | dan Tergugat Il telah melakukan
perbuatan melawan hukum; > )

3. Menyatakan bahwa sebidang ta.na'h ;berikut bangunan rumah
permanen yang terietak di Kelurahan Jagabaya/\Way Halim,
Kecamatan Kedaton Bandar Lampung, Hak Guna Bangunan Sertifikat ‘
No.349/Jagabaya, Surat Ukur tanggal 4 Maret 1986No. 697/1986, luas
248 M2 yang menjadi sengketa adalah harta kekayaan bersama
antara Penggugat dengan Tergugat I,

4. Menyatakan bahwa jual beli berdasarkan Akta Notaris tanggal 16 Juli

. 1998 No. 320/69.03/Jg.11/1998 antara 'Tve"rgtjvgat I dan Tergugat Il pada
'tanggal 16 Juli 1999 tidak sah dan karenanya batal demi hukum);

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (CB) berdasarkan

Fenetapan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 11 November

1999 No. 39/Pdt.G/1999/PN.TK yang dilaksaﬁakan oleh April Yani, SH

Juru Sila pada Pengadilan Negeri Tanj'u.ngkarang di Bandar Le mpung,

berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan pada tanggal 17 Nc¢ember

1999 alas seliidang tanah hsrikut Jaqabayé/Way Halim, Ke:z>matan

Kedaton Bandar Lampung, Hak Guna Bangunan No. 349/Jz abaya

Surat Ukur tanggal 4 Maret 186 No. 697 1986 scluas 248 -

1AL b darl 10 hat, Pt N, 334 PK;:"dI/ZOW
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6. Menghukum Tergugat | untuk menyerahkan Sertifikat Hak Guna
Bangunan yang merupakan harta kekayaan bersama antara
Penggugat dan Tergugat |, yaitu sebidang tanah berikut bangu'nan
rumah permanen yang ferletak di Kelurahan Jagabaya/Way Halim
Kecamatan Kedaton Bandar Lampung, Hak Guna Bangunan No.
349/Jagabaya, Surat Ukur tanggal 4 Maret 1986 No. 697/1986, seluas

246 M2 kepada Penggugat;
Menyatakan gugatan ganti rugi terhadap Tergugat | dan Tergugat |l

~1!

tiiak dapat diterima;
8. Menghukum turut Terbanding/semula Tergugat Il untuk mematuhi

putusan ini;
9. Menghukum Pembanding/semula Tergugat | dan  tuiut
Terbanding/semula Tergugat [l secara’ tanggung renteng untuk

membayar biaya perkara ini dalam dua tingkat peradilan, yang dalam
peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 60.000,- (enam puluh

ribu rupiah);
Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI! No.

4

L ’T{?GK/Pdtlzom tanggal 28 Februari 2002 yang telah berkekuatan hukum tetap

tersebut adalah sebagai berikut :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon

Kasasi : SDRI. ETTY, SE yang dalam parkara ini diwakili oleh : ALBERT

TIENSA, SH dan kawan-kawan tersebut: a

- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam
tingkat kasasi ini ditetapkan éebanyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan

hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No.1876K/Pdt2001

tanggal 28 Februari 2002 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu

Tergugat I/Pembanding pada tanggal 26 Sépternber 2002 kemudian
terhadapnya oleh Pernohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding diajukan
permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepanitersan Pengadilan
Negyeri Tanjungkarang pada tanggal 4 Januari 2003, permohonan mana diikuti
dergan alasan alasannya yang diterima dl Kepaniteraan Pengadilan Negen

[ ~;., g

' tersebut pada tanggal 4 Februari 2003;

Menlmbang, bahwa tentang permohonan penmjauan kembali te rsebut
lelah diberitahukan kepsda pihak lawan dengan.seksama pada targgal 19
Februari 2003 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah <iajukan

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 334 SX/Pdt/2003
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' jaWéban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada
" tanggual 26 Februari 2003 ;
Menimbang, bahwa oleh karena it sesuai dengan pasal 68, 69, 71 dan
72 LUndang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan
Undang-Undang No. § tahun 2004, permohonan peninjauan kembali a quo
baserta alasan-alasannya yang disjukan dalam tenggang waktu dan derngan
cara vang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima ;

_ Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi
telah mengajukan alasani-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya
sebagai berikut :

1, Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan keberatan bahkan
renolak dengan tegas Keputusan Majelis Hakim Mahkarnah Agung karena
tidak dilandasi pertimbangan hukum yang kongkrit-dan nyata, malah terlihat

\ jelas mencari-cari alasan yang mengada-ada dengan menyatakan

ermohonan Kasasi dari Pemohon Peninjauan Kembali (Pemohon Kasasi)

" finyatakan tidak dapat diterima, jelas putusan tersebut harus ditolak dengan

: tegas;

Z. Bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana yang terdapat dalam berkas-
berkas perkara kasasi yang telah dlpenksa Majelis Mahkamah Agung
mengenai tanggal dan waktu mengajukan permohonan kasasi dan memori
kasasi telah dengan jelas bahwa tidak ‘menyalahi ketentuan hukum
mengenas tenggang waktu mengajukan kasasi, untuk itu sudah selayaknya
dan sepatutnya permohonan kasasi dari Pemohon Penmjauan Kembali untuk
dapat diterima dan dikabulkan; . |
Hahwa berdasarkan putusan majelis hakim Pengadllan Tinggi Tanjungkarang
_dalam perkara perdata No. 15/Pdy2000/PT.TK tanggal 3 Agustus 2000,
diberitatiukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (Pemohon Kasasi)
tanggal 23 September 2000, kemudian Femohon Peninjauan Kembali
(Pemohon Kasasi) mengajukan dan mendaftarkan Permohonan Kasasi
secara lisan tanggal 4 Oktober 2000, dengan langsung membayar biaya
kasasi cleh Pemohon Peninjauan Kembal: sendiri (belum didampingi
kuasanya) jelas masih terhitung dalam jangka waktu 10-11 hari sejak
putusan banding diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali
(Pemohon Kasasi), masin tersisa satu-tiga hari lagi, sebagai batas waktu
untuk mengajukan kasasi:
Kemudian menyusul berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Ncvember
2000, yang mana mz2mori kasasinya diajukan di:Kepaniteraan Pergadilan

Hal. 7 dari 10 hal, Put. No. 334 PK/Pdy/2003
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NegeriTanjungkarang tanggal 14 November 2000 . Berdasarkan hal tersebut
jelas Pemohon Peninjauan Kembali (Pemohon Kasasi) tidak terlambat, oleh
karena itu masih dalam tenggang waktu yang tepat menurut hukum hukum,
tentunya sudah selayaknya permohonan Kasasi dan memori kasasi dari
Pemohon Peninjuan Kembali (Pemohon Kasasi) secara yuridis harus
dinvatakan dapat diterima. Akan tetapi dengan tidak bijaksana ataukah
karn:na telah salah menafsirkan batas wakiu mengajukan kasasi, sehingga
majelis Hakim Mahkamah Agung RI menyatakan permohonan kasasi dari
Pemohon Peninjauan Kembali (Pemohon Kasasi) dinyatakan tidak dapat
diterima, Jelas ini merupakan keputusan yang salah, karena telah menyalahi
ketentuan hukum yang berlaku. Tentunya karena itu kemi Pemohon
Peninjauan Kembali telah dirugikan, mengingat apa yang menjadi pokok
perkara a quo dan permintaan Pemohon Peninjauan Kembali (Pemohon
'\, Kasasi) dalam memori kasasinya tidak dipertimbangkan dengan cermat dan
sk teli-i oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung RI;

j Bahwa di samping hal di atas Majelis Hakim Mahkamah Agung telah salah
/' dan keliru dalam menerapkan hukumnya, karena bunyi dan maksud pasal 69
UU No. 14 Tahun 1985 tersebut adalah mengenai tenggang waktu
mengajukan permohonan ‘peninjauan kembali yaitu dalam batas waktu 180
hari (bukan batas waktu mengajukan kasasi). Oleh karena itu Pemohon
Peninjauan Kembali menolak dengan tegas putusan Mahkamah Agung Rl
tersebut, karena tidak berlandaskan hukum, sehingga merugikan Pemohon

Peninjauan Kembali ;

4. Bahwa untuk mempersingkat uraian memori permohonan peninjauan
kembali ini, maka apa yang menjadi permirtaan Pemohon Peninjauan
Kembali dalam memori kasasinya dan terhadap dalil-dalil bantahan dari
Pemohon Peninjauan Kembali dalam - perS|dangan terdahulu .mohon
dlunggap termuat pula sepenuhnya dalam ‘memori Peninjauan Kemball ini;

) Menlmbang, bahwa terhadap alasan-alasan’ peninjauan kembali tersebut"‘

Mahkamah Agung berperdapat : -
mengenai alasan-alasan ke 1 sampai denganke 4 :

. bahwa- alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena .
alasan-alasan tersebut tidak termasuk dalam salah satu alasan permohonan
peninjauan kembali sebagaimana yang dimakSUd dalam pasal 67 Undang-

| Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan
Undang- Undang No. § tahun 2004 ;

Hal,'8 dari 10 hal. Put. No. 334 PKIPdUZOOW
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka
. permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh SDRI. ETTY, SE
"~ tersebut adalah tidak béralasan sehingga harus ditolak ;
Menimbang, bahwa karena permohonaﬁ peninjauan kembali ditolak,
maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan
' képada Pemohon Peninjauan Kembali ; |
' Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 tahun 2004
dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah
dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 serta peraturan perundang-
ur.dangan lain yang bersangkutan ;
MENGADILI
Menolak permohonan peninjauan kernbali dari : SDRI. ETTY, SE,

o B N
Fu T N7y tersebut;
//‘f N

£z <;\x\ Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya
A “ perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp.2. §00.000,-
(9 ~/[(dua tuta lima ratus ribu rupiah);
Q‘.\ P /C’/ ’ P )

y ' Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah
Agung pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2005 oleh H. PARMAN
SOEPARMAN, SH.MH Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah
Aguny sebagai Ketua Majels, PROF. REHNGENA PURBA, SH.MS dan
PROF. DR. H. MUCHSIN, SH Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua
Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota.tersebut dan dibantu oleh
SUTEDJO BOMANTORO, SH.MH Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri
nleh kedua belah pihak. '

Hakim-Hakim Anggota ; ' - Ketua;

Ttd. _
Ttd/ PROF. REHNGENA PURBA, SH.\MS H. PARMAN SOEPARMAN, SH.MH
Tid/ PROF. DR, H. MUCIHSIN, SH

Panitefa Pengganti ;
Ttd/ SUTEDJO BOMANTORO, SH.M*’
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Biaya peninjauankembali :

1. Meterai.............. Rp. 6.000,-
2. Redaksi ...ccoounnennn. Rp. 1.000,-
3. Administrasi peninjauan-

kembali .................... Rp.2.493.000,-

Jumlan  Rp.2.500.000,-

Untuk Salinan,

-

Mahka_ma’h AgungRI f//
/ﬁa.n. Panitera /
e \Plt. K&g

NIP. 040.018.142
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~ Pada hari i . I A B U, Tanggal 24 MEI 2006, Salinan Resmi Foto Copy Putusan
Perkara No:334 PK/Pdt/2003 tanggal Putusan 06 Oktober 2005 diberikan kepada
NY. MENIYATI YOHANA sebagai Termohon Peninjauan Kembali, atas permintaan

sendiri dengan membayar  upah tulis sebesar Rp. 2.750,- { Dua ribu tujuh ratus lima

puluh rupiah ). ---

PENGADILAN NEGERI KELAS I A
TANJUNGKARANG

\\ g%"‘ﬁg% /’ SIRSYE, SH.MH
_ﬂp 040048412,-

PERINCIAN BIAYA-BIAYA

- Materai :Rp. 6.000,-
- Upah Tulis ‘Rp. 2.750,-
Jumlah SRp. 8.750,-
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* JUARL - BELI.- (SEBAGIAN.-

¢ GUNA--BANGUNAN, -
T R 6/80 ...

...................

Pada hari ini, hari 2.2, R .. SO tanggal .22 Pebruari:. = ;9 86

fatang menghadap kepada kami IMRAN..MA!ARUE.,..SARJANA..HUKUM ves:oee
Samaht Kepeta+ Wilaya's dacamatane ...NOTARIS..DJ.. KODYA. BANDAR . L. AMBLING. -
{dleh Menteri Dalam Negeri dengan surat-keputusannya ’
wrdasarken + kate s tuar wdulam 4posals $+ Baratursg JMegted ')

Hunggal .= AT = .M. & . e ticnn=19..85.Namor  S.K...81/D.14/1885. ~

Adgearior Mow 41006 b bestindaks ! ) sebagai ==~ =0
! ditunjuk : .

fipenjabat pembuat akta tanzh ydarig diiiaksudkan dalam pasal 19 Fcraturgr}
WYemnerintah No. 10 tahun- 1961 tentang Pendaftaran ‘Tanah yntuk Wilayah KODYA ~-
1105&R..L£MEUNG,’.‘:.KEC.IG.BINT-ANG-,ME.C-KE-T-I-BUNG-,KEG-.NATAR--DAN--KEC.GD.TI-\T
Yéngan ‘dihadlici oleh saksi-saksi yang kami kenal/diperkenalkan kepada kami' )AN.KAB.LF

..............

;dan akan disebutkan dibagian akhir akta ini : SELATAN.~
i Tuan TOMMY S0EIKIATO SRNJDTG' Direktur P.T. ¥ WAY HALIM) PERMAI *

Il bertenipat tiRgGE) 81 Bdnasr Canpung, JSLER Sentot Ali:pessh, -
KoM LER”BaY "HALIN " PETmEL " PiUBOX. 12, Tan Jingkeréng = 1)
~-Henurut: ketersngannyadalam hal“ini tertingak Atss kekuatan -

~Burat-Kuase-dan--Sureb -Persetujuan-dibauwah tangan masing-mpasin
..tgrtanggaly..Jakarta..189.8-1984.,.. bermeterai..cukup.-dan” dilekatka
.pada.pinik..ekta. inl.,. . sebafal. Kuasa..dari..dan.sebagai “demikian

Luntuk-den ates nama serta memperkuak.dirnl..daq.bertefbung jaws
.Bepenuhnya untuk & = o 7)
o< "fuan HENDRO 'SANTOS0 GONDGKUSUMG, “Direk tur Utemaap.T. ® WA
HACIP’T“PERN.A.IH.:?- ............. 1o rT ettt snsesvararsontoseetacuseorsatsssanvsesnsses 2) ¢
-‘=-'-"-"-'-='*'"U'-"-‘-"ﬁersambung'kE"Ha']:aman-- o e sereseasincaanatsesen
sclanjutnya discbut penjual :

2)

2)
?)
2)
2)
1)
2)
1)

................
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Pasal 3.

Jika pembeli tidak ‘mcnd':'m';.aut zin "dari Instansi pemberi izin vang
berwenang untuk membeli tanah hak (erscbut schingga juai-beli ini menjadi .
batal, maka ia dengan ini oleh penjual diberi kusa peuul vang lidak dapat
ditarik kembali; dengan hak memindahkan kekuasaan ita untuk mengalibkan
hak atas tanah it "kepada pihak lain atas nmnn penjual, dengan dibebaskan
dari pertanggungan jawab scbagai kuasa, danjika ada,mencrima vang ganti
kerugian yang menjadi hak sepenuhinya dari pembeli.

Adapun uang pembélian yang sudah diberikan kepada penjuial tersebut di
.atas tidak akan dituntut kembali olch pembeli..

Pasal Yo

.........................................................

menaajukan tuntutan apapun juga mengenai keadaan segals,

:‘é:e::él:{:a:tg:"y'gﬁé"a'i'jﬂ.é'im&éﬁ,"d'ffje'Ii'"ﬁ"e'i_-'§§‘ﬁ'1:|'{‘.""s'E’ﬁ'E'g‘ﬁIﬁ'é'ﬁ‘a"':L. 5
“diuralkan dalam a8k ta IAT, KErens PERbELL telah mengeta 5)

Thuthye, b'EgI‘tU"pu‘.l‘a"mengenar“tidak"cut:ak"'luaﬂ"v’ﬁ'maUPUfg
“tidak*tepat-ukurennyey-betasubataenya--atsu-kekurangan-

.-..laj_-nnya‘_, ........................ P o aetnneeearorsnncannesrestsosoeetsutnterscescoctorsrrannras Geessorsaare $)
-.-Surat..Ketarangan. Pendaftaran Tanah Nomor : 468 / 1986, s)
-tanggal..15..Pehruari . 1986 dari. Kanter. Agraria. hotamadya s)
.Bandar Lam )

.............................................

Y n e
Pasal s, ..

Ongkos pembuatan akta ini, uwang saksi dan scegala biaya mengenai
peralihan hak ini, dipikul Glen " P.2.m. b e 1 f.-

Demikian akta ini dibufit dihadapan  Tuan.. THAYRIN..dan.. Nypnya=, &)

KUSMIATL,.Kedua~duanya, Pegawsi. Kantos, Notari6.. 830, v, ¢)
berkempat. £inggal di Bandar Lampune= e
6)
6)
6)

sebagai saksisaksi dan setelali -dibacakan dan dimana perlu dijelaskan olch
kami, maka kemudian akia ini dibubuhi tanda tamganfeap jempol Yolch para
penghadap, saksi-saksi dan kami, penjabat pembuat akta tanah.

Penjual, Pembeli,
7‘.19
,l: ;
N T
i I

P
» ‘ 4
/// ’KC{,/L_M,__

(TOMMY..SOEKIATD. SANIGTO ) ( S ANM.5.U.0.1. Nam)

SERUSU ayriay
————

Saksi-saksi :
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Dipoto copYy sesu

suai asliunys oleh saya
gfgf?{TLPDMBUAT AKTA TANAH 45 Kodya :
t:l: ar Lempung, pada hari ini, Jum'at
anggal 1 Oktober 1999, —-=——- P,

PEG;BrT PDNBUPT AKTA TANAI
ln @W \ \ \\ \W/( )
QR.‘H"[‘\;“ 8% l‘ /3
; g\l ‘,i -ME"ARUF ,SH.
'\ 1|

Penjabat Pembuat Akta Tanah,

_______ D.... 5 ';.‘...-.'..-..-.-“.‘ )
a8mbungan dari Halaman 1.~ (PENJUAL Yo e

§-~ ¥uan SUHARGD GOUNDOKUSUMO ;
.- usn DASUKI ANGKOSUBROTO ;

) - Masing-masing Nomor 2 dan 3, pertindak sebagei Homisd
P.T. "™ WAY HALIM PERMAI ", berkedudukan di Telukbetwﬁﬁ

dan Ketigenys bertempat tinggal .di JAKARTA.-

RN D -
SETELAH( F 0T0COPY DIPERIKSA DAN- . § —.

“ . BICICOXLAN, uEh"AI" S"RAT SSLRIYA, e
. QQEBUY COCCK- -}

-

X~ 4 A—/" G5
Gk L"t'-:U\ ER KELASI
TANJU&G KARA 6

KETERANGAN:

1) Yang tidak perlu dicoret. < ME

2) Diisi nama, umur, Kewarganegaraai, pekerjaan, tc}npat tinggal- penjul
pembeli serta jika bersuami sebutkan juga keterangan-keterangan mj . "
ngenai suaminya. |

3) Hanya diisi bila tanaluiya belum diuraik

4) Jika tidak diingini, keterangan pasal ini da

5) .. Ruangan kosong ini dapat dipergunakan un
dipandang perlu oleh kedua belah pihak.
harus dicoret (Z).

6) Diisi nama, pekeriaan, dan tempat tinggal para saksi.

an dalam suatu surat uke
pat dicoret/diganti.

ntuk syarat-syarat fain, v
Bilamana tidak dlperguna.
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AKTA JUAL BELI
NoJ0/09403 /3geile= /1906,

Pada hari ipi, S8l2sa, tanggal enaubelas Juli seribu socbilanratus-
genbi lanppivh anoa ( 16=7=1996 )3

datang menghadap kepada saya, TAWIK IODAYAT, Sarjopa lukum, ee-—

ey taynritermmnas - HOTARIS,
aleh b‘(mbulm!iegan /Menteri Negara Apgraria /Kepala Badan Pertanahan
Nasional’ dengan Suraf Keputusannya tanggnl “A—mm
et et
sebagai Pe_;abaz Pcmbuat Akla Tanah yang dimaksud dalam

diangkat
pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah

untuk Wilayah ~ KOtamadya. Bandar Lawpung,

dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang dikenal oleh saya, Pejabat Pembuat Akta

Tanah dan akan disebutkan di bagian akhir akta inj :
Iynltvon 8¥Wmﬂ& 5‘* tabun, Werge Negara lnoe

tin d.i. en lampung Selatan, Dosaw
m:lnnm. M'.w. OE“I Koeamtun.xntim

aolnndutwn diaabut YPINAK PERTAMAY, .owaeonee
n.-Mm . Pw fwuota, Unm 32 tahun, Vargz logara Indonesia
beartenpat tingged ¢! Bondar lezpong, me. BTe01, RYe02y ==

qu. Kelurabsn Pandlns Selaton, Kecazmtan Panjong,
sSelaky Peetold, Untuk gumm dpebut "PIHAK KEDUAY, e
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- Para penghadap dikenal oleh saya, Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- Pihak pertama mencrangkan dengan ini menjual kepada pihak kedua dan pth
kedua menerangkan dengan ini membeli dari pihak pertama yaitu

- scbagian dari : ———
- sebidang tanah : UAX GURA DANGUHAN,=
" No. 559/ Jagahoya, Deesa Jagabayos-

- hak milik atas sauan rumab susun terseby( dalam sertipikat hak milik 2
satuan remah susvn NO.  cewe
< Diuraikan dadam Surat Ukur / GartbmreSttoystr-SambarBemab=tanggal MS

JEPUUIGITIY N, W 17 S No. 697/1956 4~ -
" luas et G m? ( duara$us empatpuluh epam -

G f
meler perseyi )

- persil No. V- Blok e KOhit NO. (e

- terletak di @
- Propinsi Dacraa Ziagkat 1 STLAMPUNG g=
- Kabuputeak Kotumady« Dacrah Tingkat I :  sender lagpunges

- Kecamatan : KXDATONge

- Desa/Kelurahan . Jegabayw/Nay Halim,-

- Jalan :

- Adapun luas bidang tanah yang dimaksudkan dalam akta ini lebih kurang .
m? (f meter persegi)

dengan batas - batas sebagai berikut !

- Jual beli ini meliputi pula : argela apa yeng ditenam dan didirdikay,
diates bidang tanah tersdute=

selanjutnya dalam aktadini disebut " abjek jual beli *.

- Pihak pertama dan pihak kedua menerangkan bahwa :
a.- jual beli ini dilakukan dergan harga :  Rpe12e0750000,00.=( dua
Juta tuubpuluhlima ribu rupiah );

b.- pihak pertama meng-ku telah menerima sepenuhnya uang tersebut.
diatas dard pihuk kedua dan untuk penerimaan uang terscbut akta ini
berlaku pula sebagai tanda penerimaan yang sah (kwitansi).
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- Pasalso-
- Kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat
kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Panitera Pengadilan

. Negeri Kas I B fanfungkarang di lsndsr leagune. -
- PasatGee

- Biaya pcmbuaum akta ini, uang saksi dan segala biaya mengenai peralihan hik

ini, dibayar oleh Fihalk Kw.mmn 9 : -

+ - Demikianlah akta ini dibuat dihadapan-  tusns HOMAIMD YUSUF, Sarjun
Hulun dan nona NYIMAS ASRI AURTZA, keduawduanya pe@mi fantor
eFerele dan btrteupat thggal di “pudar lopsung. —=—-

sebagai saksi-saksi dan selclah dibacakan serfa dijelaskan. maza akta ini ditands
tangani atau dibubuhi cap ibu jari oleh pihak pertama, pihak kedua, saksi-saki
dan saya, Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Pihak pertama, Pihak kecua,
CLYAMBSUDDIN ERX
Saksi Saksi
o FOYAMHD  YUSUF, SH, NYTHAS ABGT  AURLGA

Pejabat Pembua( Akta Tanah

TAUFIK HIDAYAT,S,

SEBELUM TANAH DIMAKSUD DALAM AKTA JUAL BELT INI DIDAFTARKAN PEMIN.
DAHAN HAKNYA KE KANTOR PERTANAHAN KABUPATENKOTAMADYA, DILARANG
UNTUK DIPINDAHKAN KEPADA PIHAK LAIN, KECUALI JIKA ADA OLAKAN

LAM PASAL 3 AKTA INL

HO:30 2/ P8 frmy 1
SETECAH sl FoTo1 COPY DIPERIKSA DAN-

DicocoxkaN AR SURAT

TERNYATA s e SURLT ASLINVA, FEs

By ,; “‘ R cocoK- )
Wa TANI

N A
wORIATY it GH
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NOTARIS
TAUFIK HIDAYAT, SH.

SURAT KETERANDAN
Nomor ¢ 7ii/VI1/ NT-70%

Yang bertanda tangan dibawah ini :

TAUFIE HIDAYAT, SH, Notaris di dsancar Lampung, bsrkantor

di jalan Ikan Tongkol &6 Telukpetuing, Randar amoung.o-—-—

dengan ini menerangkan :

—bahwa pada tanggal 16 Juli 1924 teliah ditanda tangani
Akta Jual Heli nomor JI20/07.01/27 171994, dihedapan saya
Selaku Pejabat Fembuat Akta Tanan untuk wilavah kKotama-—

dya Bandar Lampung, antara tuan IVAMSUDDIN, sei:aku  Pen-—
Jual dengan nona ETI, selaku Femoaii atas sgbidang tanan
sertipikat Hak Guna EBangunan ncano: 349 /Jagabava, desa
Jagabaya, seluas 244 M2 terletai rKeiurshan  Jagabavals

a Bandar Lampung.-—

Way Halim, Feocamstan Koedaton,

~hahwa  pengurusan  balik name Seriiz MEensadi  acas
nama Penbeli ke Badan Fertanaban Nasional kotemacya Ban-
dar Lampung gilakuban melalud Feodns 38¥R. oo — e
ratamacya Bancar Lam-—

-Ta o tolan dipalix

wpakat tersebut dia-

puwg  teiah diterbitkan Seriipdl

nama meniadi atas nama Femhell LLpa -Br
tas alkan saya serahktan kepada FT.  £ANE TARUNGAN NEGARA

(FERSIERQ) , Cabang Bandar Lampung.—— io-— === mm=sm s s e e

Demilkian surat ketorangan ind dibuan wrizuk dapat  dipr-guna-

kan sehagaimana nRgbhinys ., —or s s s o s ermm e T T e e e
T
4

Wa 1o July 1996, 5

AT Sa .

NOTARIS

§/56 /2% 1 L
SIFATO COPY DIPERIKSA DAN- : T REL:
A DENGAN SURAT ASLINVA. ek o

7010 COPY TERSERIT COCOK - FANIUN ¢
\ASLIMYA, B

A 3 IN\- <
QN4

) J1. Ikan Tongkol no. 66
H Teluk betung - Bandar Lampung
Telp. (0721) - 481356

TNIE, 04002897
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|
PERJANJIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH

e L
ANTARA g Sanont 2
PT.BANK TABUNGAN NEGARA (Persero)
DAN
Moe LTI

No. 2872_A/BL. :1/SKR,PLX/96

Yang bertandatangan dibawah ini:

M

12)
b
3

1
\
§
1

1
lz)
4
il

i
|
b

i
{
A
i
!
t

i

-

-

PT.BANK TABUNGAN NEGARA {Persero} di Jakarta

......................................................................

Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Tabungan Negara, berkedudukan di JI. Gajah
Mada No. 1 Jakarta Pusat, didirikan dengan Akta Pendirian No. 136 tanggal 31 Juli 1992
yang dibuat dihadapan Muhani Salim, SH, Notaris di Jakarta yang salinannya telah
disetujui Menteri Kehakiman Ri dalam keputusannya No. C26587.HT.01.01 TH.92
tanggal 12 Agustus 1992 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia
Nomor : 73, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomaor : 6A tashun 1992,
dalam hal ini berdasarkan surat kuasa Direksi No. ..119/Pir/1094. ... tanggal
25 Oktober 1994 .. diwakili oleh ..Xaznadi Kasdi

....................................

..............................................................................................................................

.....................................................................................

dengan demikian sesuaiPasal 10 ayat2, 6dan7 Angaran Dasar tersebut, mewakili Direksi

dari dan oleh karena itu untuk dan:atas nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank
Tabungan Negara, selanjutnya disebut BANK.

iy, BT I s reaeratsasssnssenase v Pekerjaan Pegewai Hotel Pasifik . .
beralamat (alamat kantor) J1+¥08 Sudarso No.3 TeBetung . . . bertempat
tinggaldiJalan Pereret st es st sme e rae e sestasasanerbra s s e r e s esseenteene (alamatrumah),

dalam hal ini bertindak untuk dirinya sendiri, selanjutnya disebut DEBITUR.

Dengan ini kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kredit,
yang selanjutnya disebut Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah dimana Bank Setuju
memberikan pinjaman sejumlah uang kepada Debitur dan dengan ini pula Debitur
menyatakan berhutang kepada Bank dengan ketentuan pokok sebagai berikut:

PASAL 1
JUMLAH PINJAMAN
Besar pokok pinjaman Rp. .88 e 30 am e -
(.gupab duba empat ratus tujuh puluh sembilan ribu seratuo tiga puiup

Disamping pokok pinjaman, jumiah pinjaman meliputi pula pembebanan bunga dan

biaya-biaya lain yang menurut Perjanjian Kredit ini harus dilunasi oleh debitur, tetapi
tertunggak.

PASAL 2
BUNGA

Atas jumiah pinjaman baik yang berupa pokok pinjaman maupun tambahannya
yang terjadi karena adanya tunggakan bunga dan biaya-biaya terutang, debitur di-
kenakan bunga sebesar ........ y [0 S % per tahun.

Suku bunga sebagaimana dimaksud dalam ayat {1) pasal ini setiap saat dapat berubah,
sesuai dengan ketentuan Bank.

PASAL 3
PEMBAYARAN KEMBALI KREDIT DAN JANGKA WAKTU KREDIT

Jumiah pinjaman haius dibayar kembali {dilunasi) oleh Debitur dengan pembavafy ’
angsuran bulanan sebagai berikut:

/
en

e ——

—’//"_____Bembata%an*akta.’:,D‘a’rﬁt_a—ﬁutri:)FH ul, 2008

Rp



(a)

(b}

(2)

-‘(l)

(2)

(3)

(n

Angsuran Tetap. . . . .
Apabila berdasarkan cara perhitungan anuitas dan sepanjang tin

adalah sama seperti ditetapkan pada ayat (1) Pasal 2 perjanjian ini,
angsuran bulznan yang wajib dibayar oleh Debitur kepada Bank adalah sebesar
Rp. .08 e 430y muceceneeinnss ~{.aegratus.lima..ribu..eopat.. rafus.=....

sepuluh runiah. . e ( ..................................................................

Mescesoranornsmsssnarescs

setiap bulan dalam jangka waktu ....Bx...
tahun sedemikian rupa sehingga pada akhir jangka waktu, vaitu pada tanggal

seluruh pinjaman harus telah dilunasi oleh Debitur.

Angsuran DTP. .
Apabila berdasarkan cara perhitungan Angsuran Diturunkan Pada Tahun Pertama

(DTP) dan sepanjang tingkat suku bunga adalah sama seperti ditetapkan pada
ayat (l) Pasal 2 perjanjian ini, maka jumlah angsuran bulanan yang wajib dibayar

oleh Debitur kepada Bank:

- Untuk tahun pertama adalah sebosarRp... i eseserene -~
(oo et evaeaseessestteseensssteearesTetate Tanar et b e setasetene e s enseser et erseeesesseseassaenrensateneees )
setiap bulannya.

—  Untuk tahun kedua dst. BP. iiiiiiiiennnnincniennenes F T PO

)

setiap bulan dalam jJaNgKa WaKIU ..t reiniessnssscssessensssnssenses
sedemikian rupa sehingga pada akhir jangka waktu yaitu pada tanggal
‘ seluruh pinjaman harus telah dilunasi

oleh Debitur.

Dicapainya akhirjangkawaktu kredit sebagaimana dimaksud dalam ayat (I} pasal initidak
dengan sendirinya menyebabkan lunasnya pinjaman, karena pelunasan pinjaman
akan tergantung sampai dimana Debitur telah membayar dan melunasi seluruh jumlah
pinjamdnnya sebagaimana dibuktikan pada rekening pinjaman atas nama Debitur
sesuai dengan pencatatan dan pembukuan Bank.

PASAL 4

TANGGAL JATUH WAKTU PEMBAYARAN ANGSURAN
BULANAN DAN DENDA TUNGGAKAN

Debitur diwajibkan untuk melunasi kewajiban angsuran bulanannya dimuka, sehingga
angsuran untuk bulan pertama harus dilunasi bersamaan dengan penandatanganan
Perjanjian Kredit ini, sedangkan angsuran bulan-bulan berikutnya ‘harus sudah dilunasi

selambat-lambatnya pada tanggal 10 bulan.yang bersangkutan.

Keterlambatan dalam memenuhi kewajiban angsuran bulanan menyebabkan tim-
bulnya tunggakan.

Keterlambatan pembayaran kewajiban angsuran bulanan {tunggakan) yang melebihi
tanggal terakhir bulan yang bersangkutan dikenakan derida tunggakan sesuai dengan

ketentuan yang ditetapkan oleh Bank.

PASAL 5
PROVIS!I BANK DAN BIAYA LAINNYA

Debitur wajib membayar provisi Bank sebesar Rp ....... BR LD 5 -
duapulwldmnguemvatratudmplahp .......... AR )
yaitu sebesar 1% JETTTUTOT % dari Rp... 47901300 2o ceeesiesenesiresenes -

{ Qulpé.t....\in.f:.a...ﬁr‘mnm:..J,ta't.uﬁ...t.ujtul..wluh,.;s.efnbilm..nibm.ae.hatus...tina.puluh Rp
harus dilunasi bersamaan dengan penandatanganan Perjanjian Kredit. )

{2) Disamping provisi /
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Haizman

{2) Disamping provisi Bank, Debitur diwajibkan membayar biaya-biaya lai \ :

lukan dalum proses pemberian kredit dan pengikatan jaminan kredi LA

- liputi antara lain, .biaya pemasangan hipotik, biaya taksasi, biaya z!kta-akt.a Aot s,

biaya dan premi asuransi atas barang jaminan kredit dan biaya-biaya lain, sesuai
dengan ketentuan Bank.

PASAL &
AGUNAN KREDIT
(1) Agunan (jaminan) utama atas pinjaman yang. timbul karena Perjanjian Kredit ini

adalah ..tana.b...gign..bané,ftman..mmah.yang...terlatalﬁ-ﬁi----Kel‘swarme"dlgk““
U202 Way Halim Xodya Sandar Lempung.

......

12) Disamping jaminan utama sebagaimana dimaksud dalam ayat (I} pasal ini Bank dapat
meminta jaminan tambahan lainnya.

, PASAL 7
PENGGUNAAN PINJAMAN DAN KUASA

(1) Pinjaman pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) Perjanjian K'ed“di"i:
digunakan oleh Debitur untuk pembelian sebuah rumah berikut fana'hr;{s_a ari
..... SYBRERAMR......occoorreriercorscsrreernes dENgan pertelaan sebagai berikut: Ao

van.. fiard. Jual Rp.
LaZQf.......... M2, Resexia. kanak. dan. hangunan. aanah, enaeN. 1AFLE. UL KB,
15.0%5.000,-(@:; belas juta tujuh pulvh lima ribu xupiah) ...

.................... AAahAdASEAA AR ALEIAR AR LEYD LT PITTT Sy b prs (R0 —rarreh gty $ipsrarr A r APy TR O PP

{2) Sesuai dengan penggunaan pinjaman sebagaimana dimaksud dalam ayat {1} pasal
ini, dengan penandatanganan Perjanjian Kredit ini sekaligus Debitur memberi kuasa
yang tidak dapat ditarik kembali kepada Bank untuk membayarkan pada saat yang
dianggap baik oleh Bank jumlah uang yang diperoleh dari pinjaman tersebut, kepada
pihak penjual.

PASAL 8
LAIN - LAIN
(1) Untuk Perjaniian Kredit ini berlaku sepenuhnya ketentuan dan syarat-syarat yang
dimuat pada Ketentuan dan Syarat-syarat Umum Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah

Bank Tabungan Negara vang merupakan lampiran dan satu kesatuan yang tidak
terpisahkan dari Perjanjian Kredit ini.

(2} Perjanjian Kredit ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.

..................................................

PIHAK BANK PIHAK DEBITUR

{

Bandax I-a.m_p_lgg}g;_,m'qé Juli L1996

.........................................................

ho: 205 3 7 fra o

STELAH fSt FOTO COPY DIPERIKSA DAN-
XOCOKK T ASLINYA.
gty A22 T COCOK -

" -
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NOTARIS

TAUFIK HIDAYAT, SH.
SK. Menteri Kehakiman No. C - 107. HT. 03. 01.Th 1994 Tanggal 13 Juli 1994

AKTA

........................ CRIGAKITAN . HTASG - « - - - o v v vananennnns

.......................................................

Tanggal : ...... 16 Juld 1996 . . i
Nomor : ......... e 40 = e
......... S AL TN AR ......

JL IKAN TONGKOL NO 66
TELUK BETUNG- BANDAR LAMPUNG
TILP(0721) 481356
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FENBGAKUARN Fi!faMNG
DAN KUASA UNTLK SwrlJuns
Nomar : 6.

"
—Pada hari ini, Selasa, tanggs. inambelas Jula caribu

/
sembilanratus sembilanpuluh crias (14 -7=-LPP6% = =mmmemm
hadir di hadapan saya, TAUFIH 15AYAY, Sargana Hukum,
Notaris di Bandar Lampung, dorngan dihsdiri oloh saksi-

ssksi  yang nama-namanya akau Jr1scbut pada ckbhir  akia

ini dan telah saya, NOEAaris, i vl i - -—s o mm——————

1. -Nona ETI, Pegawai Swastz, bortempalt tinggal daz
Bandar Lampung, Teluk Jau/x. LD L. RWOOE, LK. 2,
Kelurahan Panjang Selstan. iacamatan Panjang.———=-—

“Remegang  Kartu Tanda Ferguadat  Eotamadva  Bandar

1ampung nomor =18.71.08.5005, L d /07 131, C40Sn0 ,~—m—

i —Menurut kt‘-ter‘angarmya bein i pernah wenibabogs oo

!"U”t”k selanjutnya akan disetsi FEMTHJAMR === -
lz.wTuan KARNADI KASDT, Femiapir Carang FERUSHHAN FER-
SERQAN  (FERSERO) F. FAMI feadpdsan NEGHA.  kantor

! Cabang Randar Lampung. bertempat tinggal dd Eandar
Lampung g e——————— ________,__,__'_ _________________
Ja-

—menurut keterangannya dalam hal ini menlalani

batannya tersebut den berdasarkan Surat Kuasa Oi-

reksi tanggal duapuluh lime Okiober sericua  sembil-
anratus sembilanpuluh empat (CS5-10-1994) nomor 119

dibuat di hudapan MUHAND S8 @M, Sariana Hubkum,  No-

taris di Jakarta, dari dan karenanvs oauakiiio D
reksi dan selaku demikian terieilal ancw aet abas
nama PERUSAHAAN FERSERDAN (1PESSERGY PT. BANE  Ta-
BUNGAN NEGARA, berkedudulk.or o Jakarta, yann ang--

garan dasarnya tertanggal tigapuliuh satu Juli seri-

~L

-
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—~Thu sembilanratus semb:i- -2 dus (T1=7-1992)
nomor 136, dibuat dihedar o SHEAGNT Sa T, Notaris
di Jakarta telah mendap«" ovngesahan dariy  Menteri
Kehakiman Republik Indonco:.s sekagaimana ternyata
dari Surat Keﬁutusannya fagnal duabeias  Agustus
seribu sembilanratus senb:lacpuluh dua  (17-8-1992)
nomor : C2--6587.HT.QL.G1 10,92 dan telah  diumumkan
dalam Berita Negara Repubiii Indoresia tanggal se-
belas September seribu semiriiunralus sembilanpuluh
dua (9-11-1992), nomor: T, Tambihan nomor s 6A,

satu dan lain sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat

2, 6 dan 7 anggaran dasar parseroan jo——sese———————e

~untuk selanjutnya akan disebut BAMK.——————e e

Para penghadap telah saya, NMotaris, kenal.

Fara penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas

manerangkan f———————m——m e ——— e ——
—bahwa nona ETI tersebut diatas dengan ini mengakui
telah benar-benar dan dengan sah berhutang kepada
PT.BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO), berkedudukan di Ja-
karta yang pelaksanaannya melalul Cabang Randar Lam-—
pung, sampai jumliah Rp. 4.472 130, - ‘empatijuta empat-
ratus tujuhpuluh sembilan ribu seratus tigapuluh
rupiah) karena pinjaman wane stan jumleh  vang lebih
tesar sebagaimana di kemudian aari mungkin disetujui
cleh BANK dan jumlah—iumlah vang ferhuiang akan ter-—
nyata dari Rekening FKoran yvang dikeluarkarn oleh BANK
Sélanjutnya disebut juga HUTANG . -v---m——m e m mem e — e -
~Penghadap tuan KARNADI KASDI, bertindalk sebagaimana

tersebut diatas meneranghkin babwwa BANE dengan ini  me—

narima PENGAKUAN HUTANG terseobut diatas dori PEMINJAM.
\..—
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